


Dinamika Pelayanan 


Ibadah Haji 


di Indonesia 


“otot wet Aom sa 
KEMENTERIAN AGAMA 8) 


Anik Farida, dkk. 


DINAMIKA PELAYANAN 
IBADAH HAJI DI INDONESIA 


Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI 


Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


O Anik Farida, dkk. 2020. 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. 
All rights reserved 


xiv # 150 hlm: 145 x 205 mm 
Cetakan I, Desember 2020 
ISBN: 978-623-6925-19-5 


Penulis: 

Anik Farida dan Dede Syarif 
Fakhruddin M dan Zaenal Abidin Eko Putro 
Selamet dan M. Taufik Hidayatullah 
Achmad Rosidi dan Anas Aijudin 
Agus Mulyono dan Mary Silvita 


Editor: 
Roni Tabroni 


Desain Cover: 
Sri Wulandari 


Layout: 
Nurhata 
Diterbitkan oleh: 


Litbangdiklat Press 
Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI 
Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340 
Telp. 021 3920425 


Dicetak oleh: 


Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 


KATA PENGANTAR 


PERTAMA-TAMA kami ucapkan puja dan puji syukur 
alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat curahan rahmatnya 
laporan penelitian dengan tema besar setifikasi halal ini dapat 
diselesaikan 


Buku ini berisi kumpulan hasil penelitian tentang pelayanan 
jemaah haji di Indonesia beserta tantangan yang menyertainya. 
Pokok-pokok pembahasannya mayoritas berbicara tentang para 
pemandu haji. Selain itu, buku ini berbicara juga tentang peran 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji, tentang 
Sistem Komputerisasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji 
Khusus SISKOPATUH, dan tentang esensi dari ibadah haji. Oleh 
karena itulah diberi judul Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di 
Indonesia. 

Uacapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memfasilitasi 
penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala 
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang banyak 
mengarahkan dan membimbing penelitian ini sehingga sesuai 
dengan yang diharapkan. Kepada semua narasumber, moderator, 
tim peneliti, serta informan yang telah banyak membantu 
kegiatan penelitian ini, juga kami ucapkan terima kasih. 
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Diharapkan buku ini berguna bagi kajian moderasi pada 
umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi kebijakan 
pemerintah. 


Jakarta, Desember 2019 


Penyusun Laporan 


Ketua Pelaksana 
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SAMBUTAN 


DENGAN segala rahmat dan hidayah-Nya, laporan penelitian 
dengan tema Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia dapat 
diselesaikan pada waktunya. 


Buku bunga rampai ini berisi kumpulan laporan penelitian 
yang telah disesuaikan dengan pembaca awam. Sebelum hasil 
penelitian ini sampai di tangan pembaca, ada banyak tahapan 
yang dilalui oleh setiap peneliti, dimulai dari tahap persiapan, 
penjajakan, pengumpulan data, penulisan laporan, pelaksanaan 
praseminar dan seminar, penyusunan executive summary, 
pembahasan policy breaf, hingga sampai pada laporan penelitian. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi: (1) daya dukung 
regulasi pelayanan ibadah haji di Indonesia, (2) daya dukung 
kelembagaan yang merepresentasikan aspirasi warga negara 
dalam hal pelayanan ibadah haji, (3) modal sosial tentang esensi 
dan makna sebuah ibadah haji bagi masyarakat. 

Terima kasih kami ucapkan terutama kepada penulis desain 
operasional, narasumber, tim peneliti, narasumber daerah 
(informan), serta pemerintah daerah, yang telah membantu 
penelitian ini. Semoga amal ibadah kita semua mendapat 
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ganjaran yang mulia dari Tuhan Yang Maha Esa, amin yarabbal 
alamiin. 


Jakarta, 2 November 2020 
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan 
Layanan Keagamaan 


Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D. 
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PROLOG 


BUKU Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia yang 
diterbitkan oleh Kementerian Agama merupakan kajian tentang 
penyelenggaraan ibadah haji. Buku ini berjenis bunga rampai. 
Bunga rampai yang berisi lima kumpulan hasil penelitian tentang 
pelayanan ibadah haji dalam perspektif agama dan negara 
berikut dengan peluang dan tantangan yang menyertainya. 


Pokok-pokok pembahasannya berbicara antara lain tentang: 
esensi dari ibadah haji, para pemandu haji, peran pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan ibadah haji, tentang Sistem 
Komputerisasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus 
(SISKOPATUH), dan tentang esensi dari ibadah haji. 


Artikel pertama yang berbicara tentang esensi dari ibadah 
haji dengan sampel tempat yang dilakukan penelitian adalah 
dua wilayah di Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Garut. Dua wilayah tersebut dipilih sebagai lokasi 
penelitan untuk menggambarkan karakteristik masyarakat desa 
dan kota. Kategorisasi ini lebih mengacu pada definisi sosiologis 
sebagai masyarakat kota (urban society) dan masyarakat desa 
(rural society) bukan pada kategori administrasi. Karakteristik 
kultur kota dan kultur desa berpengaruh pada model dan cara 
beragama juga pada bentuk-bentuk relasi sosial. 
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Secara garis besar wilayah kebudayaan Jawa Barat terbagi 
menjadi beberapa wilayah kebudayaan, seperti Priangan meliputi 
Bandung, Garut Tasik, Ciamis dll. Ada juga wilayah Jawa Barat 
yang menempati wilayah kebudayaan Pantura seperti Cirebon, 
Indramayu, dan lain-lain. Sementara wilayah yang dekat dengan 
ibu kota Jakarta seperti Bekasi lebih dekat dengan kultur Betawi. 
Wilayah kebudayaan (culture area) ini memberikan warna pada 
corak budaya, agama dan politik di wilayah-wilayah tersebut. 


Dua wilayah yang menjadi lokasi penelitian berada di 
wilayah kebudayaan priangan sebagai bagian besar dari kultur 
Jawa Barat. Pada aspek keagamaan baik Kabupaten Bandung 
dan Kabupaten Garut memiliki kemiripan pada aspek organisasi 
keagamaan yang berkembang, maupun tradisi keagamaan yang 
dilakukan oleh masyarakat. Dua wilayah ini juga merupakan 
daerah dengan jumlah jemaah haji cukup banyak. Untuk 
wilayah Kabupaten Bandung lama antrian dalam daftar tunggu 
haji mencapai 15 tahun untuk pendaftar pada tahun 2019. Hal 
ini menunjukan tingginya minat masyarakat di wilayah Kab. 
Bandung untuk menunaikan jemaah haji. Namun pada sisi 
lain, lamanya daftar tunggu juga menjadi peluang untuk dapat 
menabung untuk melunasi ongkos naik haji dengan cara dicicil 
sehingga banyak kalangan masyarakat dengan penghasilan 
menegah ke bawah dapat menjangkau biaya haji. Dari latar 
belakang dua kawasan beserta kebudayan yang melikupinya, 
penelitian tentang esensi ibadah haji dilakukan. 

Artikel kedua berbicara tentang peran pemerintah daerah 
dalam pelayanan ibadah haji. Sampel yang diambil adalah di 
wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui observasi, studi literature dan wawancara 
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mendalam (in depth interview). Penelitian tersebut diharapkan 
mampu mengeskplorasi dan mendeskripiskan eksistensi peran 
pemprov Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan ibadah haji 
yang dapat diungkap secara menyeluruh. Untuk penelitian ini, 
informan yang dipilih antara lain perwakilan Pemprov Sulut, 
perwakilan Kanwil Kemenag Sulut, perwakilan Jemaah Haji, 
perwakilan penyedia travel Haji dan Umrah, ormas dan tokoh 
masyarakat. 


Oleh sebab itu, pada praktiknya, tim peneliti pun 
melakukan penelitian dengan melakukan field work di lokasi 
penelitian yaitu di Kota Manado. Untuk wawancara mendalam, 
tim peneliti menemui, dan mewawancarai otoritas pemangku 
kebijakan tentang haji di tingkat Provinsi Sulawesi Utara 
maupun di tingkat Kota Manado. Regulasi dan pendistribusian 
dana tali kasih, wawancara dilakukan terhadap pihak Pemprov 
Sulawesi Utara dan Pemkot Kota Manado. Wawancara tentang 
peran pemerintah secara teknis masalah penyelenggaraan haji 
dilakukan kepada pihak dari Seksi PHU Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Kemenag Kota 
Manado. Untuk menjamin bahwa distribusi dana tersebut 
lancar dan sampai ke penerima serta untuk apa pemanfaatannya, 
tim peneliti menemui beberapa jemaah, sekaligus juga pihak 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang membimbing 
calon jemaah. Untuk mengetahui tentang pengaturan regulasi 
haji, tim peneliti menemui anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Utara. 


Artikel ketiga dan keempat berbicara tentang pemandu 
haji. Artikel ketiga memilih Kabupaten Sidoarjo dan Kota 
Surabaya sebagai sampelnya sedangkan waktu pelaksanaan 


Badan Litbang dan Diklat | ix 


pada bulan Oktober s.d November 2019. Dipilihnya daerah 
tersebut sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan: (a) 
Jumlah kloter terbanyak di Provinsi Jawa Timur, (b) Pemerintah 
daerah mengalokasikan dana belanja daerah salah satunya untuk 
optimalisasi haji. 

Pengumpulan data penelitian melalui tiga cara, yaitu: kajian 
pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literaratur, 
tesis, dan disertasi tentang haji, wawancara mendalam dengan 
narasumber, serta observasi lapangan. Dalam penelitian ini 
teknik pengumpulan data juga disertai dengan foto-foto 
kegiatan ritual ibadah haji serta fakta-fakta sosial yang terjadi. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 
teknik reduksi data (pemilahan, pemusat perhatian), penyajian 
(display) data dan penarikan kesimpulan. 


Artikel keempat memilih Kota Semarang, Kota Solo, 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sebagai 
sampelnya. Daerah-daerah tersebut dipilih dengan hipotesis 
bahwa para petugas yang tergabung dalam TPHD telah melalui 
pola rekrutmen lebih baik dari wilayah lainnya di Indonesia 
dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang telah 
diterbitkan pada tahun 2019. 


Data penelitian kemudian digali secara naturalistik dari 
para informan seperti pegawai Kantor Kementerian Agama 
Jawa Tengah (Solo) dan Semarang. TPHI, Ketua Kloter, TPHD 
3 tahun terakhir, Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan, jemaah 
di KBIH, jemaah mandiri dan pemuka agama (Islam). Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi 
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data (pemilahan, pemusat perhatian), penyajian (display) data 
dan penarikan kesimpulan. 

Artikel kelima berbicara tentang penggunaan Sistem 
Komputerisasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus 
(SISKOPATUH) di Kota Depok. Penelitian dilaksanakan 
pada tanggal 21-30 Oktober 2019. Ada banyak PPIU di Kota 
Depok Jawa Barat, namun yang menjadi target dan objek utama 
penelitian ini adalah 10 (sepuluh) PPIU yang sesuai dengan 
data dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) 
Kota Depok Tahun 2018. Hal ini dilakukan karena, di antaranya, 
Kota Depok merupakan wilayah yang berkembang pesat secara 
ekonomi dan sering digambarkan memiliki karakteristik 
sosial dan keagamaan yang kuat. Kemudian, Kota Depok juga 
merupakan wilayah di mana beberapa kasus penipuan jemaah 
Umrah dalam skala besar ditemukan. 


Artikel ini berbicara tentang respons PPIU. Dalam rangka 
mendalami respons PPIU di Kota Depok dan bagaimana 
sikap dan pandangan mereka terhadap penerapan aplikasi 
SISKOPATUH yang baru diberlakukan pemerintah pada 
September 2019. 
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IBADAH HAJI: ANTARA STATUS 
DAN TRANSFORMASI SOSIAL 


Anik Farida, Dede Syarif 


A. PENDAHULUAN 


Sebagai ibadah dengan skala besar dan melibatkan 
banyak stake holders dalam penyelengaraannya, pemerintah 
menjadikan haji, rukun Islam yang kelima ini, sebagai salah 
satu sasaran dalam tujuan pembangunan agama dengan 
leading sector-nya Kementerian Agama. Hal ini dituangkan 
dalam Renstra Tahun 2019 yang merupakan akhir pelaksanaan 
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama periode 2015- 
2019. Dalam Renstra tersebut ditegaskan bahwa tujuan pem- 
bangunan bidang keagamaan, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: 
(1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran 
agama, (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, 
(3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pelayanan potensi 
ekonomi keagamaan, (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat 
beragama, (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah 
haji dan umrah: (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan 
mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan (7) 
Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama. 
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Pada poin kelima disebutkan bahwa tujuan pembangunan 
agama salah satunya adalah peningkatan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Renstra ini juga 
sejalan dengan amanah UU no 8 Tahun 2019 tentang Penye- 
lenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal (3) menyebutkan 
bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: a. 
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi 
Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan 
ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan b. Mewujudkan 
kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 
dan Umrah. 


Dalam hal pembinaan haji, pasal 32 (1) menyebutkan bahwa 
Menteri (Agama) bertanggung jawab memberikan pembinaan 
Ibadah Haji kepada jemaah haji. Pada ayat (2) Menteri 
bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah 
Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji. 
Dalam pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pembinaan 
haji dilakukan pada semua fase meliputi fase sebelum, saat 
pelaksanaan, dan setelah (pasca) pelaksanaan ibadah haji. Pada 
dua fase yang pertama, sebelum dan selama pelaksanaan haji, 
program pemerintah sudah mengalami perkembangan yang 
signifkan dari tahun ke tahun. Pada dua fase tersebut berbagai 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan dilakukan Kementrian 
Keagamaan untuk memastikan pelaksanaan haji dapat berjalan 
dengan lancar. Dalam dua fase ini pembinaan dilakukan baik 
dalam aspek manajerial pelaksanaan maupun aspek tuntunan 
fighiyyah seperti manasik haji. 


Sementara untuk fase pasca pelaksanaan ibadah 
haji,pelaksanaan pembinaan dan program yang memberikan 
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pembinaan pada para alumni haji relatif tidak ada kegiatan 
yang terrencana. Padahal, fase ini, seperti juga dua fase awal, 
merupakan bagian penting dalam rangkaian pelaksanaan ritual 
hajisebagai upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan 
ke-mabruran haji sehingga ibadah haji tersebut, tidak hanya 
memenuhi tuntutan syar'iyyah namun juga memiliki manfaat 
nyata di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya kemab- 
ruran sebuah ritual ibadah, termasuk ibadah haji, tidak hanya 
terletak pada praksis pelaksanaan ibadah itu sendiri secara 
syariah, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan dari ibadah 
tersebut terhadap kehidupan individual dan sosial di tengah- 
tengah masyarakat. Dalam banyak landasan (dalil nagli dan 
'agli) dijelaskan bahwa salah satu indikator dari ke-mabruran 
pelaksanaan ibadah haji justru terletak pada periode psca 
pelaksanaan ibadah haji tersebut (bada al hajj). Ibarat sebuah 
training, pelaksanaan haji adalah latihan bagi kaum muslimin 
dalam rangka menata diri menjadi manusia yang lebih baik 
secara individual dan juga secara sosial. 


Dengan kata lain sepulang melaksanakan ibadah haji, para 
jemaah idealnya dapat meningkatkan derajat kesalehan sosial 
yang memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat sekitar. 
Harapan ini menjadi sesuatu yang wajar karena dalam tradisi 
masyarakat Indonesia, orang-orang yang telah melaksanakan 
ibadah haji, selain telah melaksanakan rukun Islam yang terakhir, 
juga secara sosial akan menempati derajat yang terhormat 
dilingkungan masyarakat dimana mereka berkiprah. Hal ini 
nampak pada gelar yang disematkan oleh masyarakat dengan 
sebutan “haji” bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah 
haji ini. Status kultural yang terhormat ini mendorong proses 
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mobilitas sosial mereka yang berhaji pada status yang terhormat 
yang secara tidak langsung juga memberikan peran sosial (sosial 
role) tambahan di tengah-tengah masyarakat (Farida 1999). 


Wujud dari perluasan peran sosial para jemaah haji sudah 
dibuktikan dalam banyak catatan sejarah dan penelitian dimana 
misalnya para pahlawan dan juga inisiator perubahan di tanah 
air banyak yang berlatar belakang haji. Bahkan secara spesifik, 
Bruinessen, seorang Indonesianis asal Belanda, mencatat 
proses transformasi sosial yang dilakukan para pendiri ormas 
keagamaan Islam di Nusantara justru mendapatkan energi 
perubahan sosial selepas mereka melaksanakan ibadah haji. 
Dalam papernya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: 
Orang Nusantara Naik HajiBruinessen merujuk pada beberapa 
pahlawan nasional dan sosok pendiri ormas keagamaan seperti 
Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, serta KH. Hasyim 
Asyari pendiri ormas NU yang mengalami proses transformasi 
sosial setelah melaksanakan ibadah haji. 


Dalam analisisnya Bruinessen melihat ada proses “belajar” 
melalui interaksi antara orang-orang yang melaksanakan haji 
dengan berinterasi dengan jemaah muslim di seluruh dunia 
yang pada akhirnya memberikan ide-ide pembaharuan ketika 
jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Karena pengalaman 
para tokoh bangsa dan juga parapendiri ormas Islam waktu itu, 
pemerintah kolonial waktu itu perlu memberikan perhatian 
kepada umat Islam yang sudah melaksankan ibadah haji, 
diantaranya dengan memberikan identifikasi sebuatan “haji 
pada nama mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji saat 
itu. Tujuan dari pelabelan haji oleh pemerintah kolonial pada 
masa itu bukan untuk memberikan status istimewa pada orang- 
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orang tersebut, melainkan untuk mengidentifikasi orang-orang 
yang potensial melakukan perubahan sosial dalam bentuk 
perlawanan pada kolonialisme. 


Catatan Snouck Hurgronje sebagaimana diulas Bruinessen 
menunjukan proses transformasi sosial yang dialami kaum 
muslimin pasca melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah haji 
dalam hal ini menjadi ritual yang mampu merubah pribadi 
seorang muslim dari sekedar shalih atau baik secara individual 
tetapi mampu bertransformasi menjadi pribadi yang shalih 
secara sosial(mushlih) melalui berbagai inisisasi dan peran di 
lingkungan sosial selepas mereka kembali ke tanah air. 


Sebagaimana diketahui bahwa pada sebagian masya- 
rakat Islam tertentu, ibadah haji merupakan salah satu ritual 
ibadah memiliki dimensi spiritual dan sosial. Secara spiritual 
keutamaan ibadah haji tergambar dalam dalil-dalil nagli baik 
al-Guran maupun al-Hadits yang menempatkan posisi orang 
yang beribadah haji secara mabrur sebagai calon penghun 
surga. Sementara secara sosial privilege terbentuk sebagai 
penghormatan masyarakat kepada mereka yang sudah melak- 
sanakan haji sehingga mereka menempati kedudukan istimewa 
dalam kehidupan keagamaannya. Hal demikian mendorong 
antusiasme masyarakat untuk berhaji yang terbukti dengan 
besarnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji 
dalam setiap tahunnya. 


Data statistik yang ada pada kantor urusan haji menun- 
jukkan peningkatan yang berarti setiap tahunnya. Ibadah 
haji dianggap sebagai ritus kehidupan muslim Indonesia 
(Vandenbregt, 1991: 45). Bahkan tingginya angka minat berhaji 
orang Indonesia sudah sejak masa kemerdekaan. Dalam catatan 
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Snouck Horgronje sebagaimana dikuitp Bruinissen (1990) 
bahwa diantara seluruh jemaah haji, orang Nusantara selama 
satu setengah abad terakhir merupakan proporsi yang sangat 
menonjol. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah 
mereka berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing, 
walaupun mereka datang dari wilayah yang lebih jauh daripada 
yang lain.Malahpada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari 
seluruh haji berasal dari Indonesia. Hingga sekarang antusiasme 
muslim Indonesia tetap tinggi dan rela untuk menjadi waiting 
list hingga 1 tahun. 


Dalam konteks status sosial, haji tidak sekadar memiliki 
makna sebagai doktrin keagamaan semata, tetapi telah 
mengalami perluasan persepsi sebagai institusi yang mampu 
menjaga nilai-nilai lokal (Farida, 1999: 37-38). Sebagai doktrin 
sosial, haji juga telah menyediakan seperangkat pranata yang 
dapat menaikkan status sosial dalam masyarakat. Hal ini terjadi 
pada masyarakat pedagang Betawi. Pilihan yang paling populer 
di kalangan pedagang yang ingin naik status sosialnya adalah 
dengan berhaji. Terlepas dari apakah gelar tersebut terkait dengan 
kualitas keberagamaan mereka atau tidak. Pada masyarakat 
pedagang Betawi, haji mampu meningkatkan status sosial sejajar 
dengan elit keagamaan lainnya, seperti kiai atau ulama. 


Untuk saat ini gelar “haji” diharapkan juga akan memberikan 
legitimasi “logika keagamaan” peran sosial dalam menyelesaikan 
beberapa persoalan di masyarakat. Pada ranah sosial, masih 
sering terjadi berbagai macam penyakit sosial dalam kehidupan 
masyarakat, seperti tingginya angka kriminalitas, maraknya 
pornografi dan pornoaksi, peredaran narkoba, pelanggaran 
hak asasi manusia, serta bentuk-bentuk penyimpangan sosial 
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lainnya. Di samping itu, hal yang juga menghawatirkan adalah 
adanya kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di 
kalangan masyarakat. Korupsi hampir terjadi di semua tingkatan 
dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pengurusan Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan di instansi 
pemerintahan, sampai proses penegakan hukum. Pada tahun 
2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy 
(PERC), Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara 
terkorup di Asia.! Hingga saat ini prilaku koruptif itu masih 
belum bisa dihilangkan meski Indonesia sudah memiliki 
lembaga khusus dalam penanganan korupsi yaitu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Media massa hingga kini masih 
banyak memberitakan kasus-kasus korupsi yang tidak hanya 
melibatkan para pejabat di jajaran lembaga eksekutif, tapi juga 
dari lembaga legislatif dan yudikatif, baik di pemerintahan pusat 
maupun daerah. 


Meski umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadat 
sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, namun demikian umat 
Islam saat ini masih banyak yang masuk kategori miskin,” 
terbelakang, dan berpendidikan rendah, meski pelayanan zakat 
sudah lebih terorganisir dan mendapat support dari pemerintah. 


Banyak lembaga survey lain yang menyebutkan hal serupa, seperti 
Transparansi Indonesia (2002) yang menyebut Indonesia adalah Negara 
ke-6 terkorup dari 102 negara. 


Berdasarkan data BPS tahun 2006, jumlah warga miskin di Indonesia 
mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari total 222 juta penduduk 
Indonesia. Sementara data BPS tahun 2007, jumlah warga miskin turun 
yaitu sebesar 37,17 juta atau 16,58 persen, Sumber: www.bps.go.id/ 
releases/files/kemiskinan-01sep08.pdf. 
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Dengan gelar dan meningkatnya status sosial para haji, 
mereka diharapankan dapat memiliki peran sosial ini. Artinya, 
derajat kesalehan sosial para jemaah sepulang dari berhaji (pasca 
haji) akan meningkat dengan melekatnya gelar dan status sosial 
ditengah masyarakat. 


Penelitian tentang peran sosial para jemaah pasca-haji 
ini diarahkan untuk melihat bagaimana ibadah haji dalam 
mendorong terbentuknya status dan peran sosio-religius dari 
para jemaah pasca ibadah haji dalam membentuk kesalehan 
individual dan sosial. Dengan memahami peran haji dalam 
mendorong terbetuknya kesalehan sosial diharapkan kebijakan 
untuk meningkatkan kesadaran-substantif beragama dapat 
dilahirkan dari penelitian ini.Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah: 


a) Mengetahui pengetahuan para jemaah sepulang berhaji 
tentang ibadah sosial 


b) Mengetahui pola hubungan antara pengetahuan dengan 
kesalehan sosial pada jemaah sepulang berhaji 

c) Mengetahui pola kausalitas antara status sosial sepulang 
berhaji dengan kesalehan sosial 


d) Mengetahui peningkatan kesadaran substantif jemaah haji 
terhadap kesalehan sosial 


Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami 
bagaimana ibadah haji dipersepsi oleh masyarakat muslim baik 
sebagai ibadah teologis (mahdhah) dan juga sebagai ibadah yang 
berdimensi sosial (ghair mahdhah). Dengan menemukan cara 
masyarakat memahami terhadap ibadah haji ini diharapkan dapat 
ditemukan sebuah pola dalam pemeliharaan dan pembinaan bagi 
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jemaah yang sudah berhaji untuk dapat memberikan manfaat 
dari ritual haji ini baik pada kehidupan individualnya maupun 
pada lingkungan sosial para jemaah haji tersebut. 


Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat fenomenologis, 
agar mendapatkan pemahaman dan penafsiran masyarakat 
secara mendalam terhadap ibadah haji ini. Dalam penelitian ini 
digunakan tiga teknik pengumpulan data. Pertama, observasi 
yang dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan kemasya- 
rakatan, seperti musyawarah warga, pengajian dan kegiatan 
sosial lain dimana peran-peran sosial para jemaah haji dapat 
terlihat dalam berbagai peran merka dalam kegiatan sosial 
dilingkungan mereka. 


Kedua, wawancara. Untuk mendalami berbagai temuan 
dalam observasi, penelitian ini juga melengkapi dengan 
wawancara. Melalui proses wawancara mendalam dimungkinkan 
untuk mendapat penjelasan terkait berbagai bentuk peran sosial 
para jemaah haji di masyarakat. Dalam wawancara ini ditujukan 
kepada beberapa informan yang terkait dengan tema penelitian 
ini. Diantara informan tersebut adalah, pertama, tokoh 
masyarakat meliputi tokoh informal dimasyarakat, kemudian 
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Dalam kategori tokoh 
formal ada kepala desa Cibiru Hilir yang berlokasi di wilayah 
Kab. Bandung.Informan lain adalah para pemangku kebijakan 
di jajaran pemerintah dalam hal ini di Kementrian Agama. 
Maka informannya adalah Kepala Seksie haji di Kementrian 
Agama Jawa Barat, Ksie Haji di Kab. Bandung dan Kab. Garut. 
Informan yang tak kalah pentingnya adalah para jemaah itu 
sendiri. Dalam penelitian ini dipilih beberapa informan yang 
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dikelompokan pada kategori tokoh masyarakat dan orang biasa. 
Tokoh masyarakat maksudnya mereka yang sudah berhaji dan 
memiliki posisi penting dalam status sosial masyarakatnya, 
misalnya seorang kyai atau ustads. Sementara untuk kategori 
orang biasa dilakukan kepada para Jemaah haji dari kalangan 
bukan tokoh masyarakat, tetapi orang-orang biasa yang sudah 
berhaji dan tidak punya posisi atau status sisial sebelum mereka 
pergi ke haji.Informan yang terakhir adalah para pelaku dalam 
pelayanan pelaksanaan ibadah haji, yaitu para pelaku biro 
perjalanan haji dan umrah. 


Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah kajian pustaka. 
Teknik ini dilakukan dengan mengkaji beberapa referensi baik 
dalam bentuk buku, maupun jurnal yang membahas tentang 
haji.Penelitian ini dilakukan di dua wilayah di Jawa Barat, 
yaitu Kab. Bandung dan Kab. Garut. Pemilihan dua wilayah ini 
berlandaskan pada karakteristik wilayah yang menggambarkan 
kultur yang berbeda. Dalam penelitian, warga di Kab. Bandung 
akan mewakili tipologi masyarakat dengan karakter kota 
(urban)dan warga di wilayah Kab. Garut yang mewakilitipologi 
masyarakat yang bercorak rural (pedesaan). Pembagian kategori 
ini tidak dipahami dalam konteks geografis administratif sebagai 
pembagian kota dan desa, tetapi lebih pada konsep sosiologis 
sebagai masyarakat kultur urban dan masyarakat kultur rural. 
Pembagian tipologi ini berangkat dari argumentasi bahwa haji 
sebagai sebuah status sosial dan juga peran dalam masyarakat 
akan dipengaruhi oleh tipologi masyarakat terkait. Persepsi 
tentang ibadah haji sebagai sebuah konsep sosial dibentuk oleh 
tipologi masyarakat itu sendiri. Selain itu, argumentasi pilihan 
pada wilayah ini karena kedua lokasi yang menjadi wilayah 
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penelitian merupakan daerah dengan jemaah haji cukup banyak. 
Hal ini menggambarkan secara tidak langsung bagaimana 
masyarakat memahamai ibadah haji itu sendiri. 


B. HAJI DALAM KONTEKS MASYARAKAT JAWA BARAT 


Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk mayoritas 
muslim, Jawa Barat yang menjadi wilayah bagi etnis Sunda, 
memiliki sejarah panjang terkait kiprah para alumni jemaah haji. 
Beberapa figur penting dalam perjalanan sejarah masyarakat 
Jawa Barat terkait dengan sosok-sosok pembaharu yang 
bergelar haji. Diantara figur tersebut sebut saja Haji Purwa yang 
bernama asli Bratalegawa, tidak lain adalah merupakan orang 
Sunda pertama dari Kerajaan Galuh yang menginjakkan kaki ke 
negeri Makkah dan sekembalinya menjadi tokoh penting dalam 
perkembangan masyarakat Priangan. Bahkan jika menilik pada 
tahun pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan Haji Purwa 
tahun 1250 boleh jadi tokoh dari kerajaan galuh ini merupakan 
orang pertana dari Nusantara yang berangkat ke tanah Suci. 


Menurut Edi S. Ekajati (1975: 87-88), sejarawan Sunda, 
Haji Purwa adalah tokoh pertama dalam penyebaran Islam, 
terutama di wilayah Cirebon yang identik sebagai Syekh Maulana 
Saifudin. Sumber sejarah lokal yang dicatat oleh Hageman 
(1866) menyebutkan bahwa Islam yang pertama datang ke 
Jawa Barat adalah Haji Purwa pada tahun 1250 Jawa atau 1337 
Masehi.Pada saat itu penyebaran Islam yang dilakukan haji 
Purwa terbatas hanya di wilayah Cirebon saja, tetapi upaya awal 
penyebaran Islam yang dilakukan Haji Purwa menjadi cikalbakal 
bagi bermunculannya para penyebar Islam yang fenomenal di 
wilayah Cirebon diantaranya seperti sosok wali songo yaitu 
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Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung 
Djati. 

Figur lain yang menjadi jejak kiprah tokoh bergelar haji 
di Tatar Sunda adalah sosok Haji Hasan Mustapa (selanjutnya 
disebut HHM). HHM lebih dikenal sebagai seorang pujangga 
Sunda yang meninggalkan karya tulis berupa dangding atau 
guguritan yang berisikan tentang ajaran tasawuf dan ajaran-jaran 
Islam yang disebarkankan dalam bentuk tulisan pada kalangan 
terbatas umat muslim di Tatar Sunda saat itu. Identitas ke-Haji- 
an yang melekat pada Hasan Mustopa menjadi aspek penting 
yang kemudian membawa dirinya memangku tugas yang penting 
yaitu menjadi mitra kerja dari seorang ahli Antropologi utusan 
pemerintah kolonial pada masa penjajah yaitu Cristian Snouck 
Hurgronje. HHM tidak hanya melaksanakan tugas administratif 
tetapi sekaligus menjadi mediator dialog dengan kekuatan umat 
Islam yang dianut mayoritas penduduk Nusantara. Karena itu, 
pengalaman, wawasan dan gelar Haji yang melekat pada dirinya 
memiliki pengaruh dalam pekerjaannya sebagai pembantu 
Hurgronje. 

Dengan keahliannya tentang ajaran Islam dan budaya di 
tanah air, HHM telah membuat banyak catatan etnografik yang 
merupakan hasil perjalanan keliling tanah air. Peran penting 
HHM inilah yang membuat Hurgronje mengusulkan pada 
pemerintah Belanda waktu itu untuk mengangkat HHM menjadi 
hoofd penghoeloe (kepala penghlu) di Aceh dan lalu pada dua 
tahun kemudian berpindah ke Bandung hingga pensiun dari 
jabatannya pada tahun 1910. 


Dari dua tokoh masa lalu di tatar Sunda ini tergambar nyata 
bagaimana proses transformasi sosial yang dialami oleh kedua 
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figure masyarakat setelah mereka melaksanakan haji. Meski 
hidup dalam masa yang berbeda, kedua tokoh tersebut mampu 
berkontribusi dalam konteks masyarakatnya waktu itu. Hal 
ini menegaskan tentang status sosial istimewa haji serta peran 
sosial yang dijalankan para jemaah setelah mereka menjalankan 
ritual rukun Islam yang kelima tersebut. Status sosial haji 
tersebut berkembang seiring dinamika dalam masyarakat serta 
menemukan berbagai bentuk peran sosial yang bervarasi dalam 
setiap masyarakat. 


Kisah-kisah tentang kiprah haji tersebut bisa saja 
mengisnpirasi banyak umat Islam di Tatar Sunda, baik dalam 
pengertian sosial maupun teologis bahwa haji dapat mengangkat 
derajat seseoarang menjadi lebih baik dan mendorong umat 
Islam pada posisi sosial yang terhormat ditengah masyarakat. 
Atas dasar ini pula maka, tingkat animo masyarakat Jawa Barat 
untuk menjalankan ibadah haji terus meningkat. Bahkan pada 
tahun 2019 ini jumlah jemaah haji di Jawa Barat menjadi yang 
terbanyak dengan jumlah 39.000 orang jemaah yang merupakan 
angka tertinggi dibanding jumlah jamah di provinsi lain (Antara 
News, 2019). 

Tingginya angka pendaftar haji ini berdampak pada lamanya 
daftar tunggu (waiting list) di tanah air. Untuk beberapa wilayah 
seperti Kabupaten Bandung misalnya daftar tunggu haji bisa 
mencapai hingga 15 tahun. Tentu tingginya animo melaksanakan 
ibadah haji menjadi sebuah indicator dari keberagamaan di 
masyarakat, namun pada sisi yang lain berbagai persoalan 
sosial kemasyarakatan terus merebak. Diantara permasalahan 
yang menonjol di wilayah Jawa Barat pasca orde baru terkait 
dengan tingginya angka intoleransi. Pada sepuluh tahun setelah 
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terjadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, di Jawa 
Barat telah terjadi banyak tindak intoleransi dalam kehidupan 
keagamaan di jawa Barat. Hal ini tentu menjadi pertanyaan 
besar jika dilihat dengan tingkat animo haji diwilayah ini. Belum 
lagi jika dikaitkan dengan banyak persoalan sosial lain, seperti 
kemiskinan, kesenjangan ekonomi hingga problem ekologi yang 
berkembang di Jawa Barat. Pada konteks inilah menjadi penting 
untuk menemukan bagaimana peran sosial haji di tengah 
masyarakat Jawa Barat kontemporer terutama dikaitkan dengan 
persoalan sosial kemasyarakatan yang juga terus meningkat. 


C. STATUS HAJI DI KALANGAN MASYARAKAT GARUT: 
DARI EKSLUSIF KE POPULER/PASARAN 


Angka jemaah haji di wilayah Jawa Barat terus mening- 
kat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 jumlahnya 
menjadi yang terbanyak di tanah air dengan 30.088 jemaah 
haji. Tingginya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji 
pada masyarakat Jawa Barat dilandasi oleh dasar teologis sebagai 
bagaian dari pelaksanaan ritual ibadah. Bagi mereka yang sudah 
melaksanakan haji memilikikeyakinan bahwa mereka sudah 
paripurna dalam menjalankan lima rukun iman yang diwajibkan 
kepada umat Islam dan ibadah haji adalah puncak dari lima rukun 
iman dimaksud. Tingginya minat dalam melaksnakan haji juga 
terkait dengan aspek sosial yakni status sosial bai orang-orang 
yang sudah melaksanakan haji yang merupakan posisi terhormat 
di kalangan masyarakat. Kedua landasan tersebut mendorong 
kaum muslimin sperti ditemui diwilayah penelitian, tepatnya di 
Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung untuk menjadikan 
ibahad haji sebagai ibadah yang prestisius. Sehingga kaum 
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muslimin di wilayah Kab. Garut dan Kab. Bandung merelakan 
segala cara agar dapat menunaikan ziarah ke Makkah ini. Animo 
ini bukan hanay berlaku untuk orang-orang kaya, (manistathaa) 
tetapi juga umat Islam yang secara ekonomi masuk kelas 
ekonomi ke bawah. Haji Ipah adalah salah satu dari bukti bahwa 
haji yang semula menajdi bagain dari kelompok ekonomi orang 
kaya, sebagaimana disyaratkan oleh agama Islam dan juga terjadi 
dalam banyak sejarah Indonesia, kini juga menjadi dari cita- 
cita orang biasa. Para pekerja dengan demikian sudah terjadi 
pergeseran 


Banyaknya jemaah haji berdampak pada perubahan persepsi 
tentang status haji itu sendiri. Haji pada awalnya merupakan 
gelar yang langka dan hanya dimiliki oleh kalangan ekonomi 
tertentu, yaitu kelas mengah (moeslim Abdurrahman). Tetapi 
dalam perkembangan sekarang ibadah haji bukan hanya milik 
kelas atas saja. Banyak jemaah haji yang datang dari kelas 
ekonomi biasa. Jumlah setiap yahunnya terus bertambha, maka 
masyarakat muslim Indonesia semakin banyak yang bergelar 
haji. Dengan semakin banyaknya orang yang bergelar haji, 
maka sebuatan haji bukan lagi menjadi sesuatu yang istimewa. 
Sebutan haji merupakan sebuatan yang umum, lumrah saja di 
kalangan muslim di Garut dan juga Kabupaten Bandung. Tidak 
jarang terdengar dalam percakapan atau oobrolan orang-orang 
menyebut seseorang dengan sebutan haji. Padahal orang yang 
bersangkutan belum menjalankan ibadah haji. 


Aspek lain terkait status sosial haji adalah atribut yang 
melekat berupa pakian. Pada awalnya status haji juga diikuti 
dengan berbagai atribut seperti pakaian dan kopiah. Para haji 
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identik dengan baju gamis atau baju koko dan pakian haji 
berwarna putik. Atribut tersebut dulu sangat identik dan melekat 
dengan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ke 
Makkah. Namun simbol-simbol tersebut kini tidak lagi dimiliki 
para jemaah haji. Umat Islam yang belum ke haji pun dapat 
memakai atribut yang melekat pada gambaran sosok haji jaman 
dulu. Symbol dan atribut ini merupakan aspek luar dari ibadah 
haji itu sendiri. Sebutan haji dalam hal ini tidak lagi merujuk 
pada orang-orang yang sudah berhaji karena atribut tadi sudah 
menjadi milik umum. Secara simbolik atribut tersebut sudah 
terdeavaluasi dari sesuatu yang istimewa menajdi hal biasa. Sama 
halnya juga status sosial haji bukan hal yang sacral yang hanya 
dimiliki kelas sosial tertentu tetapi sudah menajdi sebutan yang 
cendrung profane dan bersifat arbiter yang dialamatkan keapda 
siapa saja yang secara simbolik berkopiah haji dan bergamis. 


Konsekuensinya maka status sosial tersebut menjadi tidak 
cukup signifikan karena ststus sosial haji juga sudah mengalami 
pergeseran dari posisi yang langka, istimewa ke status sosial yang 
umum dimiliki banyak masyarakat muslim biasa juga. 


D. PEMAHAMAN TENTANG IBADAH HAJI DAN 
KESALEHAN SOSIAL DI KALANGAN JEMAAH HAJI 


Dalam ajaran Islam haji adalah ibadah yang bersyarat. 
Seorang muslim dan muslimat hanya diwajibkan berhaji ketika 
mencapai kapasitas mampu atau dalam bahasa agamanya 
istathaa' ilaihi sabila. Pemahaman mampu dalam syarat berhaji 
tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga fisik. Untuk 
menggambarkan ini di kalangan masyarakat Garut berkembang 
guyonan, bahwa syarat seseorang dapat melaksanakan ibadah 
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haji adalah orang yang memiliki kecukupan pesak (saku/uang) 
dan juga kemampuan fisik (kesehatan badan). Ungkapan ini 
mengisyaratkan bahwa ibadah haji adalah jenis ibadah yang 
tidak sembarangan orang dapat melaksanakannya. Hanya orang- 
orang yang memiliki kemampuan pesak dan fisik tadi. Relevan 
dengan makna tersebut ajaran Islam juga menempatkan ibadah 
haji pada bagian terakhir dari rukun Islam yang lima, itupun 
masih dengan syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi. 
Dengan demikian, ibadah haji baru berlaku jika syarat-syarat 
yang sudah ditentukan tersebut terpenuhi. 


Dalam kisah-kisah orang yang berhasil dan menjadi tokoh 
penting dalam masyarkat, seperti dikemukankaka pada sosok 
Haji Purwa dan juga Haji Hasan Mustopa, umumnya adalah 
orang-orang yang mampu baik secara pesak (uang/biaya) 
maupun secara fisik. Namun dengan semakin meningkatnya 
berbagai fasilitas, terutama penbankan yang telah memberikan 
peluang bagi umat Islam yang berniat melaksanakan ibadah haji 
untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH)dengan cara dicicil, 
menjadikan syarat pesak (ongkos) bukan merupakan persoalan 
yang berat. 

Dengan cara seperti ini banyak umat Islam dari kalangan 
ekonomi biasa dapat menyicil ONH ini dengan cara yang lebih 
terjangkau sehingga sekarang ibadah haji bukan hanya milik 
orang-orang yang kaya secara ekonomi. Di wilayah Garut dan 
Kabupaten Bandung banyak jemaah haji berasal dari masyarakat 
kelas bawah. Mereka berprofesi sebagai petani kecil dengan 
lahan garapan yang terbatas, ada juga jemaah haji pedagang 
makanan kecil di pasar atau pensiunan PNS dengan golongan 
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II atau III. Namun, bagi mereka penghasilan bukan ukuran 
seseorang dapat membayar haji atau tidak. Hal itu lebih pada 
tekad pada diri mereka. Mereka menyebutnya bahwa haji adalah 
panggilan Allah. Mereka menjadikan ibadah haji menjadi 
mimpi dalam hidup mereka, maka mereka mengerahkan semua 
sumber daya yang dimilikinya agar bisa menunaikan ibadah 
haji. Tidak jarang diantara mereka yang menabung berpuluh- 
puluh tahun untuk dapat memenuhi ONH. Ada juga jemaah haji 
yang menjual sawah atau kebun nya untuk dapat menjalankan 
perintah Allah ini. Dengan adanya daftar tunggu yang lama 
menjadi memungkinkan bagi umat Islam dari kelas ekonomi 
biasa untuk menabung dengan membayar haji secara cicilan 
yang lebih ringan dan terjangkau oleh profesi apa saja. 


Inilah yang dalam pemahaman masyarakat di Garut dikenal 
dengan istilah haji nishob dan haji nasib. Haji nishob merujuk 
pada seorang muslim yang sudah memiliki kemampuan baik 
ekonomi maupun fisik untuk melaksanakan ibadah haji. 
Sementara haji nasib adalah kategori jemaah yang berangkat 
bukan karena pemenuhan syarat ekonomi tetapi karena nasib 
yang kuat sehingga dalam kondisi yang serba kekurangan bias 
menjalankan ibadah haji yang membutuhkan biaya mahal. 


Pada kasus umat Islam kelas bawah seperti ini, dapat melak- 
sanakan ibadah haji, adalah segalanya. Bagi mereka ukurannya 
terletak pada pergi ke baitullah untuk berhaji, sementara 
persoalan setelah melaksanakan ibadah haji merupakan 
persoalan yang lain lagi. Makna ibadah haji bagi orang-orang 
seperti ini terletak pada saat proses pelaksanaan ibadah tersebut. 
Karena itu focus dari para jemaah haji yang seperti ini adalah 
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pada pemenuhan syarat dan rukun yang bersifat ritual tadi. Bagi 
kalangan muslim dari kelas sosial seperti ini makna isthithaah 
atau mampu terfokus pada biaya selama melaksanakan ibadah 
haji tersebut. Banyak dijumpai jemaah haji sekembalinya dari 
pelaksnaan haji hidup dalam serba keterbatasan ekonomi. Alih- 
alih haji menjadi medium dan momentum mentransformasikan 
mereka, pada sebagian umat Islam yang berasal dari kelas 
ekonomi bawah ini justru mengalami keterbatasan ekonomi 
karena pada awalnya menjadikan haji sebagai sebuah target 
segalanya. Padahal secara syar'i, ajaran Islam sudah jelas-jelas 
menyatakan bahwa kata “bagi orang yang mampu” bukan 
hanaya pada saat bernagkat tetapi juga sekembali dari Makkah. 


Persepsi ini nampaknya terkondisikan dengan model 
pembinaan haji yang lebih terfokus pada periode sebelum 
dan selama pelaksanaan haji saja. Dalam kegiatan pembinaan 
manasik haji muatan yang disampaiakan dan pelatihan kepada 
para calaon jemaah haji lebih banyak persoalan fighiyyah dan 
ritual saja. 


Dalam rangkaian bimbingan jemaah haji lebih diorientasikan 
pada fase sebelum dan pelaksanaan ibadaha haji. Hal ini nampak 
dari berbagai kegiatan bimbingan yang ditempuh para calon 
jemaah haji yang terfokus pada dua fase bimbingan ini. Hal ini 
diantaranya bimbingan dalam bidang pengetahuan cara-cara 
melaksanakan ibadah haji sebagaimana dalam kegiatan manasik 
haji. Pada fase ini pembimbing dan juga calon jemaah haji lebih 
penguatan pada aspek pengetahuan (kognitif) yang bersifat 
doktrin atau ajaran terkait tata cara, syarat, dan rukun dalam 
melaksanakan ibadah haji. 
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Penguatan pada aspek pengetahuan berhaji (kognitif) ini 
berlangsung pada semua sector yang terkait dengan ibadah 
haji, mulai dari pihak kementrian agama, lingkungan calon 
jemaah haji hingga pada pihak KBIH semuanya terfokus pada 
penguatan aspek kognitif atau pengetahuan caon jemaah haji. 
Dalam prosesi manasik penekanan pada aspek kesalehan sosial 
tidak begitu dominan dikemukakan. 


Model bimbingan yang menguatkan pada aspek pegetahuan/ 
kognitif disebabkan setidaknya oleh tiga faktor. Pertama, faktor 
jemaah. Dengan semakin banyaknya jemaah yang melaksanakan 
ibadah haji semakin beragam pula karakteristik jemaah yang 
berhaji. Jemaah haji pada perkembangan sekarang tidak hanya 
datang dari kalangan orang-orang berpendidikan agama yang 
memiliki pengetahuan agama memadai. Karena itu, aspek 
pengetahuan tentang tata cara beribadah yang bersifat fighiyyah 
menjadi perhatian semua pihak. Tidak heran jika kemudian 
dalam rangkaian kegiatan bimbingan haji juga lebih banyak 
difokuskan pada penguatan pengetahuan tentang manasik 
haji ini. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan 
bimbingan manasik haji. Pada proses bimbingan manasik 
haji ini secara umum lebih memprioritaskan pada panduan- 
panduan yang bersifat fighiyah. Para jemaah dilatih untuk 
melakukan prosesi ibadah haji serta diajari tentang bacaan 
dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. 


Kedua, terkait dengan stake holder penyelenggara ibadah haji 
baik pemerintah maupun KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji). Dengan semakin banyak jemaah haji maka pelayanan 
jemaah haji semakin kompleks juga. Perubahan jemaah haji 
dari kalangan ekonomi atau kelas tertentu juga terkait dengan 
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pemahaman tentang tata cara keagamaan. Meskipun pada 
kalangan ekonomi atas, pemahaman agama juga tidak memadai, 
tetapi dengan jumlahnya yang banyak maka aspek penguatan 
pemahamana keagamaan menjadi hal yang umum, karena itu 
dijadikan prioritas dalam proses bimbingan jemaah haji. 


Ketiga, persepsi di kalangan masyarakat. Secara umum 
masyarakat memahami haji sebagai ibadah yang terkait dengan 
dua aspek penting, yaitu pesak (biaya ONH) dan fisik (kesehatan). 
Adapun tentang pemahaman tata cara apalagi tentang ibadah 
sosial dianggap sebagai tugasnya para pembimbing. Karena itu 
dalam proses bimbingan haji mereka memfokuskan pada aspek 
pengetahuan ini. Umumnya jemaah haji mengukur kemabruran 
ibadah haji pada kesempurnaan tata cara, syarat rukun selama 
melaksanakan ibadah haji. 


E. PERAN SOSIAL JEMAAH PASCA IBADAH HAJI PADA 
MASYARAKAT GARUT 


Ibadah haji sebagai sebuah ibadah tidak secara otomatis 
dapat mentransformasikan para jemaah haji menjadi seorang 
pribadi muslim yang dapat menjalankan peran sosial sekembali 
mereka dari melaksanakaan ibadah haji. Banyak factor yang 
mendukung proses terbentuknya kualitas pribadi muslim yang 
mampu menjalankan peran sosial di masyarakat seperti itu. Jika 
merujuk pada analisisnya Martin Bruinessen, pergeseran peran 
sosial haji pada masyarakat kontemporer terkait dengan proses 
pelaksanaan ibadah haji dimana para jemaah haji sekarang tidak 
memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para jemaah 
dari berbagai penjuru dunia. Sehingga para jemaah haji sekarang 
cenderung steril dari interaksi yang memungkinkan pengaruh 
ide dan gagasan dari para jemaah di negara yang lain. 
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Lalu bagaimana dengan peran sosial para jemaah haji 
di masyarakat Garut sekarang? Para jemaah haji di wilayah 
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, sekembali mereka 
dari tanah suci umumnya terhimpun dalam ikatan alumni 
jemaah haji yang dikelola oleh pihak KBIH dimana mereka 
terdaftar sejak awal bimbingan haji. Karena itu aspek peran 
jemaah haji juga terkait dengan pelayanan di masing-masing 
KBIH. Tidak ada standar baku dalam pelayanan jemaah haji 
pasca pelaksanaan ibadah haji ini. Bahkan pemerintah melalui 
kasie haji di wilayah provinsi dan juga kabupaten menjelaskan 
bahwa tidak ada program yang mengikat secara khusus pada 
jemaah haji sepulang dari melaksanakan ibadah haji. Dengan 
demikian para jemaah haji menjadi bagian dari masyarakat 
dimana mereka tinggal. 


Pembinaan terhadap para jemaah sejauh ini ada yang 
dilakukan oleh KBIH dengan cara menghimpun mereka dalam 
kelompok-kelompok atau wadah silaturahmi antar sesame 
jemaah haji yang bernaung dalam KBIH yang sama. Banyak 
variasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KBIH ini. 
Diantaranya KBIH An-Namiroh di Kabupaten Garut memben- 
tuk kelompok jemaah haji alumni dari KBIH ini dalam sebuah 
wadah. Hal ini untuk mempermudah pelayanan kegiatan yang 
dikordinatori oleh setiap angkatan. Adapun bentuk kegiatan 
lebih banyak dalam bentuk pengajian yang dilakukan secara 
rutin setiap bulan. Sebagai pengikat agar para jemaah haji 
tersebut terlibat dalam ikatan alumni jemaah haji maka diadakan 
arisan. Dengan demikian mereka akan datang. Aspek pembinaan 
silaturahmi ini diperkuat dengan bimbingan yang berkelanjutan 
dari pihak KBIH terhadap para alumni bimbingannya. 


22 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


Dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan lebih 
cenderung pada kegiatan yang bersifat penguatan pemahaman 
keagamaan. Sementara untuk kegiatan sosial yang berdampak 
pada kehidupan masyarakat hanya bersifat incidental saja. Hal ini 
dilakukan misalnya dalam bentuk kerja sosial untuk membantu 
masyarakat yang terdampak bencana alam. 


Status haji tidak secara otomatis meningkatkan derajat 
sosial dan memberikan peran sosial pada para jemaah haji. Pada 
kasus tertentu, status haji hanya memeberikan legitimasi pada 
peran-peran sosial yang sudah ada sebelumnya. Misalnya untuk 
para tokoh masyarakta gelar haji yang didapatkan sepulang 
mereka beribadah haji menjadi legitimasi pada peran yang 
sudah dijalankan sebelum mereka berhaji. Misalnya bagi tokoh 
masyarakat seperti ajengan (sebutan ulama dikalangan muslim 
Sunda) yang sudah menjalankan peran sosial keagamaan di 
masyarakat, gelar haji hanya melengkapi saja dari peran sosial 
mereka yang sudah dilaksanakan. Pada keanyataannya gelar 
tersebut mampu memperkuat posisi sosial mereka di tengah- 
tengah masyarakat, tetapi bukan sebuah gelar yang menentukan 
terbentuknya peran tersebut. 

Tetapi untuk kalangan muslim di perkotaan pada profesi 
tertentu, misalnya di kalangan pegwai negeri (PNS), sebutan haji 
dapat meningkatkan karir mereka. Misalnya dalam kasus seorang 
informan yang bekerja sebagai dosen kemudian mendapat 
kepercayaan masyarakat dilingkungan tepat tinggal nya dengan 
menjadi ketua DKM setelah melaksanakan ibadah haji. Pada 
kasus ini, status haji mampu mendorong pada peningkatan 
peran (role taking) di masyarakat. Jemaah tersebut menjalankan 
peran sosial yang sudah ada relevansiny adengan kapasitas 
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dan kualitas yang bersangkuta, artinya kaitan antara status haji 
dan peran sosial dalam bentuk menjadi ketua DKM ada dalam 
hubungan yang logis rasional. dirinya. Status haji yang melekat 
pada diri orang tersebut menjadi legitimasi atas kapasitas yang 
sudah melekat pada 


Secara teoritis dalam kajian sosiologi ada dua jenis status 
yaitu achieved status dan ascribed status. Pertama adalah achieved 
status dalam arti bahwa status jenis ini dapat dicapai oleh setiap 
orang melalui usaha-usaha yang dilakukan. Kedua, ascribed 
status. Status ini dicapai melalui cara yang terberi (given) melalui 
misalnya proses keturunan dan kelahiran. Misalnya menjadi 
anak dari keluarga bangswan merupakan contoh dari ascribed 
status. 


Dengan merujuk pada definisi seperti itu maka haji 
dalam hal ini masuk dalam kategori pertama, yang terbuka 
kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapainya. Dengan 
demikian, menjadi logis jika animo umat Islam untuk berhaji 
sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan oleh betapa kuatnya 
sebagian masyarakat tertentu dalam berusaha memperoleh 
capaian ibadah haji dimaksud (ONH) dengan cara menjual 
harta kekayaannya untuk mencapai tujuan tersebut. Karena 
itulah berkembang dilangan masyarakat berbagai sebutan 
untuk kasus seperti ini, misalnya sebutan “haji wahyu” untuk 
mendeskripsikan jemaah haji yang menjual sawahnya untuk 
biaya ONH. Disebut “haji wahyu karena karena sawahnya payu 
(laku). 

Karena itu selama masyarakat memandang pelaksanaan 
ibadah haji sebagai sesuatu yang berharga dan istimewa, maka 
sepanjang itu pula masyarakat akan menempatkan para haji 
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sebagai orang yang berada pada lapisan sosial terhormat. Dengan 
pandangan seperti ini maka umat Islam akan mengerahkan 
berbagai sumber daya untuk meraihnya. 


F POLA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA 
PENGETAHUAN DENGAN KESALEHAN SOSIAL 
PADA JEMAAH SEPULANG BERHAJI 


Pada banyak hadis Nabi mengukur kesakehan seseorang 
menggunakan perilaku dan tindakan yang bersifat sosial. 
Misalnya, hadis populer yang menganjurkan kita menghormati 
tamu, menghargai tetangga sebagai wujud dair kita iman kepada 
Allah dan Hari Akhir. 

Demikian juga dengan ibadah haji juga terkait dengan 
persoalan sosial. Namun pemahaman tentang ibadh haji 
yang ada pada jemaah haji juga menentukan pada bagaimana 
pengetahuan tersebut dapat mendorong pada tindakan dalam 
bentuk kesalehan sosial. Tidak semua pengetahuan dapat 
mendorong pada sikap tranformatif. 


Dengan demikian pola hubungan antara haji sebagai 
bentuk kesalehan individual dapat diwujudkan menjadi 
kesalehan sosial. Dengan kata lain, kesalehan sosial adalah 
bentuk mematerialkan kesalehan yang bersifat spiritual dan 
individual menjadi tindakan-tindakan yang konkrit. Oleh 
karena itu manifestasi dari kesalehan dalam semua masyarakat 
berbeda-beda tergantung pada kapasitas orang tesebut dalam 
mewujudkannya. Dalam sebuah studi Riesebrodt (1993: 156) 
menunjukkan ada empat bentuk dari wujud kesalehan sosial yang 
meliputi diantaranya: 1) seberapa intens ibadah wajib maupun 
sunnah itu dilakukan, meskipun dalam taraf ini, ibadah sunnah 
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yang berkembang menjadi identitas. 2) seberapa patuh, mereka 
menjalankan perintah berdasarkan pada Ouran dan Hadist. 3) 
selebrasi terhadap perayaan keagamaan, 4) interaksi nilai-nilai 
sosial ekonomi dengan nilai religiusitas. Keempat indikator itu 
menjadi penting melihat dimensi materi sangatlah membentuk 
sikap menjadi saleh bagi publik dalam situasi kekinian. Adapun 
dari empat indikator tersebut, sebenarnya ritual identitas kelas 
menengah muslim tersebut sebenarnya dapat dikategorisasikan 
menjadi dua arus besar yakni kebutuhan akan spiritual dan juga 
kebutuhan akan eksistensial. 


Dari kategori tersebut dapat dikelompokan pada beberapa 
poin berikut: Pertama, kebutuhan akan spiritual dilihat Nampak 
pada seberapa orang menjalankan ibadah sosial di masjid, 
seberapa intens menjalankan ibadah haji dan umrah, dan lain 
sebagainya. Hal itulah yang kemudian ditunjukkan dengan 
adanya gelar haji sebagai simbol prestisius bagi orang yang penah 
menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Konstruksi sosial bagi 
muslim Indonesia adalah haji bisa memberikan pencerahan bagi 
masyarakat muslim lainnya. Selain itu pula, dengan mengikuti 
kegiatan ta'lim, maka konstruksi saleh akan disematkan oleh 
orang lain terhadap orang yang mengikuti pengajian. Dengan 
demikian, kebutuhan akan spiritual sendiri melihat bahwa 
spiritual dibentuk karena kesadaran diri sendiri, dan kebutuhan 
akan diakui oleh orang lainnya. 


Kedua, kebutuhan akan eksistensial tersebut diwujud- 
kan dengan konsumsi komoditas yang dianggap religus dan 
dianggap mewakili Islam. Pengenaan baju gamis, jilbab, dan 
lain sebagainya adalah upaya menunjukkan eksistensi diri bahwa 
dia merupakan umat Islam dan orang taat beribadah dengan 
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kesemuanya hal itu. Padahal hal itu masih sebatas kulit, namun 
belum mendalam sampai pada tingkatan ilmu. 


Pada konteks jemaah haji di wilayah Garut, transformasi 
spiritualitas kesalehan individual umumnya meningkat. Haji 
Dahlan, salah satu informan di wilyah Garut menyebutkan 
bahwa sebutan haji pada dasarnya adalah sebuah beban dan 
control sosial pada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. 
Gelar tersebut membuat orang yang menyandangnya merasa 
malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di masyarakat 
terlebih untuk mengerjakan perbuatan yang bertentangan 
dengan nilai-nilai agama Islam yang ada dalam ibadah haji itu 
sendiri. Pada konteks ini haji dapat menumbuhkan kesadaran 
individual. 


Kesadaran individual dapat mendorong pada transformasi 
sosial. Misalnya dengan menjalankan peran-peran 
kemasyarakatan seperti menjadi menjadi pengurus masjid 
(DKM), menjadi muadzin, bahkan menjadi ketua RW dan 
RT dilingkungan masyarakat merupakan bentuk kepercayaan 
masyarakat pada pribadi-pribadi jemaah haji yang memiliki 
sikap yang baik dimata masyarakat. 


G. KESADARAN SUBSTANTIF JEMAAH HAJI 
TERHADAP KESALEHAN SOSIAL 


Ibadah haji dipahami informan di kalangan masyarakat 
Garut sebagai sebuah ritual ibadah yang dilaksanakan dengan 
cara berziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Hal ini 
merujuk pada ajaran tentang haji sebagaimana disampaikan 
dalam pengajian-pengajian bahwa ibadah haji secara bahasa 
bermakna pergi ke, bermaksud, menyengaja. Dalam pemaha- 
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man masyarakat di Garut haji adalah menyengaja atau pergi 
ke Kabah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau 
menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu, dengan amalan 
tertentu. Dalam dalam pemahaman para jemaah ibadah haji 
lebih pada praktik ibadah fighiyyah yang mencakup amalan yang 
harus dikerjakan seseorang dalam ibadah haji meliputi ihram, 
memasuki kota Makkah (bagi orang yang berada di luar kota 
Makkah), thawaf, sai, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, 
melontar jumrah, mabit di Mina, bercukur atau gundul atau 
memotong beberapa helai rambut, menyembelih hewan dan 
tahallul. Haji merupakan salah satu rukun dari rukun Islam 
yang lima. 

Pelaksanaan ibadah haji dengan pemenuhan ketentutan 
rukun dan syaratnya dapat membrikan pengalaman ruhani yang 
mampu membentuk. Melalui pengalaman berjiarah ini terbentuk 
pemahaman dan pengalaman keberagamaan di masyarakat 
tentang ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut terdapat 
prosesi-prosesi yang sesungguhnya merupakan pelajaran dan 
latihan dalam pembentukan pribadi muslim yang lebih baik 
secara individual maupun sosial. Meski demikian pengalaman 
berhaji tidak akan secara otomatis membentuk kesadaran 
substantif pada semua umat Islam yang berhaji. 


Pembentukan kesadaran substantif dari sebuah ibadah 
memerlukan proses serta pengetahuan individu yang memadai 
pula. Jangankan untuk ibadah haji yang hanya dilakukan sekali 
saja oleh sebagian besar umat Islam, untuk ibadah yang bersifat 
harian saja, seperti sholat lima waktu, makna substantif dari 
ibadah tersebut masih belum maksimal. Banyak ibadah wajib 
yang dilakukan harian seperti sholat menjadi ibadah yang 
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cenderung bersifat ritual saja. Padahal pada banyak ayat al 
Ouran dan al hadits sudah dijelaskan bahwa salah satu indikator 
dari diterimanya ibadah shalat adalah kemampuan umat Islam 
yang melaksanakan ibadah tersebut untuk melakukan tanha 
anil fahsya wal mungkar (mengindari dari perbuatan buruk 
dan keji). Jika shalat saja yang dilakukan secara harian, apalgi 
ibadah haji yang dilakukan sekali, maka dapat dibandingkan 
bagaimana pembentukan kesadaran substantif dari beribadah 
tersebut dapat membentuk kesalehan sosial para jemaah pasca 
melaksanakan ibadah haji. 


Namun demikian status haji secara sosial di masyarakat 
dapat dijadikan control moral bagi para jemaah haji di 
lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat di wilayah Kabupaten 
Garut, sebutan haji adalah sebuah beban sekaligus control yang 
membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku 
di tengah-tengah masyarakat. 


Proses terbentuknya kesalehan sosial sebagai bentuk 
kesdaran substantif dari ibadah haji terletak pada proses refleksi 
baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam hal ini, 
peran lembaga-lembaga keagamaan seperti masjlis taklim akan 
membantu dalam proses pembentukan kesadaran substantif 
ini. Di kalangan jemaah haji upaya ini dilakukan misalnya 
dengan membentuk majlis-masjlis taklim yang menghimpun 
alumni jemaah haji. Melalui pertemuan dan pengajian upaya 
untuk memelihara kemabruran dalam bentuk kepedulian sosial 
terus diperlihara. Menjadi orang saleh memang menjadi tujuan 
utama kesalehan sosial ini, namun yang lebih penting lagi adalah 
pengakuan dan afirmasi dari masyarakat terhadap kesalehan 
sosial yang dkonstruksikan tersebut. 
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H. KESIMPULAN 


Dari peneltian ini dapat disimpulkan dua hal berikut: 


1. 


Meskipun status sosial hajimasih merupakan status yang 
terhormat, namun sudah mengalami desakralisasi status. 
Haji tidak lagi status yang ekslusif yang terbatas pada 
kalangan sosial ekonomi tertentu, tetapi juga menjadi bagian 
dari status masyarakat secara umum. Dengan demikian 
status haji tidak hanya menunjukan pada derajat sosial yang 
istimewa tetapi menjadi sebutan yang umum (pasaran) yang 
biasa digunakan umat Islam siapa saja sepanjang mereka 
memenuhi atribut sebagai haji, baik secara simbolik seperti 
pakaian dan perilaku yang mencerminkan sikap seorang 
haji. 

Bertambahnya jumlah jemaah haji mendorong pada 
semakin beragamnya latar belakang karakater dan kapasitas 
pengetahuan para jemaah haji. Hal ini menjadikan proses 
bimbingan haji lebih terfokus pada aspek kognitif mencakup 
pengetahun tentang tata cara ibadah haji. Ini didasarkan 
karena jemaah pada umumnya memiliki pengetahuan yang 
relative terbatas terkait dengan ritual haji ini. Karena itu, jika 
melihat bimbingan yang didesain oleh pemerintah dan pihak 
KBIH lebih menyasar pada penguatan kapasitas kognitif 
untuk mengingkatkan pemahaan pada aspek ritual saja. 
Sebagai konsekuensinya, maka pembentukan pemahamna 
yang substantsial dari haji sebagai ibadah yang berdimensi 
sosial kurang mendapat perhatian. Terebih lagi pembentukan 
kesadaran yang bersifat substanstif dari ibadah memerlukan 
proses yang berkelanjutan dan waktu yang lama. Dengan 
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I. 


melaksanakan haji dalam waktu yang terbatas maka proses 
mendapatkan kesadaran substantif seperti kesalehan sosial 
menjadi cukup berat untuk ditumbuhkan dalam waktu 
yang singkat. Dengan demikian kesalehan sosial seseorang 
sepulang haji, yang sering disebut sebagai haji yang mabrur, 
sangat ditentukan oleh kapasitasnya. Yakni, apakah ritual 
ibadahnya hanya berdampak secara spritual individual, 
ataukah melampuai dirinya sehingga berdampak secara 
secara sosial untuk masyarakat di lingkungannya. 


REKOMENDASI 


Dari hasil peneltian ini mucul dua rekomendasi, yaitu: 


1, 


Perlu adanya upaya untuk mensyiarkan pandangan 
ibadah yang berdimensi ritual-spiritual kepada ibadah 
yang bersifat transformatif. Proses bimbingan manasik 
haji dapat diarahkan pada sudut perspektif empirik-sosial 
untk menemukan maknanya dalam kehidupan sosial. Hal 
ini dilandasi dengan ajaran Islam yang mengutamakan 
kehidupan sosial, maka kesalehan sosial sebagai parameter 
kesalehan keberagamaan perlu dibangun. Maka upaya yang 
dapat dilakukan adalah memberikan penguatan bentuk 
ajaran keagamaan kedalam praktek yang bernilai sosial dan 
merupakan kesadaran kesalehan sosial. 

Perlu pembenahan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) yang selama ini berada dalam kordinasi Kementerian 
Agama agar dalam manasik haji harus menyertakan materi 
tentang kesalehan sosial. 
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PERAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM PENYELENGGARAAN 
IBADAH HAJI DI SULAWESI UTARA 


Fakhruddin M, Zaenal Abidin Eko Putro 


A. PENDAHULUAN 


Penyelenggaraan ibadah haji selalu menyita perhatian publik 
di Tanah Air. Proses persiapannya yang panjang, kuantitas massa 
yang demikian besar serta keterlibatan berbagai instansi baik 
pemerintahan maupun swasta menjadikan penyelenggaraan 
ibadah haji sebagai seremoni yang menarik perhatian 
seluruh anak bangsa. Walaupun ibadah haji pada hakikatnya 
merupakan ibadah personal, namun dalam pelaksanaannya 
tidak terhindarkan bersifat kolosal, dan oleh sebab itu hadirnya 
peran pemerintah dan pihak-pihak terkait merupakan suatu 
keniscayaan mengingat pentingnya perlindungan terhadap 
jemaah haji serta kelancaran proses ibadah haji tersebut, dari 
Tanah Air hingga ke Saudi Arabia dan kembali lagi ke Tanah Air. 


Bagi umat Islam, ibadah haji dipandang sebagai keharusan, 
apabila dipandang telah mempunyai kemampuan. Ia menjadi 
Rukun Islam yang kelima. Istilah haji sendiri menurut Bahasa 
(lughowy) ialah berniat kepada sesuatu yang dimuliakan. 
Pengertian haji secara makna (maknawy) yaitu pekerjaan yang 
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khusus yang dikerjakan pada waktu yang tertentu, dan tempat 
yang tertentu untuk tujuan yang tertentu. Dalam kitab Figh al- 
Hajj (Ibn Taimiyyah) disebutkan pengertian haji secara bahasa 
yaitu al-gasd artinya berhajat atau berkehendak. Adapun 
menurut syara' artinya berhajat mengunjungi Baitullah al- 
Haram untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap 
perintah Allah (Nuri, 2014: 145). Hal senada ditemukan juga 
dalam Peratauran Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2018 
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang pada Pasal 1 
menjelaskan bahwa ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang 
merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang 
Islam yang mampu menunaikannya. 


Selain dari sudut pandang teologis doktrinal di atas, secara 
sosial terdapat beragam alasan jutaan orang memadati Makkah 
di bulan Haji. Motivasi para jemaah haji yang berangkat ke 
Tanah Suci, Hurgronje (1994) mencatat, terdapat beberapa hal, 
yaitu pertama, menjalankan perintah agama. Alasan teologis 
dan normatif ini menjadi dasar utama para muslim berhaji 
dengan berlandaskan dalil yang pasti (gothi), di antaranya 
mengambil dalil dalam al-Ouran (OS. Ali Imran 97) maupun 
hadits (di antaranya Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu 
Hurairah). Kedua, keinginan untuk memperluas agama. Bahwa 
di antara jemaah yang berangkat haji, memang tidak sedikit yang 
bertujuan untuk belajar ilmu-ilmu agama di Tanah Suci. Ketiga, 
demi status sosial, yaitu bahwa di kalangan masyarakat, muncul 
pandangan orang yang sudah pernah berhaji akan mendapatkan 
gelar Haji. Selain itu, orang yang telah berhaji tersebut juga 
akan mendapatkan apresiasi tinggi (lebih dihormati) di tengah 
masyarakat. Berhaji untuk mengejar prestise dan status sosial di 
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masyarakat. Keempat, munculnya kekecewaan/kejenuhan pada 
kehidupan di tanah air yang tertindas rezim kolonial saat itu 
dan ingin terus tinggal di Makkah. Ini sangat relevan di jaman 
kolonial. Disebutkan bahwa di antara jemaah haji di masa lalu, 
sebagian ada yang ingin menjadikan perjalanan haji sebagai 
pelarian dari kondisi di tanah air dan ingin tinggal di Makkah 
hingga akhir hayatnya (Multazam, 2017: 119). 


Termasuk pula adanya rintangan dan hambatan dalam 
mengarungi lautan telah dirasakan para jemaah haji di masa lalu, 
dan hal demikian bukan menjadi kendala. Bruinessen (1995) 
misalnya, dalam Multazam (2017: 117), menuliskan bahwa 
sebelum dikenalnya teknologi uap dan motor yang kemudian 
memungkinkan perjalanan haji dengan kapal api atau motor 
pada akhir abad 19, para jemaah memanfaatkan kapal layar - 
yang sejatinya merupakan kapal dagang, untuk dijadikan sarana 
transportasi haji. Kapal-kapal tradisional itu membawa jemaah 
dari Hindia Belanda hingga ke pelabuhan Aden yang disebutkan 
membutuhkan waktu tak kurang dari lima bulan. 


Sebagai ibadah kolosal, penyelenggaraan ibadah haji 
pun tidak lepas dari perhatian pemangku kebijakan sejak 
dulu. Perhatian pemerintah, baik jaman kolonial maupun 
setelah merdeka, terhadap penyelenggaraan ibadah haji terus 
tercatat dan selalu menyesuaikan perkembangan sosial politik 
di tanah Air. Pemerintahan pascamerdeka, Soekarno telah 
memulai menerapkan pelayanan haji menjadi perhatian khusus 
pemerintah. Lalu di era awal Orde Baru, terutama di tahun 1965- 
1966, Dewan Urusan Haji diperkuat menjadi Departemen urusan 
Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa 
Deputi Menteri. Pada tahun 1966 Departemen ini digabungkan 


Badan Litbang dan Diklat | 37 


ke Departeman Agama (Depag) menjadi Direktorat Jenderal 
urusan Haji Depag. Kemudian tahun 1979 menjadi Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 
Haji. Sebelumnya, di tahun 1969, pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden 
No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya 
oleh pemerintah, yang dilaksanakan departemen-departemen 
dan lembaga-lembaga terkait lainnya di bawah koordinasi 
Departemen Agama. Pada tahun 1978, pengangkutan haji ke 
Arab Saudi ditetapkan hanya dengan pesawat udara. Selanjutnya, 
pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No. 17 tahun 1999 
mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan 
hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia hingga saat ini 
(Nuri, 2014: 151). 


Dalam UU No 17 tahun 1999 tersebut, aspek perlindungan 
terhadap jemaah haji tercantum lebih jelas. Di situ dinyatakan 
bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya 
melalui sistem dan kepengurusan penyelenggaraan yang baik, 
agar perlaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, 
tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, serta 
jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga 
memperoleh haji mabrur (Nuri, 2014: 153). 


Atas semakin kuatnya regulasi tersebut, penyelenggaraan 
ibadah haji bagi umat Islam di Tanah Air terus diperhatikan 
pemerintah. Selain penyelenggaraan haji yang bersifat regular 
yang langsung di bawah koordinasi Kementerian Agama, 
pemerintah juga memperhatikan jemaah haji yang non regular 
yang dikelola oleh swasta (biro travel dan umrah). Perhatian 
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pemerintah pun kini telah tertuang secara jelas dalam undang- 
undang yang semakin menjelaskan keberpihakan pemerintah 
terhadap kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah 
haji. Perkembangan mutakhir dengan perhatian pemerintah 
di atas, dibuktikan lagi dengan munculnya undang-undang 
penyelenggaraan ibadah haji yang baru. Dengan diundangkannya 
UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelelenggaraan Ibadah Haji, 
bukan hanya menegaskan komitmen pemerintah pusat, namun 
semakin memastikan terjaminnya kualitas pelayanan jemaah 
haji oleh pemerintah daerah. Sekali lagi, walaupun ibadah haji 
merupakan ibadah personal dan hanya diwajibkan bagi kalangan 
mampu, namun seperti banyak diketahui, dalam realisasinya, 
ibadah haji merupakan ritual kolosal yang melibatkan banyak 
pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dalam konteks ini, 
tidak berlebihan apabila pemerintah daerah juga berada di garda 
depan dalam kelancaran ibadah jemaah haji ke tanah suci. 


Sejurus dengan itu, di era menguatnya pelaksanaan dan 
pengawasan terhadap kebijakan publik belakangan ini, maka 
ibadah haji mulai dilihat pula dari sisi penyelenggaraannya 
yang di sini sebagai standar cerminan dari terwujudnya good 
government. Studi Hamzani, Siswanto & Aravik (2018) melihat 
peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan layanan 
dan perlindungan hukum melalui peraturan daerah. Dengan 
menggunakan pendekatan normatif, ketiga penulis tersebut 
menganalisis sejauh mana pentingnya peraturan daerah menjadi 
peraturan di tingkat daerah dalam membantu melaksanakan 
pelayanan terhadap jemaah haji. Menurut ketiganya, terdapat 
tiga argumen penting mengapa pemerintah daerah harus 
mengeluarkan peraturan daerah guna memberikan pelayanan 
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dan perlindungan hukum bagi jemaah haji. Pertama, secara 
fakta perjalanan ibadah haji tidak berangkat dari Jakarta, tetapi 
melalui daerah asal yang masih dalam koridor pemerintah 
daerah. Kedua, secara sosiologis dan moral sebagai bentuk 
tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat daerah 
yang menunaikan ibadah haji. Ketiga, secara yuridis, adanya 
peraturan daerah (perda) mengatur secara teknis dalam rangka 
memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaran 
ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 


Semakin hari belakangan ini, jumlah pendaftar calon 
jemaah haji terus meningkat. Studi Mashum & Mansur (2015) 
telah menyebutkan kondisi peningkatan pendaftar jemaah haji 
di Kerawang (Jawa Barat). Kabupaten Karawang yang jumlah 
penduduknya mendekati angka 2.500.000 jiwa pada saat ini 
telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji sejumlah 22.500 
orang, sehingga harus sabar menunggu keberangkatannya nanti 
sampai pada tahun 2027 jika kuota untuk Kabupaten Karawang 
masih tetap 1.714 porsi. Hal tersebut, menurut penulis tersebut, 
merupakan sebagian dari indikator meningkatnya implementasi 
iman dan tagwa serta semakin makmurnya masyarakat 
Karawang. Tulisan tersebut semakin menguatkan betapa peran 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengeluarkan 
regulasi tentang haji sangat penting karena animo pendaftar 
calon haji yang terus meningkat. 
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Di antara tanggung jawab pemerintah daerah yang 
disebutkan dalam UU No 8 Tahun 2019 di atas, termasuk salah 
satunya masalah transportasi jemaah haji. Pada pasal 36 ayat (1) 
menyebutkan bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal 
ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Selanjutnya ayat 
(2) disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan 
penyediaan konsumsi jemaah haji. Demikian pula, pada ayat (3) 
disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap 
jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 


Jelas tersurat pada Pasal 36 UU No 8/2019 di atas bahwa 
pemerintah daerah memiliki peran besar dalam penyeleng- 
garaan haji, terutama dalam aspek transportasi. Terteranya 
kewajiban pemerintah daerah dalam kesuksesan penyeleng- 
garan haji itu tentu berbeda dengan syarat mampu (istithaah) 
yang harus dimiliki jemaah haji terkait dengan terkonsen- 
trasinya ribuan bahkan ratusan ribu orang dari Tanah Air 
yang akan menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Dalam 
hal penyelenggaraan tentulah mengundang keterkaitan banyak 
pihak mengingat ia membutuhkan manajemen dan pelayanan 
yang memadai. 


Beberapa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi 
maupun kota/kabupaten telah mengakomodir konsekuensi 
dari pertanggungjawaban mereka atas jemaah haji dengan 
menerbitkan peraturan di tingkat daerah, misalnya peraturan 
gubernur, peraturan daerah, maupun peraturan bupati/ walikota. 
Atas munculnya peraturan di daerah tersebut, berdasarkan 
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informasi yang berhasil terhimpun, beberapa daerah telah 
mengambil peran tersebut secara baik, bahkan lebih. Seperti yang 
dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten di propinsi Sumatera 
Barat, di samping menanggung biaya transportasi daerah melalui 
APBD, dalam prosesi keberangkatan jemaah dari kota/kabupaten 
ke embarkasi dan sebaliknya pada kepulangan dari debarkasi ke 
kota/kabupaten asal selalu menyertakan pejabat pimpian daerah 
dalam acara penyambutan dan mengawal jemaah tersebut. Di 
daerah lain seperti kota/kabupaten di propinsi Riau, pemerintah 
daerah juga memberikan uang saku dalam jumlah tertentu 
kepada tiap jemaah. Inilah bentuk partisipasi pemerintah daerah 
sebagaimana termaktub dalam bunyi perundangan di atas. 


Tidak ketinggalan, dan ini yang unik, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara (Sulut) juga tidak luput dari perhatian terhadap 
calon jemaah haji. Pemprov Sulut menyiapkan dana subsidi untuk 
jemaah haji yang diberitakan bahwa jemaah calon haji (JCH) 
menerima Rp 3,5 juta, dan jumlah yang sama juga diberikan 
kepada Tim Pembantu Haji Daerah (TPHD) yang berangkat 
bersama-sama ke Tanah Suci. Jumlah ini naik hampir dua kali 
lipat dari subsidi tahun sebelumnya Rp 2,9 juta. Hal tersebut 
juga diapresiasi pihak Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi 
Utara. Bahwa perwakilan Kanwil Kemenag Sulut memberikan 
apresiasi kepada Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur 
Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang setiap 
tahun terus menerus memperhatikan bantuan CJH. Apalagi 
tahun ini naik Rp 2 Miliar yang sebelumnya pada 2017 Rp 1,3 
Miliar (Manadoonline, 2019). Akan tetapi, sayangnya dalam 
pemberitaan tersebut belum dijelaskan secara rinci seperti 
apa komponen transport lokal para jemaah haji dari Provinsi 
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Sulawesi Utara. Fokus pemberitaan tersebut terletak pada subsidi 
pemda semata. 


Jika memang demikian, menjadi catatan penting bahwa 
pelayanan jemaah calon haji dan jemaah haji yang dilakukan 
Pemprov Sulut layaklah diapresiasi. Hal ini tidak jauh dari fakta 
bahwa pluralitas masyarakatnya dari sisi agama dan suku yang 
demikian nyata di wilayah tersebut, namun dalam hal pelayanan 
jemaah haji dan jemaah calon haji tidak diragukan komitmennya. 
Dilihat dari komposisi pimpinan daerah pun tampak jelas bahwa 
mereka memeluk agama selain Islam. Namun begitu, komitmen 
mereka dalam menjalankan bunyi Undang-Undang No. 8/2019 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tampak nyata dalam hal 
ini. 


Namun begitu, proses pencairan subsidi itu sendiri masih 
menyisakan pertanyaan terkait dasar hukum dan mekanisme 
pendistribusiannya. Di tengah terlihatnya komitmen pemerintah 
daerah di Sulawesi Utara terhadap CJH demikian kuat, kondisi 
inilah yang perlu digali lebih dalam, mengapa komitmen 
tersebut demikian tinggi terhadap jemaah calon haji. Demikian 
pula perlu ditelusuri bagaimana mekanisme penyaluran subsidi 
tersebut. Terpenting adalah mengapa peraturan yang mengikat, 
setingkat peraturan gubernur ataupun peraturan daerah ternyata 
belum terbit. Tidak kalah pentingnya pula perlu diketahui respon 
penerima subsidi, yaitu para jemaah haji yang menerima subsidi 
tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan 
kajian terkait permasalahan menyiapkan dana subsidi untuk 
setiap jemaah calon haji (JCH) sebesar Rp 3,5 juta di Provinsi 
Sulawesi Utara (Sulut), dan jumlah yang sama juga diberikan 
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kepada Tim Pembantu Haji Daerah (TPHD). Menarik di sini, 
bahwa seperti diketahui pluralitas masyarakatnya dari sisi agama 
dan suku yang demikian nyata di wilayah tersebut, namun dalam 
hal pelayanan jemaah haji dan jemaah calon haji tidak diragukan 
komitmennya. Dilihat dari komposisi pimpinan daerah pun 
tampak jelas bahwa mereka memeluk agama selain Islam. 
Namun begitu, komitmen mereka dalam menjalankan bunyi 
undang-undang No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji tampak nyata dalam hal ini. 


Selanjutnya dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan 
yang menjadi fokus riset ini, yaitu: 1). Apa yang melandasi 
tingginya komitmen Pemprov Sulawesi Utara terhadap jemaah 
calon haji dan jemaah haji di wilayah Sulawesi Utara? 2). 
Bagaimana mekanisme penyaluran subsidi terhadap Jemaah haji 
dilakukan? 3). Apa saja jenis bantuan yang diberikan Pemprov 
Sulawesi Utara terhadap jemaah haji? dan 4). Seperti apa respons 
penerima subsidi, yaitu para jemaah haji yang menerima subsidi 
tersebut? 


Penelitian akan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya 
dalam penelitian kualitatif ini rumus masalah yang menjadi fokus 
riset ini, yaitu tentang landasan komitmen Pemprov Sulawesi 
Utara terhadap jemaah calon haji, mekanisme penyaluran 
subsidi terhadap Jemaah haji, jenis jenis bantuan yang diberikan 
Pemprov Sulawesi Utara terhadap jemaah haji dan respon seperti 
apa yang ditunjukkan penerima subsidi. Informan yang dipilih 
antara lain perwakilan Pemprov Sulut, perwakilan Kanwil 
Kemenag Sulut, perwakilan Jemaah Haji, perwakilan penyedia 
travel Haji dan Umrah, ormas dan tokoh masyarakat. 


44 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


Dalam penelitian kualitatif, semakin lengkap, interaktif 
dalam menyajikan narasi yang mengitarinya, maka semakin 
baguslah suatu studi kualitatif (Creswell, 2003: 182). Pende- 
katan kualitatif menggali “life-worlds, yaitu bahwa penelitian 
kualitatif berfokus pada bahasa-bahasa yang berkembang secara 
natural, dan pemaknaan para individu terhadap pengalaman 
mereka (Berg, 2001: 9-10). Penentuan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik bola salju (snowball) dengan menekankan 
focus informasi yang hendak dicapai. 


Untuk menggali regulasi dan model pendistribusian subsidi, 
tim penulis menemui dan mewawancarai otoritas pemangku 
kebijakan tentang haji di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun 
di tingkat Kota Manado. Begitu pula tentang peran pemerintah 
secara teknis masalah penyelenggaraan haji dilakukan kepada 
pihak dari Seksi PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Utara dan Kantor Kemenag Kota Manado. Untuk 
menjamin bahwa distribusi dana tersebut lancar dan sampai ke 
penerima serta untuk apa pemanfaatannya, tim penulis menemui 
beberapa jemaah, sekaligus juga pihak Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) yang membimbing calon jemaah. Untuk 
mengetahui tentang pengaturan regulasi haji, tim penulis 
menemui anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. 


B. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA 
MANADO 
Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, 
pada posisi geografis 124”40' — 124”50 BT dan 1”30  — 1”40 LU. 
Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24” 
- 27 ”C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim 
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terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan 
Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 534 dan 
kelembaban nisbi t84 6. Luas wilayah daratan adalah 15.726 
hektare. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki 
garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi 
oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya 
didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran 
rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 
0-40 dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Saat ini 
mayoritas penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa, 
karena wilayah Manado merupakan berada di tanah/daerah 
Minahasa. Penduduk asli Manado adalah sub suku Tombulu 
dilihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal 
dari bahasa Tombulu, misalnya: Wenang (Pohon Wenang/ 
Mahawenang - bahan pembuat kolintang), Tumumpa (turun), 
Mahakeret (Berteriak), Tikala Ares (Walak Ares Tombulu, di 
mana kata 'ares berarti dihukum), Ranotana (Air Tanah), 
Winangun (Dibangun), Wawonasa (wawoinasa - di atas yang 
diasah), Pinaesaan (tempat persatuan), Pakowa (Pohon Pakewa), 
Teling (Bulu/bambu untuk dibuat peralatan), Titiwungen 
(yang digali), Tuminting (dari kata Ting-Ting: Lonceng, kata 
sisipan -um- berarti menunjukkan kata kerja, jadi Tuminting: 
Membunyikan Lonceng), Pondol (Ujung), Wanea (dari kata 
Wanua: artinya negeri), dll.: sedangkan daerah Malalayang 
adalah suku Bantik, suku bangsa lainnya yang ada di Manado 
saat ini yaitu suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondow, 
suku Arab, suku Babontehu, suku Talaud, suku Tionghoa, suku 
Siau dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan 
arab, maka keberadaan Kampung Arab yang berada dalam 
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radius dekat Pasar '45 masih bertahan sampai sekarang dan 
menjadi salah satu tujuan wisata agama. Selain itu terdapat 
pula penduduk suku Jawa, suku Batak, suku Makassar dan suku 
Minangkabau Suku Aceh. 


Agama yang dianut masyarakat Kota Manado adalah 
Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan 
Konghucu. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, 
jumlah penduduk yang beragama Kristen 62,10 persen, Katolik 
5,02, sedangkan Muslim 31,30 persen dan sisanya beragama lain. 
Meski begitu heterogennya, namun masyarakat Manado sangat 
menghargai sikap hidup toleran, rukun, terbuka dan dinamis. 
Karenanya kota Manado memiliki lingkungan sosial yang 
relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif 
aman di Indonesia. Sewaktu Indonesia sedang rawan-rawannya 
disebabkan goncangan politik sekitar tahun 1999 dan berbagai 
kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia. Kota Manado 
dapat dikatakan relatif aman. Hal itu tercermin dari semboyan 
masyarakat Manado yaitu Torang samua basudara yang artinya 
“Kita semua bersaudara” 

Ibadah haji seperti disinggung di atas, sejatinya merupakan 
ibadah personal terutama diwajibkan kepada individu Muslim 
yang mampu baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Waktu 
dan tempat yang telah ditetapkan, yaitu di Makkah-Madinah 
dan di Bulan Dzulhijjah, menyebabkan kerumunan orang dalam 
jumlah besar, hingga jutaan orang berkumpul di waktu dan tempat 
yang sama. Atas kenyataan inilah, dalam sejarahnya, walaupun 
dulu barangkali belum sampai pada jumlah jutaan jemaah di 
Saudi Arabia, pemerintah kolonial yang penduduk koloninya 
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hendak berangkat ibadah haji, membantu penyelenggaraan 
ibadah haji tersebut. Di India, pemerintahan Inggris, dan bahkan 
sejak pemerintahan Mughal, tersebutkan telah membantu para 
jemaah haji India waktu lalu dengan pengadaan kapal, rumah 
peristirahatan di Saudi Arabia dan provisi lainnya untuk 
memudahkan jemaah haji India (gktoday, 2019). Begitu pula 
di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda pun walau 
dalam lingkup terbatas, telah memfasilitasi pemberangkatan 
jemaah haji. Pada masa itu, jemaah haji dikumpulkan di Onrust 
(Kepulauan Seribu), Jakarta Utara, untuk dikarantina. Dalam 
sejarah haji di Indonesia, tercatat bahwa telah terjalin hubungan 
dengan Makkah sejak abad ke-17. Pada 1630-an, Raja Banten dan 
Raja Mataram menunaikan ibadah haji. Rombongan utusan dari 
Banten baru kembali pada 1638 dan dari Mataram baru sampai 
1641. Lalu, pada 1674 untuk pertama kali seorang pangeran 
Jawa naik haji, yakni putra Sultan Agung Tirtajasa dari Banten 
bernama Abdul Dohhar yang belakangan dikenal sebagai Sultan 
Haji (Purnamasari, 2010). 


Perihal karantina, Purnamasari selanjutnya mencatat, 
ternyata karantina jemaah haji bukan hanya terjadi di Onrust. 
Pada akhir abad ke-19, jemaah haji harus dikarantina dan 
diturunkan di Kamerun, Afrika, selama tiga hari. Mereka mandi 
dengan air asin dengan makanan yang kurang semestinya. 
Setibanya di Tanah Air, tidak bisa langsung menemui sanak 
saudara, masih harus dikantina antara lima sampai 10 hari 
di Onrust. Adapun UU Karantina diterbitkan pada Mei 1911 
oleh Pemerintah Hindia Belanda disebabkan adanya penyakit 
menular. Tikus dicurigai sebagai penyebab wabah penyakit. 
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Pada intinya, perhatian pemerintah terhadap jemaah haji di 
Indonesia dapat dilacak sejak dahulu walaupun saat itu belum 
tersurat jelas peraturan sekelas undang-undang yang mengikat. 
Menjadi semakin kuat setelah diberlakukannya Undang- 
Undang No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji 
yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji 
Indonesia. Terlebih setelah diundangkannya penyelenggaraan 
ibadah haji terutama Undang-Undang Republik Indonesia No 13 
Tahun 2008, seirama dengan era otonomi daerah, banyak daerah 
baik di level propinsi maupun kota/kabupaten mengadopsinya 
menjadi aturan daerah, baik perutaran gubernur maupun 
peraturan bupati/walikota. Hal ini seperti dapat dilihat seperti 
pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Babel) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembiayaan Transportasi 
Domestik Jemaah Haji sebagai turunan dari ketentuan Pasal 35 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur pembiayaan 
transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari 
debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. 


Adapun di level kabupaten/kota misalnya, dapat ditemu- 
kan di Kabupaten Magetan (Jawa Timur) yang dituangkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Transportasi Jemaah 
Haji. Pasal 4 dalam Perda tersebut menyatakan bahwa kegiatan 
penyediaan transportasi dan (dokumen) identitas Jemaah Haji 
dibebankan pada APBD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. Selanjutnya, pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan 
penyediaan transportasi dan (dokumen) identitas jemaah haji 
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dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesejahteraan rakyat. 
Dengan adanya perda ini, tanggung jawab pemerintah daerah 
bersangkutan semakin jelas dan mengikat instansi yang terkait 
untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 
warga di daerahnya. 


Berbeda halnya dengan daerah lain, penyelenggaraan haji 
di Manado dan di Provinsi Sulawesi Utara belum ditemukan 
peraturan khusus yang mengatur peran pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hasil penelitian ini 
mencatatkan data, bahwa di tingkat Provinsi, di Sulawesi Utara 
belum ditemukan adanya peraturan baik oleh gubernur maupun 
daerah (perda) yang mengatur tentang bantuan daerah untuk 
penyelenggaraan ibadah haji. Betul bahwa calon jemaah haji 
telah menerima sejumlah dana seperti disebutkan dalam banyak 
pemberitaan. Calon jemaah haji menerima dana sejumlah Rp. 
3,5 juta dari pemerintah provinsi dan di tingkat kota/kabupaten 
jumlahnya bervariasi. Khusus untuk CJH dari Kota Manado 
diberikan dana sebesar Rp. 1 juta. 


Oleh karena belum tersedianya peraturan daerah, maka 
mekanisme pengucuran dana tersebut ternnyata berdasarkan 
usulan yaitu berupa proposal yang diajukan Panitia Penye- 
lenggara Ibadah Haji (PPIH) yang untuk tingkat provinsi 
dimotori oleh Bidang Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) 
Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (Wawancara dengan 
Soleh dan Ismujianto, pegawai Bidang PHU Kanwil Kemenag 
Sulut, 22 Oktober 2019). PPIH bekerja sama dengan instansi 
lain, seperti kepolisian, imigrasi, TNI AU, Angkasa Pura, Air 
Nav, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi dan Peme- 
rintah kota. Peranan PPIH demikian tersebut diperkuat juga 
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pernyataan Rahmat Tolle, pegawai di Bagian Pendidikan, Agama 
dan Kebudayaan Pemprov Sulawesi Utara sebagai berikut: 


“UU No 13 Tahun 2008 kan mengharuskan ada perda, kita 
cuma berusaha untuk menyusun perda, dan sudah masuk dua 
kali ke biro hukum namun belum berhasil. Namun dengan 
adanya UU No 8 Tahun 2019 perda sudah tidak diperlukan 
lagi. Di Undang-undang ini tidak lagi menyaratkan lagi adanya 
perda. Lalu diwujudkan dalam bentuk subsidi dengan mengacu 
pada biaya lokal dari Manado ke Balikpapan, lalu juga dorang 
pe makan dan minum. Jadi provinsi, menanggung transportasi 
untuk tiket pesawat. Lalu kabupaten juga ada yang ngasih. Tapi 
tidak seluruh. Payung hukumnya gimana dan penataannya 
gimana.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2019) 


Diperoleh informasi selanjutnya bahwa ketika pengurusan 
aturan yang berpihak pada kepentingan umat yang mayoritas 
pimpinan dan aparatnya beragama lain, cukup dipandang 
sensitif dan rentan menjadi polemik di masyarakat yang 
plural seperti Sulawesi Utara. Di sisi lain, untuk kepentingan 
mengegolkan sebuah peraturan daerah yang bernuansa ibadah, 
perjuangan itu akan teramat berat apabila dilihat dari komposisi 
anggota parlemen daerah. Ketimbang berkutat pada masalah 
aturan, solusinya, tokoh-tokoh Islam di pemerintahan baik 
di level provinsi maupun kota (Manado) lebih menekankan 
pada pendekatan dan lobbying kepada eksekutif. Akhirnya, 
pada realisasinya subsidi pada jemaah haji di Provinsi Sulawesi 
Utara dapat diwujudkan (Wawancara dengan Amri Liputo, 
anggota DPRD Sulawesi Utara tanggal 28 Oktober 2019). Lobi 
antara eksekutif dan legislative ini bukan hanya terjadi di level 
propinsi, tatapi juga di level kota. Bahwa kebanyakan tokoh 
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Islam di Kawasan Manado serta umumnya Sulawesi Utara 
memiliki keterikatan dengan wilayah Gorontalo. Mereka sering 
membicarakan kepentingan umat Islam lewat forum Kerukunan 
Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG), termasuk urusan dengan 
penyelenggaraan ibadah haji. Lobi-lobi lewat forum kesukuan 
tersebut dipandang jauh lebih efektif ketimbang berbicara 
mengenai regulasi formal (Wawancara dengan Harun Pakaya, 
Kasie PHU Kemenag Manado, 22 Oktober 2019). 


Pemerintah provinsi, sebagai penguat realisasi subsidi 
itu, kemudian membuat perjanjian dengan pihak PPIH. 
Komposisi PPIH ini seperti telah tertuang dalam PMA tentang 
penyelenggaraan ibadah haji regular, yaitu dengan melibatkan 
berbagai instansi. PPIH Sulawesi Utara kemudian menyusun 
proposal yang lantas diajukan kepada pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara, c.g. Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan 
Pemprov Sulawesi Utara. Setelah proposal tersebut disetujui, 
lantas didisposisikan kepada Bagian Keuangan Pemprov 
Sulawesi Utara untuk pencairan dananya. 


Proposal anggaran untuk diajukan kepada provinsi 
berdasarkan biaya lokal yang harus ditanggung jemaah haji. 
Untuk tahun 2019 ini, total biaya lokal jemaah haji di Sulawesi 
Utara Rp. 4.877.300,00 (Wawancara dengan staf PHU Kanwil 
Kemenag Sulawesi Utara, 22 Oktober 2019). Di dalam biaya lokal 
tersebut telah dimasukkan komponen biaya transportasi darat, 
makan, pesawat udara Manado-Balikpapan, PP. 


“Ketentuan pemerintah itu dari embarkasi, bukan dari 
daerah pemberangkatan. Berbeda dengan Pemprov Maluku 
Utara yang telah menanggung semua biaya lokal jemaah haji 
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dari Maluku Utara, sesuai amanat Undang-Undang (Kabid PHU 
Kanwil Kemenag Sulawesi Utara). Memang ini di kalangan 
pemerintah sudah muncul wacana untuk di-perda-kan, sehingga 
siapapun pemimpinnya, kebijakan tersebut tetap berjalan.” 
(Wawancara dengan Ismujianto, pegawai Bidang PHU Kanwil 
Kemenag Sulut, 22 Oktober 2019). 


Berlaku umum dari sisi pemerintahan provinsi Sulawesi 
Utara, dukungan bantuan berupa provisi anggaran kepada 
masyarakat untuk kegiatan keagamaan di Sulawesi Utara seperti 
disampaikan oleh Kepala Bagian Pendidikan, Agama dan 
Kebudayaan Pemprov Sulawesi Utara, Verra Maya Pinonton, 
cukup merata kepada umat 6 agama. Secara rutin dalam setahun, 
biasanya dimulai dari Khonghucu (Imlek), Buddha (Waisak), 
Hindu (Nyepi), diteruskan Safari Ramadhan, Idul urban 
hingga Safari Natal. Termasuk pemberian Alguran, sajadah dan 
pemberian amplop kepada anak-anak yatim. Secara rutin, setiap 
tahun pemerintah provinsi menganggarkan dana untuk kegiatan 
keagamaan seperti safari Ramadhan, Idul Gurban (untuk 
seluruh kabupaten/kota). Sebelum shalat gubernur maupun 
wakil gubernur bersiap di lokasi salat di 15 kabupaten/kota di 
seluruh Provinsi Sulawesi Utara. 


Provisi Pemprov Sulawesi Utara untuk jemaah haji ini, 
walaupun belum diperdakan, ternyata telah berjalan cukup lama, 
yaitu sejak Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di bahwah 
kepemimpinan Gubernur Sinyo Sarundajang, sekitar tahun 
2007. Waktu itu jumlahnya baru pada angka Rp. 500 ribu. Jumlah 
subsidi, atau sering disebut dana tali kasih itu terus meningkat 
hingga sekarang mencapai angka Rp. 3,5 juta. Kenyataan ini 
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membuktikan, bahwa walupun belum terbit peraturan yang 
mengikat, pihak otoritas Sulawesi Utara memberi perhatian 
kepada para jemaah calon haji. 


Dalam pendistribusiannya, mekanisme penyaluran dana 
tali kasih tidak sama antara penyaluran dari provinsi dan Kota 
Manado. Dalam penyaluran dana tali kasih di tahun-tahun 
belakangan ini, dana tali kasih dari pihak provinsi diserahkan 
pada saat pelesapan jemaah haji oleh Gubernur Sulawesi Utara, 
Olly Dondokambey. Pelaksanaan pelepasan ini pada saat jemaah 
hendak terbang ke embarkasi Balikpapan. Gubernur sendiri 
yang melepas keberangkatan jemaah haji bagi seluruh jemaah 
haji provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi 
Utara. Tahun 2019 ini, jumlah jemaah haji dari Sulawesi Utara 
yang diberangkatkan berjumlah 882 calon haji. Semula hanya 
715 calon jemaah haji, lalu mendapatkan tambahan kuota 167 
calon haji. Jemaah haji dipanggil satu demi satu dan kemudian 
jemaah diberikan uang tunai yang dibungkus dalam amplop. 
Setelah menerima, jemaah diharuskan tanda tangan atau cap 
jempol. Selanjutnya jemaah haji menuju bis yang akan membawa 
mereka ke Bandara Sam Ratulangi untuk masuk ke pesawat yang 
membawa mereka ke Embarkasi Haji Balikpapan. Adapun dana 
dari Pemkot Manado diterima jemaah haji di balai kota Manado 
dan diserahkan setelah pelepasan jemaah haji dari walikota 
Manado. 

Bagi jemaah, jumlah dana tali kasih itu dirasakan 
telah mencukupi untuk membantu pembiayaan biaya lokal 
(transportasi dan biaya makan) dari Manado ke Balikpapan. 
Seperti telah disinggung di muka, pihak Kemenag Kanwil 
bersama dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 
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menentukan besaran biaya lokal dan juga biaya makan selama 
menginap di Embarkasi Haji Balikpapan. Biaya konsumsi 
menjadi beban pemerintah daerah, bagaimana bunyi pasal 36 
UU No 8 Tahun 2019 sejauh di luar ketentuan yang ditanggung 
jemaah haji sendiri melalui uang ONH. Di embarkasi pada 
umumnya, panita pemberangkatan menyediakan konsumsi 
sebanyak 3 kali dalam perkiraan jemaah haji menunggu jadwal 
keberangkatan selama 24 jam. Calon jemaah haji dikarantina di 
embarkasi, dan tidak diperkenankan untuk keluar dari asrama 
haji. 

Beberapa perwakilan jemaah haji yang berangkat tahun 
2019 ini ketika diwawancarai penulis semuanya menyatakan 
berterima kasih dan puas atas pemberian bantuan dana tali kasih 
atas pemberian dana tali kasih tersebut. Menurut penuturan 
Wati Paputungan (60), salah satu jemaah haji dari Kota 
Manado yang bergabung dalam KBIH Baabussalaam di Manado 
menyebutkan bahwa dana tali kasih itu diterima sebanyak dua 
kali, yaitu pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
dan kedua dari Pemerintah Kota Manado. Jumlahnya persis 
sama seperti yang disebutkan di media, yaitu dari pemerintah 
provinsi mendapat dana sebanyak Rp. 3,5 juta, sementara dari 
pihak pemkot Manado mendapat dana sebesar Rp. 1 juta. Hanya 
untuk tahun ini, penyerahan dana dari pemerintah kota Manado 
diserahkan setelah masuk di embarkasi Balikpapan. Berbeda 
dengan penuturan informan lain, dia sendiri mengaku tidak 
menandatangani tanda terima dana tersebut, hanya menerima 
saja amplop sejumlah yang disebutkan. Ia membayar terlebih 
dahulu biaya lokal sejumlah Rp. 4,8 juta secara tunai kepada 
Bendahara Kementerian Agama Kota Manado. Ia daftar pada 
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tahun 2013, dan tahun ini telah berhasil berangkat ke Tanah Suci 
(Wawancara tanggal 24 Oktober 2019). 


Pensiunan Polisi, Wirson Talipi, yang juga berangkat tahun 
2019 menyebutkan bahwa ia juga menerima dana tali kasih baik 
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Walikota 
Manado. 


“Di sini dibayarkan biaya lokal Rp. 4,8 juta untuk biaya 
transportasi dan akomodasi lokal, sementara diterima dari 
Pemkot Manado Rp. 1 juta ditambah Rp. 3,5 juta dari Pemprov 
Sulawesi Utara. Kalau di Gorontalo untuk biaya lokal langsung 
ditanggung daerah dan tidak tersedia dana tali kasih. Di sini tali 
kasih mungkin untuk mengedepankan kebersamaan antarumat 
beragama. Muslim jumlahnya minoritas, maka perlu disubsidi 
dan dianggap tali kasih. Supaya terlihat mengesankan. Selain 
dana tali kasih, diterima juga passport dan uang living cost 1.500 
real. Saat naik bis sudah diterima semua. Bis dari mess haji ke 
bandara sudah disediakan Kanwil Kemenag Sulut,” (Wawancara 
tanggal 24 Oktober 2019) 


Hanya saja menurut Wirson Talipi, ia dan para jemaah 
haji lainnya masih menunggu uang pengurusan passport yang 
dijanjikan akan diganti oleh Kemenag seperti yang diterima 
jemaah haji tahun lalu. Kemenag Kota Manado pernah 
mengadakan pengarahan kepada calon jemaah haji tahun ini 
di MAN Model dan disebutkan bahwa uang passport akan 
dikembalikan. Namun sampai hari ini belum tercairkan. Di lain 
sisi, menurut pihak Kemenag Kota Manado, tahun ini berbeda 
dengan tahun lalu yang mana biaya pengurusan passport jemaah 
diganti Kanwil Kemenag. Tahun ini hampir sulit dicairkan karena 
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terdapat kendala terkait tersedianya dana dari kanwil kemenag. 
Uang passport sebanyak Rp. 355 ribu (Wawancara dengan staf 
Sie PHU Kemenag Kota Manado, 24 Oktober 2019). 


Demikianlah bahwa distribusi dana tali kasih itu merupakan 
jalan keluar yang terbaik dari rumit dan sensitifnya isu peraturan 
daerah yang masyarakatnya majemuk seperti Sulawesi Utara. 
Untuk sementara ini, cukup sulit dan riskan berjuang menggolkan 
peraturan daerah, andaikata pun dilakukan sebagian anggota 
parlemen daerah dari unsur Islam. Namun, walupun belum 
keluar payung hukumnya secara khusus, tampak sekali perhatian 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Kota 
Manado terhadap para jemaah haji di daerahnya. 


C. KEBIJAKAN UTILITARIAN DAN UPAYA 
KERUKUNAN 


Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, persiapan 
pelaksanaan ibadah haji di Sulawesi Utara, khususnya Manado 
juga sama seperti kota-kota lain. Dimulai dari pendaftaran 
ibadah haji ke kantor Kemenag, kemudian nama calon jemaah 
haji ditampung untuk diproses yang selanjutnya menunggu 
giliran pembarangkatan. Di Manado, daftar tunggu jemaah haji 
antara 11 sampai 13 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah 
lain seperti Sulawesi Selatan yang mencapai 30 tahun lebih, tentu 
masa tunggu ini tidak terlalu lama. 


Ketika mereka telah dinyatakan berangkat tahun berikutnya, 
maka paling tidak tujuh bulan sebelum hari H mereka telah 
mempersiapkan diri. Misalnya, para calon jemaah haji ikut 
serta dalam layanan bimbingan dari KBIH. Fathia Djabli, staf 
PHU Kemenag Kota Manado dan juga salah satu pengelola 
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KBIH di Manado menjelaskan, terdapat 4 KBIH khususnya di 
Kota Manado, yaitu KBIH Babussalam dipimpin oleh pemilik 
Nasi Kuning Saroja, KBIH Al Mabrur, KBIH Al Multazam di 
bawah organisasi Aisyiah Muhammadiyah, dan KBIH Raudlatul 
Jannah. Salah satu KBIH yang cukup banyak jemaahnya, KBIH 
Al Mabrur dipimpin oleh Yusuf Ottolowa, mantan Kakanwil 
Kemenag Sulut. Di KBIH Al Mabrur, selain jumlah jemaahnya 
paling banyak juga paling dekat dengan Kantor Kemenag 
Manado. Lokasinya berada di kompleks Masjid Raya Ahmad 
Yani. 


Adapun biaya KBIH itu bervariasi, antara Rp. 800 ribu 
hingga Rp. 1 juta. Di KBIH Babussalam dikenakan biaya Rp. 
800 ribu, sementara untuk Al Mabrur dikenakan biaya Rp. 1 
juta. Bimbingan mereka bisa mencapai 30 kali pertemuan. 
Sebagian KBIH bahkan menyelingi kegiatan bimbingan dengan 
mengadakan acara jalan sehat, sehingga dipersiapkan juga kaos 
seragam. Menurut salah satu pengurus KBIH Baabussalaam, 
lembaganya tidak pernah untung. Malah setiap tahun KBIH- 
nya selalu nombok sampai 8 juta. Dana tersebut ditanggung oleh 
pemilik Rumah Makan Saroja yang diniatkan sebagai sedekah 
(wawancara tanggal 25 Oktober 2019). 


Demikian semarak penyelenggaraan persiapan haji di 
Manado dan Sulawesi Utara. Walaupun posisinya secara jumlah 
keseluruhan umat Islam di Sulawesi Utara bukan mayoritas, 
ternyata mereka juga mendapatkan subsidi sebagai ganti 
dari biaya lokal yang telah dibayarkan sebelumnya. Provisi 
dana untuk jemaah haji ini menarik dikaji dari beberapa 
aspek. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk 
melayani masyarakat, maka model tali kasih untuk calon 
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Jemaah haji itu merupakan satu solusi untuk mengatasi sulitnya 
keluar semacam perda untuk kepentingan masyarakat Islam. 
Terpenting bahwa esensinya tampak, pemerintah sebagai agent 
of service, telah menunjukkan fungsinya dalam hal bantuannya 
dalam kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Pada dasarnya 
inilah bentuk pelayanan yang semestinya diberikan pemerintah, 
walaupun belum dapat diterapkan secara kuat dasar hukumnya 
di daerah tertentu. Terpenting adalah bagaimana masyarakat 
dapat merasakan kebijakan yang berpihak kepada mereka. 


Selain itu, dari kaca mata politik kerukunan, dan ini yang 
kedua, bahwa dalam konteks masyarakat Sulawesi Utara yang 
nota bene umat Islam bukan mayoritas, namun dalam jumlah 
yang signifikan, maka upaya pemerintah dalam mewujudkan 
kerukunan di daerah plural tersebut dapat dilacak. Upaya 
pemerintah dalam memperhatikan dengan memberikan subsidi 
untuk kegiatan keagamaan serta kelompok keagamaan di wilayah 
Sulawesi Utara ini juga patut dicatat sebagai variable berjalannya 
kerukunan. Hal ini mengingat masyarakat Sulawesi Utara 
cukup plural dari sisi agama maupun etnis. Ketika pemerintah 
mengucurkan dana secara proporsional kepada setiap majelis 
agama dan juga umat beragama, maka di situ sebenarnya tampak 
munculnya indikator atas berjalannya kerukunan antarpemeluk 
agama di Kawasan tersebut. Dalam Indeks Kerukunan Umat 
Beragama (KUB) yang dikeluarkan Balitbang Kemenag RI, 
faktor bantuan dan provisi dana dari pemda untuk kegaitan 
keagamaan ini belum tampak jelas dimasukkan, atau memang 
tidak dapat dimasukkan karena memang ruangnya berbeda. 
Variabel yang diukur baru sebatas 3 besar, yaitu toleransi, 
kesetaraan dan kerjasama. Aspek kebijakan pemerintah dalam 
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memastikan kerukunan belum banyak dipertimbangkan dalam 
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). 


Kemudian juga dari sisi politis, perhatian pemerintah 
terhadap jemaah haji itu menjadi sebuah investasi akan datangnya 
simpati Muslim kepada para pejabat daerah. Indikasi ini terlacak 
dari pemberian bantuan itu yang jumlahnya dari tahun ke tahun 
semakin meningkat sejak diluncurkan pertama kali pada era 
Gubernur Sinyo Sarundajang. Dalam konteks Sulawesi Utara, 
dengan keragaman agama dan majelis agamanya, setiap majelis 
agama dan ormas keagamaan mendapatkan asupan anggaran 
rutin dari APBD. Upaya pemerintah daerah demikian ini 
dapat dijadikan ajang untuk dukungan politik electoral yang 
dipentaskan lima tahun sekali. 


Selain didapatkan dana subsidi dari Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara, calon jemaah haji juga memperoleh tambahan 
dana dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah yang 
diberikan setiap daerah kota/kabupaten berbeda. Pemkot 
Manado memberikan dana tali kasih sebesar Rp. 1 juta, sementara 
daerah lain bervariasi antara Rp. 2 juta sampai Rp. 5 juta. 
Semakin jauh jaraknya dari Kota Manado, umumnya semakin 
besar. Pemerintah Kabupaten Bolaang Selatan, daerah pinggiran 
yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, memberikan dana 
subsidi hingga Rp. 5 juta. Bahkan, ada pula daerah tingkat II 
yang tidak memberikan. Hal ini tergantung kedekatan pihak 
Kankemenag setempat dengan pihak pimpinan daerah. Akan 
halnya Pemerintah Kabupaten Kotamogabu telah menerbitkan 
perda tentang bantuan transportasi lokal ibadah haji ini. 


Untuk kelancaran proses provisi dana dari pemerintah 
propinsi, setiap tahun Kanwil Kemenag Sulut mengajukan 
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proposal yang diajukan paling tidak 1 bulan sebelum pelaksanaan 
ibadah haji. Di Sulawesi Utara tahun 2019 ini muncul tambahan 
kuota jemaah haji sehigga yang semula berjumlah 882, mendapat 
kuota tambahan 167 dari jumlah semula 715 calon jemaah haji. 
Dana dari provinsi itu dikirim ke rekening panitia (PPIH) lewat 
rekening yang kemudian oleh PPIH diambil untuk diserahkan 
kepada jemaah yang dikemas dalam amplop. Tahun ini, jumlah 
uang tali kasih dari Provinsi lebih besar, jika program tali kasih 
tahun 2018 sebesar Rp. 2,9 juta sementara tahun ini Rp. 3,5 juta 


Namun sayangnya, sekali lagi program ini sejak Gubernur 
Sarundajang itu, hingga hari ini belum memiliki kekuatan 
hukum tetap. Ia hanya berupa dana subsidi yang diberikan 
pemerintah daerah melalui proposal dari lembaga ataupun 
invidu di masyarakat. Ada rumor yang berkembang, bahwa 
jika perhatian terhadap umat Islam berlebih maka ada tuntutan 
untuk mereposisi kepemimpinan Kanwil Kemenag Sulawesi 
Utara. Dengan demikian, maka persoalan ini menjadi agenda 
penting yang penanganannya harus hati-hati. 


Kebijakan ini tampak lebih hanya untuk memberi kepuasan 
dan kebahagiaan kepada masyarakat, hal mana mengarah pada 
proses transaksional utilitarianisme yang pelaku utamanya 
adalah pemerintah daerah. Mereka tampak ingin menyenangkan 
rakyat dengan kebijakan pemberian bantuan uang tali kasih 
tersebut. Kebijakan utilitarianisme memberikan peluang setiap 
orang mewujudkan keinginannya semaksimal mungkin dan 
mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. 


Dalam konteks ekonomi politik negara, utilitarianisme 
menganjurkan agar segala kemampuan negara itu digunakan 
dan dimaksimalkan. Dalam arti sederhananya, utilitarianisme 
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mengajukan tesis bahwa apa yang orang inginkan dan seberapa 
banyak yang diinginkannya ditentukan oleh seberapa banyak ia 
mampu membayarnya di pasar yang tersedia. Akses terhadap 
barang dan jasa membawa kebahagiaan dan kegunaan. Dalam 
konteks provisi dana transportasi haji ini, baik pemberi maupun 
penerima berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan 
kegunaan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan transaksi 
pasar yang tersedia, seperti telah sedikit diuraikan di atas. 


Amartya Sen sekelumit memberi catatan atas utilitarianisme 
ini, bahwa antara lain menurutnya unitilitarianisme memandang 
kegunaan sebagai ukuran kebaikan (well-being). Padahal kurang 
relevan. Menurutnya, fungsi lebih merupakan ukuran rasional 
atas kebajikan nilai kegunaan objek yang diinginkan. Masyarakat 
mampu menguasi komoditas dan menikmati barang atau jasa 
tersebut pada dasarnya, untuk mencapai tingkatan kegunaan 
tertentu dalam hidupnya, namun level kegunaan itu diperoleh 
tergantung banyak factor ketimbang hanya penggunaan barang 
tersebut. Kemanfaatan (functionality) merupakan ukuran 
objektif, seperti harapan hidup, kesehatan, tingginya pendidikan, 
kebebasan dan seterusnya (Landa, 2004). 


Begitu pula, dalam hal implementasi produk kebijakan 
bernuansa agama, belajar dari belum diterbitkannya peraturan 
daerah tentang transportasi haji tetapi pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara telah memberikan subsdisi atas apa yang 
semestinya tertera dalam peraturan daerah tersebut, maka 
pemerintah pusat perlu melihat karakteristik dan kekhasan 
masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II 
dalam hal penerapan kebijakan bernuansa agama. Kehati- 
hatian itu penting untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut 


62 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


tidak kontraproduktif di tingkat bawah. Walaupun demikian, 
pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini pun juga 
cukup tanggap dan mampu mengambil sikap apabila terdapat 
kebijakan dari pusat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan 
di tingkat bawah. 


D. KESIMPULAN 


Perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkot 
Manado terhadap jemaah haji cukup terlihat. Dukungan dari 
pemerintah setempat dibuktikan dengan disalurkannya dana 
tali kasih sebagai ganti dari pengeluaran biaya lokal yang telah 
dibayarkan kepada jemaah. Biaya lokal ini tidak tercover dalam 
biaya ONH. Karena itu jemaah haji mengeluarkan extra cost 
untuk menanggung biaya lokal tersebut. 


Model penyaluran ini menjadi alternatif jalan keluar dari 
belum adanya aturan lokal yang memayungi penyaluran dana 
kepada jemaah haji itu. Walaupun UU Haji menghendaki adanya 
jaminan bahwa pemerintah daerah membantu transportasi lokal 
jemaah haji, namun di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini belum 
diterjemahkan dalam bentuk aturan daerah. Tidak seluruhnya 
memang, karena Pemerintah Daerah Kotamobagu telah 
mengeluakan perda yang dimaksud. Mereka masih diwujudkan 
dalam bentuk dana hibah maupun dana sosial yang pencairannya 
terlebih dahulu dengan pengajuan proposal. Karena itu, 
wajarlah apabila dikesankan media bahwa pemerintah daerah 
setempat memperhatikan jemaah haji dengan cara pemberian 
tali kasih tersebut, sebab memang belum ada aturan lokal yang 
mengharuskan. Logis pula jika makin tahun, jumlahnya semakin 
besar, walaupun untuk konteks Manado, belum seluruhnya 
mengkover biaya lokal jemaah haji Kota Manado. 
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E. REKOMENDASI 


Dalam hal implementasi produk kebijakan bernuansa agama, 
belum diterbitkannya peraturan daerah tentang transportasi haji 
di Sulawesti Utara, namun calon jemaah haji telah menerima 
subsdisi atas apa yang semestinya sebagaimana diatur undang- 
undang, maka pemerintah pusat perlu melihat karakteristik dan 
kekhasan masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat 
II dalam hal penerapan kebijakan bernuansa agama. Kehati- 
hatian itu penting untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut 
tidak kontraproduktif di tingkat bawah. Prinsip kebijakan 
utilitarianisme perlu dikedepankan, ketimbang pendekatan legal 
formal yang justru malah berpotensi menimbulkan hal-hal yang 
menimbulkan polemik di masyarakat. 


Apa yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utra 
ini semestinya menjadi pertimbangan dalam penyusunan 
variable Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dilansir 
Kementerian Agama. Dalam indeks tersebut, faktor bantuan dan 
provisi dana dari pemda untuk kegaitan keagamaan bagi umat 
minoritas belum tampak jelas dimasukkan, atau memang tidak 
dapat dimasukkan karena memang ruangnya berbeda. Variabel 
yang diukur baru sebatas 3 besar, yaitu toleransi, kesetaraan 
dan kerjasama. Seyogyanya, aspek kebijakan pemerintah dalam 
memastikan kerukunan belum banyak dipertimbangkan dalam 
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). 
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KESUKSESAN PEMANDU HAJI, 
ANTARA POLA PEREKRUTAN 
DAN EFEKTIVITAS KERJA TIM 


Selamet, M. Taufik Hidayatullah 


A. PENDAHULUAN 


Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat 
istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Praktek 
ibadah haji di Indonesia sendiri sudah di mulai sejak abad ke-12 
pada saat pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India datang 
untuk kepentingan perdagangan sekaligus penyebaran agama 
Islam di nusantara (Basyuni. 2008:18-19). Kemudian setelah 
kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh 
pemerintah yang dikoordinasikan oleh kementerian agama 
dan diatur dalam ketentuan dengan dikeluarkannya Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun1960 sebagai kebijkan pertama yang 
mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. 

Peraturan perundang-undangan pun kemudian datang silih 
berganti menandakan niatan mulia pemerintah memperbaiki 
mutu pelayanan kepada masyarakat Indonesia tentang penunaian 
ibadah haji. Terakhir adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merinci 
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secara lengkap hal ikhwal pelayanan ibadah haji dari pemerintah 
untuk masyarakat Indonesia. 


Banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan 
ibadah haji setiap tahunnya, menjadikan penyelenggaraan haji 
bersifat massal yang memerlukan partisipasi berbagai lembaga 
terkait selain manajemen yang baik. Maka pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Agama Pusat memberikan kewenangan kepada 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk mengurusi pelaksanaan penyelenggaraan 
ibadah haji di wilayahnya. Dalam hal mana lembaga tersebut 
menyiapkan sumber daya manusia berupa petugas TPHI (Tim 
Pemandu Haji Indonesia) dan TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah 
Haji Indonesia) pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
serta TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) dan TKHD (Tim 
Kesehatan Haji Daerah) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota. Khusus untuk TPHD bertugas untuk membantu petugas 
kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, 
dan pelayanan kesehatan di kloter (Undang-Undang No. 8 
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 25, 
ayat 1-2). Petugas TPHD ini merupakan rumpun petugas kloter 
(kelompok terbang) yang ditempatkan di kloter bersama dan 
menyertai jemaah haji sejak berangkat sampai pulang kembali 
ke tanah air (Hasan. 2017:48). 


Pengadaan sumber daya manusia petugas haji dan 
perekrutannya merupakan pengejawantahan amanat pera- 
turan perundang-undangan sebagaimana disampaikan dalam 
UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
dan Umrah, terdapat 3 (tiga) tugas pokok pemerintah dalam 
penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan 
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perlindungan kepada jemaah haji. Terkait dengan bimbingan 
pada dasarnya dilakukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, 
selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan tersebut 
dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan standar 
yang ditetapkan oleh Menteri Agama. 


Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
ibadah haji tidak jarang masyarakat mengkritisi sejumlah 
aspek pelayanan pemerintah. Kritik tersebut bukan saja 
mempertanyakan kualitas sarana dan prasarana, tetapi juga 
mempertanyakan tingkat profesionalisme pengelola (termasuk 
dalam hal ini adalah petugas haji). Hal tersebut berangkat dari 
beragam permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan 
ibadah haji (khususnya pembinaan ibadah oleh petugas haji), 
antara lain: tidak adanya kode etik pelayanan publik, kurangnya 
jumlah pembimbing bagi jemaah, banyak petugas kloter yang 
cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan 
dengan kepentingan kloter (DPR RI. 2016:6 dan 83). 


Permasalahan lainnya khususnya terkait petugas TPHD 
menurut Menteri Agama terletak pada TPHD selama ini 
tidak perform. Menurutnya, rekrutmen petugas haji di pusat 
telah dilakukan dengan ketat. Ini pula yang diharapkan dapat 
dilaksanakan pada rekrutmen TPHD, yang selama ini menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
nama-nama calon itu bisa menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah, tapi seleksinya, parameternya, indikator mana yang 
memenuhi kualifikasi mana yang bisa itu harus Kementerian 
Agama yang menentukan, supaya nanti standarnya sama 
(Kementerian Agama. 2018). 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan penelitian 
ini sebagai berikut: Bagaimana pola perekrutan Tim Petugas 
Haji Daerah (TPHD)?, Bagaimana efektivitas kerja petugas Tim 
Pemandu Haji Daerah (TPHD) dalam memberikan pelayanan 
terhadap jemaah haji?, dan Faktor apa saja yang mendukung 
dan menghambat dalam menjalankan tugas sebagai petugas Tim 
Pemandu Haji Daerah (TPHD)? 


Beranjak dari permasalahan penelitian di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah: Mendeskripsikan pola perekrutan Tim 
Petugas Haji Daerah (TPHD), Mendeskripsikan efektivitas kerja 
petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dalam memberikan 
pelayanan terhadap jemaah haji, dan Menganalisis faktor yang 
mendukung dan menghambat dalam menjalankan tugas sebagai 
petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). 


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
(gualitative approach) karena data yang dikumpulkan lebih 
banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan 
dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 
1996: 29) yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan 
realitas aslinya kemudian dianalisis dan diabstraksikan dalam 
bentuk teori. Data digali secara naturalistik dari para informan, 
dan pemuka agama, bersifat kualitatif dan mendalam. 


Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah: 
pertama, haji. Kata “haji” berasal dari bahasa Arab yang berarti 
ziarah berkunjung (Munawir, 1984: 256). Sedangkan menurut 
istilah syara, haji adalah berziarah/ berkunjung ke Baitullah 
(Kabah) Makkah al-Mukaramah untuk beribadat kepada 
Allah SWT, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: ihram, 
tawaf, sai, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina 
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dan tahallul. Serupa dengan pendapat Sayyid Sabig bahwa haji 
adalah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, 
sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah ibadah lain demi memenuhi 
perintah Allah dan mengharap ridhanya (Sabig, 1970: 26). 


Ditinjau dari pelaksanaannya, ibadah haji dibedakan dalam 
tiga jenis berdasarkan tata cara atau urutan pelaksanaannya: 


1. Ifrad, yakni mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, 
baru kemudian umrah, untuk mengerjakan cara ini tidak 
dikenakan denda (dam). 


2.  Tamattu, yakni mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru 
kemudian mengerjakan haji, untuk ini dikenakan denda 
(dam). 

3.  @iran, yakni haji dan umrah dilakukan sekaligus (sejalan) 
dan tentunya dengan masing-masing satu niat. Untuk ini 
juga dikenakan denda (dam) (Daradjat, 2000: 85). 


Syarat haji dan umrah menurut pandangan jumhur fugaha 
adalah: Islam, Baligh, Berakal sehat, Merdeka (bukan budak), 
dan Mampu (istita'ah). Syarat tersebut disepakati oleh empat 
imam madzhab (Maliki, Hanafi, Syafii, Hambali) kecuali Imam 
Malik yang menyatakan syarat wajib haji dan umrah hanya satu, 
yaitu Islam. 


Menurut bahasa rukun berarti penopang, sandaran, andalan 
kemuliaan, kekuatan, dasar, unsur, elemen dasar (Munawir. 
1984: 989). Sedangkan menurut istilah rukun adalah hal yang 
menopang berdirinya sesuatu, karena sesuatu itu berdiri dengan 
unsur pokoknya (rukun) bukan karena berdiri sendiri. Dengan 
demikian rukun haji bisa dimaknai, amalan haji yang apabila 
ditinggalkan maka hajinya batal. 
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Dalam hal ini terdapat perbedan pendapat diantara para 
fugaha: menurut Mazhab Hanafi, rukun haji ada dua yaitu: wukuf 
di Arafah, dan empat kali putaran dalam tawaf ifadah, sedangkan 
tiga kali putaran lainnya sekedar wajib. Menurut Madzhab Maliki 
dan Hambali, rukun haji ada empat, yaitu: ihram, tawaf ifadah, 
sa'i, dan) wukuf di Arafah (pada hari Arafah). Menurut Madzhab 
Syafri ada enam yaitu: ihram, tawaf ifadah, sa'i, dan wukuf di 
Arafah (pada hari Arafah), menggunting rambut, dan tertib. 


Rukun umrah juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan 
fugaha, di antaranya: Menurut Madzhab Syafti ada lima, yaitu: 
ihram, tawaf, s2'i, menggunting rambut, dan tertib. Menurut 
Madzhab Maliki dan Hambali ada tiga yaitu : ihram, tawaf 
ifadah, dan sai. Menurut Madzhab Hanafi yaitu empat putaran 
tawaf, sedangkan tiga putaran lainnya hukumnya wajib. 


Wajib haji dan umrah adalah sesuatu hal yang apabila 
ditinggalkan haji atau umrahnya sah, akan tetapi wajib membayar 
dam. Apa saja yang termasuk wajib haji terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan fugaha, yaitu: Menurut Madzhab Hanafi 
ada lima yaitu: sai, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, 
menggunting rambut, tawaf wada. Menurut Madzhab Maliki ada 
lima, yaitu: mabit di Muzdalifah, mendahulukan melontar jamrah 
agabah dan menggunting rambut dan tawaf ifadhah pada hari 
nahar, Mabit di Mina pada hari Tasyrig (11 s.d 13 Dzulhijjah), 
melontar jumrah pada hari Tasyrig, dan menggunting rambut. 

Adapun wajib umrah, para fugaha berbeda pendapat, yaitu: 
Menurut madzhab Syaftiyah ada lima, yaitu: ihram, mabit di 
Muzdalifah, melontar jumrah agabah (10 Dzulhijjah), mabit 
di Mina dan melontar jamarat pada hari tasyrig, dan menjauhi 
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larangan-larangan ihram. Menurut kalangan Hambali ada tujuh, 
yaitu: ihram dan migat, wukuf di Arafat sampai mencapai malam 
hari, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamarat, 
memotong rambut, dan tawaf wada. 


Kedua, perekrutan TPHD. Dalam rangka perekrutan Tim 
Pemandu Haji Daerah, Pemerintah melalui pemerintah daerah 
provinsi menyiapkan serangaian prosedur termasuk persyaratan 
untuk perekrutan TPHD. Mengingat terdapat tiga jenis bidang 
yang diperlukan, maka persyaratan juga ikut menyesuaikan 
terhadap kebutuhan untuk bidang tersebut. Tiga bidang itu 
adalah pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan 
pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, persyaratan umum 
untuk semua bidang juga ada, di mana secara keseluruhan syarat 
administrasi dan kompetensi umum menjadi sesuatu yang wajib 
terpenuhi. 


Tabel 1. Persyaratan TPHD/TKHD 
Persyaratan Umum 








1. Warga Negara Indonesia beragama Islam, dibuktikan dengan 
fotocopy e-KTP, 
Surat permohonan menjadi petugas haji daerah, 


SS 


Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan 
sehat dari dokter, 

Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang, 
Berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas, 
Memiliki kondisi yang baik, 

Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung, 
Mampu membaca Al Ouran dengan baik dan benar, 


I0, PO. SA 


Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau Inggris, 
10. Tidak sebagai mahram atau yang dimahrami dengan surat 








pernyataan. 
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Persyaratan Khusus 











Pelayanan bimbingan Pelayanan Pelayanan 
ibadah umum kesehatan 
1. Usia antara 30 tahun 1. Laki-laki, Usia antara 
sampai dengan 70 2. Usia antara 25 25 tahun 
tahun pada saat tahun sampai sampai 
mendaftar, dengan dengan 
2. Sudah menunaikan 60 tahun 55 tahun 
ibadah haji pada saat pada saat 
(dibuktikan paspor/ mendaftar, mendaftar, 
visa haji), 3. Pendidikan Berprofesi 
3. Pembimbing dari minimal S1 dokter, 
unsur Kelompok atau sederajat Diutamakan 
Bimbingan (copy ijazah sudah 
yang memiliki terakhir), menunaikan 
komitmen terhadap 4. Memiliki ibadah haji, 
penyelenggaraan haji kemampuan Memiliki 
pemerintah (Surat manajerial, kemampuan 
Pembimbing dari 5. Diutamakan untuk 
KBIH), sudah memberikan 
4. Wajib memiliki menunaikan pelayanan 
kemampuan di bidang ibadah haji, kesehatan 
peibadatan dan 6. Memiliki dan memiliki 
manasik haji, ilmu manasik komitmen 
5. Memiliki kemampuan haji dan alur terhadap 
untuk membimbing perjalanan kesehatan 
jemaah haji dan ibadah haji. jemaah haji. 


umrah, 


6. Diutamakan memiliki 
sertifikat pembimbing 


ibadah haji. 











Sumber: Surat No. 451/5115/012.1/2019 dari Sekretariat Daerah, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang rekrutmen TPHD dan TKHD 


Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 8 Maret 2019 (Sesuai PMA No. 13 Tahun 2018). 
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Beberapa syarat khusus ditujukan untuk bidang tertentu. 
Sebagaimana terlihat pada tabel 1, bahwa keahlian spesifik 
menjadi syarat pembeda untuk setiap bidangnya. Misalnya bidang 
pelayanan bimbingan ibadah mensyaratkan pernah menunaikan 
ibadah haji dan memiliki kemampuan di bidang peribadatan 
dan manasik haji dan mampu untuk membimbing jemaah 
haji dan umrah. Bidang pelayanan kesehatan mensyaratkan 
berprofesi sebagai dokter dan memiliki kemampuan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji. Adapun 
bidang pelayanan umum mensyaratkan pendidikan minimal 
S1 dan memiliki kemampuan manajerial. 


Pola perekrutan Tim Pemandu Haji Daerah secara umum 
sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang , Pasal 23, 24 dan 
25, yaitu : 

(l) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon 
petugas haji daerah kepada Menteri. 


(2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri. 


(3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan: 
a. beragama Islam, 


b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang 
penyelenggaraan Ibadah Haji, 


c. memiliki dokumen yang sah, dan 
d. lulus seleksi. 


(4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diangkat oleh Menteri. 
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Pasal 24 


Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji 
Indonesia. 


Pasal 25 
(1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (4) terdiri atas: 
petugas pelayanan umum: 


b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari 
KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam, dan 


Cc. petugas pelayanan kesehatan. 


(2) Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan 
bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan 
kesehatan di Kloter. 


(3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. 


Ketiga, efektivitas kerja. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), efektivitas memiliki dua istilah yang terkait yaitu 
efektif dan keefektifan. Efektif artinya: ada efeknya (akibat, 
pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa 
hasil, berhasil guna, mulai berlaku (tentang undang-undang 
dan peraturan. Keefektifan artinya : keadaan berpengaruh, 
hal berkesan, kemanjuran: kemujaraban, keberhasilan (usaha, 
tindakan), dan hal berlakunya (undang-undang, peraturan) 
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaa, 1989: 219).. 
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Secara istilah, beberapa pakar menyebutkan beragam 
pendapat tentang efektivitas. Efektivitas artinya informasi 
harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung 
suatu proses bisnis, termasuk di dalam informasi tersebut harus 
disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga 
dapat dipahami, konsisten denga format sebelumnya, isinya 
sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai 
dengan kebutuhan dan ketentuan (Susanto, 2004: 41). Definisi 
lain menyebutkan bahwa efektifitas adalah kegiatan dengan 
mulai adanya fakta kegiatan sehingga menjadi data, baik yang 
berasal dari hubungan dan transaksi internal dan eksternal 
maupun berasal dari hubungan antar unit dan di dalam unit itu 
sendiri (Amsyah, 2003: 131). Efektivitas berkaitan erat dengan 
perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana 
yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata 
dengan hasil yang direncanakan (Mulyasa, 2004:83). Efektivitas 
merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 
besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan 
(Mahmudi, 2005: 92). Efektivitas pekerja dapat dikatakan sebagai 
tingkat pertumbuhan kinerja pekerja yang akan menyebabkan 
produktivitas yang lebih tinggi (Choon, Teck and Kim Cheng 
Patrick, 2016: 83). Beragamnya sudut pandang tentang efektivitas 
menandakan banyaknya variabel yang berkaitan. Sebagaimana 
dikemukakan Bartuseviciene dan Sakalyte bahwa efektivitas jauh 
lebih luas sudut pandangnya dengan memperhatikan kualitas, 
menciptakan nilai tambah, kepuasan pekerja, interaksi dengan 
lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi (Bartuseviciene, 
Ilona and Evelina Sakalyte, 2013: 51). 
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Untuk mengukur efektivitas kerja pegawai menurut Richard 
M Steers bahwa terdapat beberapa komponen yang diukur, 
meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja 
dan kepuasan kerja (Steers, 1980: 192). Direktorat Jenderal 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI 
mengukur efektivitas petugas lapangan non kloter PPIH dengan 
lima unsur, yaitu, pengetahuan/wawasan, keterampilan kerja, 
komunikasi dan kerjasama, inisiatif dan motivasi diri, akhlak/ 
perilaku, dedikasi dan integritas, kualitas kerja (Fikri, 2016: 64). 
FX. Suwarto menyebutkan terdapat beberapa pendekatan dalam 
mengukur efektif tidaknya sebuah pelayanan, yaitu: pendekatan 
tujuan, pendekatan teori sistem dan pendekatan teori multiple 
kontituensi (Suwart, 1999: 5-8). 


Ukuran efektivitas lainnya dikemukakan Krech, et. all. 
sebagai berikut, Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya 
hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, 
program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari 
perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran 
(output), Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran 
dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada 
jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada 
mutu), dan Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya 
kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat 
menumbuhkan kreativitas dan kemampuan: dan Intensitas yang 
akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu 
tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki 
dengan kadar yang tinggi (Danim, 2004: 119-120). 

Pendekatan lain untuk mengukur efektivitas sebuah 
pelayanan adalah dengan mengukur kualitas pelayannnya. 
Sebagai bagian dari pelayanan publik, maka pengukuran 
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efektivitas kinerja terdiri atas 10 dimensi, yaitu: tangible, resliable, 
responsiveness, competence, courtesey, credibility, security, access, 
communication, dan understanding the customer (Widodo, 2001: 
269-275). Hampir serupa dengan konsep kualitas pelayanan, yang 
dikemukakan oleh Zeithaml dkk (Hardiyansyah, 2017:95) lima 
dimensi kualitas pelayanan dikenal dengan sebutan SEROUAL 
(Service Ouality), dimensi tersebut adalah: tangible (berwujud), 
reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), assurance 
(jaminan), dan empathy (empati) (Hardiyansyah, 2017: 95). 


B. JUMLAH JEMAAH HAJI EMBARKASI SURABAYA 
DAN KUOTA TPHD 


Berdasarkan keterangan dari Panitia Penyelenggara Ibadah 
Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Tahun 1440 H/2019 M, bahwa 
Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo merupakan dua kota/ 
kabupaten yang memiiki jumlah jemaah haji yang cukup besar 
tiap tahunnya. Ketika melihat jumlah kloter di mana Kota 
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah kloter 
terbanyak dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya seperti 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang 
yang memiliki jumlah jemaah haji berangkat di atas 2.000 
jemaah haji, maka terlihat kontras. 


Hal tersebut disebabkan fungsi dari Kota Surabaya dan 
Kabupaten Sidoarjo sebagai penambal dari kekurangan suatu 
kelompok terbang yang disi dari berbagai kota/kabuoaten 
lainnya di Jawa Timur. Itulah sebabnya kita bisa melihat jumlah 
kelompok terbang Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 
mencapai 19 dan 10 kloter, berbanding 6 sebagai jumlah kloter 
terbanyak dengan jumlah jemaah haji yang relatif tidak terlalu 
besar perbedaannya. 
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Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Jemaah 
Haji Berangkat Embarkasi Surabaya 






















Realisasi jumlah jemaah 
Jumlah 


haji 
ap kloter 


5 6 


Kota Mojokerto tas 62 Dosen 
Kota Matang (Toer) rs | 5511999 
KotaPasuruan | 272 | 120 | 129 250 


Probolinggo 
Kota Blitar | 167 | 97 | 99 | 196 | 
Kab.Jombang | 966 | 445 | 566 | 1011 | 


Kab. 
809 465 538 1.003 
Pamekasan 


2 ena 


288 585 
Han 
Kab Situbondo aa 
675 1.311 
Nan 
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Realisasi jumlah jemaah 
Kuota 2 Jumlah 
No Daerah CH haji Woter 
Pria | Wanita | Jumlah 
21 
Probolinggo 
Tulungagung 
Kab. Tengger) 578 | 3161 350 1cee 
209 
224 
Kab.Pacitan Toc7 oo Din | 201 
Bojonegoro 
Kota oo |aseo7s Doc Dami 
JUMLAH 19.031 || 35.605 





Sumber : PPIH Embarkasi Surabaya Tahun 1440 J/2019 M 
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Terkait dengan fungsi jemaah haji dari Kota Surabaya dan 
Kabupaten Sidoarjo yang sering dijadikan sebagai tambal bagi 
kota/kabupaten yang tidak terpenuhi jumlah jemaah kloter 
secara lengkap, bukannya tanpa masalah. Justru penggunaan 
tambal tersebut kerap menimbulkan protes dari jemaah haji yang 
berasal dari dua Kota/Kabupaten tersebut. Setidaknya, akibat 
digunakan sebagai tambal, jemaah haji dari Kota Surabaya dan 
Kabupaten Sidoarjo mengalami keterpisahan dengan kerabatnya 
yang sama-sama berangkat pada tahun tersebut ataupun 
terpisah dengan rombongan asal KBIH nya. Sebagaimana 
diketahui bahwa ikatan anggota KBIH itu biasanya sangat kuat. 
Sedemikian kuatnya sehingga Jemaah dalam satu KBIH kadang 
mengesankan eksklusif (Fahham. 2015:208). 


Tabel 3. Kuota Tim Pemandu Haji Daerah di Jawa Timur 
















Formasi 








Kuota 
No Daerah CJH Pel. Pel. Pel. (Jumlah 
Umum | Ibadah | Kes 
Kota Surabaya | 2.509 5 4 1 






ze 


Probolinggo 


Kota Mojokerto fts Do. 
po 
(ee 
ear 
—— 












1 

1 

1 

2 
Em 
Kab. Gresik 2.228 
Kab. Mojokerto | 2.142 


-— 


j 38 
an ana 
ik —Te22s Ca 


- 


10 
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Formasi 


Jumlah 








No Daerah Dansa 

Umum Tama Kes 
11 (Kab. Sidoarjo 2.272 1 
12 jemaat 
5 
alkab Pangdam) sos 7 13 


15 (Kab. Sumenep Doo | 
16 (Kab. 2 nyaa 
1 


gk 


(722 | 
sig 
18 aa 
To 


BET 


- 


Th 


20 |Kab. Jember 1.923 
21 (Kab. Malang 2.246 


2 
sp Ser bin 


24 (Kab. Lumajang | 1.037 
25 - Kediri 1.078 


2 
cl, Tlangagang 


5 Ba 
an kab Trenggalek 578 
Salkab-Bitar | 822 
Solkab Madiun | 371 
Irlkab Ngawi 1203 


WI Isi Islwululo 


ken) 


rP2PINIslwolr 
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Formasi 











33 
34 


- 1 
KabPonorogo Dans Do 
Kabpactan D167 


Bojonegoro 
Kotabau oo |as8 (1 Po 
provmsi | Das | 3s | 


JUMLAH 
Sumber : Surat No. B-1030/Kw. 1 ANT FTA 2 an Kanwil 
Kemenag Provinsi Jawa Timur tentang regulasi TPHD dan 

TKHD Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 4 Maret 2019. 


Nampak pada tabel 2 juga bahwa rata-rata kota lebih sedikit 





36 
37 
38 
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jumlah jemaah haji berangkat dibandingkan kabupaten, kecuali 
Kota Surabaya. Hal itu dimaklumi karena perbedaan luas wilayah 
dan juga jumlah penduduk yang tentu saja akan lebih luas dan 
banyak penduduk di kabupaten dibandingkan kota. Penjelasan 
bahwa Kota Surabaya merupakan pengecualian bisa dijelaskan 
karena faktor kota metropolitan atau sebagai ibu kota Provinsi 
Jawa Timur. 

Berbeda dengan penetapan kelompok terbang, pene- 
tapan kuota Tim Pemandu Haji Daerah ini didasarkan pada 
jumlah calon jemaah haji di suatu daerah. Bila suatu daerah 
memiliki calon jemaah haji besar, maka kuotanya besar pula dan 
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sebaliknya. (Lihat Tabel 3). Penetapan kuota Tim Pemandu Haji 
Daerah di Jawa Timur dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Timur, sebagaimana Surat No. B-1030/Kw.13.5/1/Hj.00/3/2019 
dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur tentang regulasi 
TPHD dan TKHD Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 4 Maret 2019. 


Dengan adanya kuota tersebut di satu sisi mendapatkan 
kejelasan tentang acuan atau perkiraan alokasi TPHD tiap 
Kota/Kabupatennya, namun dilain sisi ternyata mendatangkan 
kesulitan tersendiri dari pemangku kebijakan di tingkat lokal 
ketika terjadi kondisi penuhnya kloter yang di isi oleh jemaah 
haji. Kesulitan semakin nyata bukan saja berkaitan dengan 
penetapan kuota, melainkan juga implikasi dari itu semua, 
terutama memikirkan bagaimana ketiadaan TPHD akibat tidak 
adanya kursi yang kosong pada sebuah kloter. 


C. POLA PEREKRUTAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH 


Pola perekrutan TPHD di Kota Surabaya dan Kabupaten 
Sidoarjo mengikuti aturan secara umum, di mana buku 
petunjuknya (juknis) berasal dari Kementerian Agama Pusat. 
Peserta tes petugas TPHD' boleh berasal dari berbagai kalangan, 


3 TPHD adalah salah satu nama tim bagi petugas haji. Terdapat beberapa 
tim lain, yaitu, TKHI, TPHI, TPIH, dan TKHD. TPHD adalah kependekan 
dari Tim Petugas Haji Daerah merupakan petugas operasional yang 
menyertai jemaah haji, memandu serta membina jemaah haji. Tim ini 
adalah kewenangan penunjukkanya ada di Kepala Daerah (Bupati/ 
Walikota/Gubernur). TKHI merupakan Tim Kesehatan Haji Indonesia 
adalah pelaksana pengamanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia 
selama di perjalanan dan di Arab Saudi. TKHI bertugas memeriksa 
kesehatan jasmani jemaah haji, membina kesehatan jemaah haji, melayani 
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seperti ormas, PNS, KBIH, Pesantren dan seterusnya." Namun 
yang tidak boleh itu yang berasal dari DPRD dan Bupati. 


Namun demikian, secara ringkas dapat diuraikan bahwa 
setelah melakukan pengumuman seleksi di tingkat Kota/ 
Kabupaten, maka seluruh berkas persyaratan diserahkan 
ke Kantor Kementerian Agama. Berkas-berkas seperti KTP, 
SKCK, surat kesehatan, rekomendasi dari KBIH atau pesantren, 
surat keterangan sudah melaksanakan haji juga persyaratan 
usia maupun pendidikan terakhir S1. Namun kebanyakan di 
dua syarat terakhir ini mengalami kesulitan pemenuhannya. 
Ternyata selama ini, peserta yang mendaftar kebanyakan berasal 
dari KBIH, di mana jatah untuk porsi keberangkatan tiap tahun 
menemani jemaah KBIH nya mendapatkan kesulitan. 


keluhan kesehatan jemaah haji, mengamati penyakit jemaah haji dan 
menyehatkan lingkungan di sekitar jemaah haji. TPHI merupakan Tim 
Pemandu Haji Indonesia, TPHI merupakan petugas operasional yang 
menyertai jemaah. TPHI bertugas sebagai ketua kloter, memandu serta 
membina jemaah haji. TPIH adalah Tim Pembimbing Ibadah Haji, TPIH 
merupakan petugas operasional yang menyertai jemaah haji. TPIH 
bertugas memberikan bimbingan-bimbingan mengenai perhajian kepada 
jemaah haji. TKHD merupakan Tim Kesehatan Haji Daerah, adalah 
tim kesehatan yang kewenangan penunjukkanya ada di Kepala Daerah 
(Bupati/Walikota/Gubernur). 


4 Selama ini, perhatian utama penyelenggara ibadah haji terfikuskan pada 
aspek pelayanan. Namun hal lain yang harus juga memeroleh perhatian 
adalah aspek pembinaan ibadah haji, terutama pada saat pelaksanaan haji 
di Arab Saudi. Perhatian terhadap aspek ini penting dilakukan karena inti 
penyelenggaraan ibadah haji sesungguhnya adalah upaya mengantarkan 
jemaah haji untuk melaksanakan rukun-rukun haji sehingga ibadah haji 
yang dilakukan dapat dipandang sesuai dengan ketentuan fikih haji. Hal 
itulah yang menjadi signifikansi perekrutan petugas TPHD di daerah- 
daerah. 
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Kemenag Kota/Kabupaten hanya sebagai penyeleksi 
administrasi yang kemudian disetor ke walikota kemudian 
diputuskan mereka yang diutus oleh Walikota sebanyak dua 
kali lipat sesuai aturan untuk dikirimkan ke Kantor kemen- 
terian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya 
mengikuti tes biasa (belum menggunakan sistem CAT). 
Sebagaimana acuan tahun lalu, bahwa antusiasme calon petugas 
TPHD nyata terlihat dan tidak dapat diakomodasi seluruhnya 
karena terbatasnya kuota. Hal sebaliknya terjadi pada TPHD 
bidang kesehatan yang sulit terpenuhi. 


Setelah petugas TPHD ditetapkan melalui keputusan 
Gubernur, maka selanjutnya adalah proses pelunasan biaya 
jemaah haji sebagaimana jemaah haji reguler (karena memang 
porsinya menggunakan kuota haji reguler) sebesar 70 juta. 
Kecuali pada beberapa orang petugas TPHD asal Kabupaten 
Sidoarjo yang mendapatkan subsidi dari APBD Kabupaten 
Sidoarjo meski belum semua petugas (baru 6 orang dari 
keseluruhan petugas TPHD asal Kabupaten Sidoarjo sebanyak 
12 orang). Alasan sebagian besar TPHD yang sanggup berangkat 
sebagai petugas TPHD yang harus siap membayar biaya sendiri 
adalah karena dibandingkan dengan tingkat kesulitan berangkat 
selama ini yang sudah mencapai puluhan tahun. 


Beberapa catatan tentang mekanisme rekrutmen TPHD 
bisa dijelaskan sebagaimana berikut : masih ada daerah yang 
memilih petugas pilihannya yang berbeda dengan hasil seleksi 
sebenarnya, perekrutan TPHD dilakukan pada saat menjelang 
pemberangkatan sehingga menyulitkan perekatan dengan 
petugas kloter lainnya, pelamar TPHD bidang kesehatan minim 
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dan terdapat beberapa kejanggalan yang teridentifikasi dalam 
perekrutan.” 


D. EFEKTIVITAS KERJA TIM PEMANDU HAJI DAERAH 


Dilihat dari sisi kompetensi, TPHD merupakan orang- 
orang pilihan atau dengan kata lain bukan orang sembarangan, 
ia banyak diisi oleh kalangan elit di masyarakat, juga kalangan 
KBIH yang memiliki track record mumpuni dengan segudang 
pengalaman membimbing ibadah haji maupun umrah. Adanya 
tiga bidang TPHD yang berbedas, sehingga untuk mengukur 
keberhasilan kerja mereka juga dengan cara yang berbeda pula. 
Untuk TPHD bidang pelayanan ibadah, mereka cukup berhasil 
manakala berhasil ikut membantu mengarbainkan jemaah haji 
di mana kunci menunaikan ibadah haji adalah ibadahnya bukan 
akomodasinya. 


Petugas TPHD dalam menjalankan tugasnya telah berusaha 
menyesuaikan dengan bidangnya. Sebagai gambaran, bahwa 
TPHD bidang pelayanan bimbingan ibadah fokus memberikan 
pelayanan tata cara ibadah kepada jemaah haji, sementara itu 
TPHD bidang pelayanan umum membantu petugas kloter 
misalnya dengan melayani jemaah yang sakit atau berobat. 
Keaktifan petugas TPHD ini akan semakin bertambah-tambah 


3 Meskipun perekrutan petugas telah sedemikian rupa berhasil dilaksanakan 
oleh pihak terkait, namun pada kenyataanya masih ditemukan berbagai 
kejanggalan, terutama dalam hal ketidakjelasan identitas petugas TPHD 
(Kasus TPHD Kota Surabaya). 


S Sebagaimana Pasal 25 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Dan Umrah 
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manakala mereka mengetahui keutamaan membantu jemaah 
haji. 

Di antara kinerja yang cukup sesuai, petugas TPHD ini 
belum sepenuhnya mau menunjukkan identitasnya sebagai 
petugas TPHD, karenanya mereka jarang memakai seragam 
TPHD. Juga dalam hubungannya dengan petugas kloter yang 
belum menyatu. 


Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor 
Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur berusaha 
untuk memantau kinerja TPHD ini dengan cara menyebarkan 
kuesioner. Namun yang mengembalikan kuesioner ini hanya 
sedikit sekali karena bersifat sukarela. Dilihat dari tabel 4, dari 
19 TPHD yang berasal dari Kota Surabaya dan Kabupaten 
Sidoarjo, hanya empat orang yang mengembalikan kuesioner 
terkait pelaksanaan tugas selama menjadi petugas TPHD tahun 
2019. Mereka yang mengumpulkan kuesioner lebih dominan 
berasal dari Kota Surabaya. 

Setidaknya dari tiga spot pelaksanaan ibadah, yaitu: 
Madinah, Makkah dan Armina, petugas TPHD menjalankan 
fungsi tugasnya. Terlihat bahwa terjadi pergeseran tugas antara 
bidang TPHD ibadah dan TPHD umum, yaitu adakalanya 
peran tertentu yang seharusnya dilakukan justru dilakukan oleh 
petugas bidang lain dan sebaliknya. 


Hanya sebagian kecil petugas TPHD yang menjalankan 
tugasnya sesuai harapan. Beberapa ketidakefektivan kerja 
TPHD di lapangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : petugas 
merasa telah membayar atas biaya sendiri, sehingga tidak 
merasa sebagai petugas TPHD, ketidakpercayaan diri mereka 
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karena merasa tidak mengikuti proses yang lama sebagaimana 


jemaah haji reguler juga persepsi petugas TPHD adalah sebagai 


jemaah bukannya sebagai petugas TPHD yang telah ditunjuk 


pemerintah daerah, sebagian kecil TPHD merasa harus dilayani 


karena mereka adalah pejabat elit di daerahnya sebagaimana 


terlihat dalam permintaan mereka akan tanazul. 


Tabel 4. Hasil Kuesioner Petugas TPHD/TKHD 





























3 
s Peran 
Nama | Jenis | £ 
No 
La au 2 Madinah Makkah Armina 
F7 
1 (H. TPHD Membantu | Membantu | Membantu 
Samiadji | umum 2 pelaksanaan | pelaksanaan | pelaksanaan 
Makin £ Jarbain umrah sunah | wukuf 
Rahmat, 8 Mengantar ke Membantu 
SH, MH £? | tempat ziarah dalam proses 
mabit 
2 | Asmarah| TPHD « Mengantar Membantu | Membantu 
Ismail ibadah | #|orang tersesat| pelaksanaan | melontar 
F ke hotel umrah jumrah 
2 (Membantu | Mengantar ke 
g jemaah ke tempat ziarah 
Raudhah 





90 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 






































3 
s Peran 
Nama | Jenis | £ 
No i : 8 
ugas | tugas | £ 
perug 5 2 | Madinah Makkah Armina 
s7 
3 IH. TPHD Memberikan (Membantu | Khutbah 
Fudoli | ibadah bimbingan (pelaksanaan | wukuf di 
Abdi hikmah dan | umrah Arafah 
s fadilah Mengantar ke| Mengisi 
3 Mengingat- | tempat ziarah | tausiah di 
3 kan untuk | Memberikan | Arafah 
£ | manjaga kultum di Memimpin 
$£ Jakhlak hotel shalat di 
Mengantar Arafah 
pelaksanaan 
migat 
4 IKH. TPHD | S|Membantu (Membantu | Membantu 
s 
Mansur | ibadah | -2 (pelaksanaan (pelaksanaan | pelaksana-an 
5 
Sahuri @ larbain umrah wukuf 
Ss 
c 
Ng 





Sumber: Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Timur diolah (2019) 





Faktor pendukung dalam melaksanakan kerjanya sebagai 
TPHD adalah, usia muda petugas TPHD, berlatar belakang 
organisasi, memiliki komitmen bagus terhadap tugas sebagai 
TPHD yang ditunjukkan dengan semangat melayani, selain itu 
seringnya pembinaan dari tokoh di kloter. Semangat melayani 
ini sebagai salah satu factor pendukung kinerja TPHD sangat 
berkesesuaian dengan temuan dari penelitian Herman, dkk 
(2018:7) yang menemukan bahwa semangat yang dimiliki 
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pegawai yaitu berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan, 
serta melayani dengan ikhlas menjadi salah satu faktor 
pendukung kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah pada 
kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 


Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan 
kerjanya sebagai TPHD adalah: ketiadaan SOP dan juga pembina 
selama di Arab Saudi. Padahal petugas kloter seperti TPHI dan 
TPIHI memiliki pembina baik di Daker maupun di Sektornya. 
Selanjutnya faktor penghambat lainnya adalah usia sepuh dari 
jemaah haji. 

Ke depan diharapkan bahwa kompetensi dan efektivitas 
kerja TPHD ini dapat terus ditingkatkan terutama menyangkut 
pemahaman tugas fungsinya dan tingat koordinasinya dengan 
petugas kloter di lapangan dengan cara, Pertama, merekrut 
tenaga berusia muda. Kedua, adanya pembekalan dengan 
petugas kloter lainnya sehingga dapat terjadi koherensivitas dan 
kehesivitas di antara mereka. Ketiga, Perlu dipikirkan bagaimana 
memberikan hak yang setara kepada TPHD ini. Keempat, TPHD 
hendaknya dibedakan seragamnya agar jemaah daerah dapat 
mengenali sehingga mereka dapat membantu jemaah haji. 


E. KESIMPULAN 
Berdasarkan paparan sebagaimana di atas dapat disebutkan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. 


1. Pola perekrutan TPHD di Kota Surabaya dan Kabupaten 
Sidoarjo mengikuti aturan secara umum, di mana buku 
petunjuknya (juknis) berasal dari Kementerian Agama Pusat. 
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Namun demikian, secara ringkas dapat diuraikan bahwa 
setelah melakukan pengumuman seleksi di tingkat Kota/ 
Kabupaten, maka seluruh berkas persyaratan diserahkan 
ke Kantor Kementerian Agama. Kemenag Kota/Kabupaten 
hanya sebagai penyeleksi administrasi yang kemudian 
disetor ke walikota kemudian diputuskan mereka yang 
diutus oleh Walikota sebanyak dua kali lipat sesuai aturan 
untuk dikirimkan ke Kantor kementerian Agama Wilayah 
Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya mengikuti tes biasa 
(belum menggunakan sistem CAT). Setelah petugas TPHD 
ditetapkan melalui keputusan Gubernur, maka selanjutnya 
adalah proses pelunasan biaya jemaah haji sebagaimana 
jemaah haji reguler (karena memang porsinya menggunakan 
kuota haji reguler) sebesar 70 juta. 


Hanya sebagian kecil petugas TPHD yang menjalankan 
tugasnya sesuai harapan. Beberapa ketidakefektivan kerja 
TPHD di lapangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 
merasa bayar sendiri sehingga tidak merasa sebagai petugas 
TPHD, ketidakpercayaan diri mereka karena merasa tidak 
mengikuti proses yang lama sebagaimana jemaah haji 
reguler juga persepsi petugas TPHD adalah sebagai jemaah 
bukannya sebagai petugas TPHD yang telah ditunjuk 
pemerintah daerah, sebagian kecil TPHD merasa harus 
dilayani karena mereka adalah pejabat elit di daerahnya 
sebagaimana terlihat dalam permintaan mereka akan 
tanazul. 


Faktor pendukung dalam melaksanakan kerjanya sebagai 
TPHD adalah usia muda petugas TPHD, berlatar belakang 
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organisasi, memiliki komitmen bagus terhadap tugas sebagai 
TPHD, selain itu seringnya pembinaan dari tokoh di kloter. 
Faktor penghambat dalam melaksanakan kerjanya sebagai 
TPHD adalah ketiadaan SOP dan juga pembina selama di 
Arab Saudi. Padahal petugas kloter seperti TPHI dan TPIHI 
memiliki pembina baik di Daker maupun di Sektornya. 
Selanjutnya faktor penghambat lainnya adalah usia sepuh 
dari jemaah haji. 


REKOMENDASI 


Adapun rekomendasi bagi pemangku kepentingan yang 


muncul dari penelitian ini, yaitu: 


1. 


Alat seleksi TPHD agar lebih ditingkatkan dan mestinya 
ketua kloter adalah koordinator seluruh petugas di kloter 
karena selama ini tidak ada komunikasi yang cukup untuk 
melekat semua petugas kloter. 

TPHD agar memiliki prosedur kerja seperti TPHI dan 
TPIHI 

Minimal ada pelatihan terintegrasi bersama antara TPHI, 
TPIHI dan TPHD. 

Sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang 
Ibadah Haji dan Umrah agar biaya TPHD dibebankan pada 
APBD daerah masing-masing. 

Materi lebih diperjelas tentang peran dan tugas TPHD 


Komunikasi lewat headset agar tiap petugas dapat koordinasi 
secara cepat 
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PETUGAS HAJI DAERAH: 
ANTARA PERAN DAN POLA 
REKRUTMEN 


Achmad Rosidi, Anas Aijudin 


A. PENDAHULUAN 


Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib 
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat 
istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Praktek 
ibadah haji di Indonesia sendiri sudah di mulai sejak abad ke-12 
pada saat pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India datang 
untuk kepentingan perdagangan sekaligus penyebaran agama 
Islam di nusantara (Basyuni, 2008: 18-19). Kemudian setelah 
kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh 
pemerintah yang dikoordinasikan oleh kementerian agama 
dan diatur dalam ketentuan dengan dikeluarkannya Peraturan 
Presiden Nomor 3 tahun 1960 sebagai kebijakan pertama yang 
mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. Peraturan 
perundang-undangan pun kemudian datang silih berganti 
menandakan niatan mulia pemerintah memperbaiki mutu 
pelayanan kepada masyarakat Indonesia tentang penunaian 
ibadah haji. Terakhir adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang merinci 
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secara lengkap pelayanan ibadah haji dari pemerintah untuk 
masyarakat Indonesia. 


Umat Islam melaksanakan ibadah haji dalam satu musim 
dalam tempo yang bersamaan terjadilah aktivitas jammah 
yang dilakukan secara massal. Dalam situasi tersebut, tentu 
memerlukan partisipasi berbagai lembaga terkait selain 
manajemen yang baik. Pemerintah melalui Kementerian Agama 
Pusat memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 
untuk mengurus pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di 
wilayahnya. Lembaga ini menyiapkan SDM sebagai petugas TPHI 
(Tim Pemandu Haji Indonesia) dan TPIHI (Tim Pembimbing 
Ibadah Haji Indonesia) pada Kementerian Agama Kabupaten/ 
Kota dan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) danTKHD (Tim 
Kesehatan Haji Daerah) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota. Khusus untuk TPHD bertugas untuk membantu petugas 
kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, 
dan pelayanan kesehatan di kloter (Undang-Undang No. 8 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah 
Pasal 25, ayat 1-2). 

Rekrutmen ini sebagai implementasi dari peraturan 
perundang-undangan sebagaimana disampaikan dalam UU 
Nomor 8Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji 
dan Umrah, terdapat 3 (tiga) tugas pokok pemerintah dalam 
penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan kepada jemaah haji. Terkait dengan bimbingan 
pada dasarnya dilakukan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, 
selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan tersebut 
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dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan standar 
yang ditetapkan oleh Menteri Agama. 


Meskipun demikian dalam pelaksanaan pelayanan ibadah 
haji, masyarakat kerap mengkritisi berbagai pelayanan termasuk 
profesionalitas petugas. Beragam permasalahan yang ditemui 
dalam penyelenggaraan ibadah haji (khususnya pembinaan 
ibadah oleh petugas haji), antara lain: tidak adanya kode etik 
pelayanan publik, kurangnya jumlah pembimbing bagi jemaah, 
banyak petugas kloter yang cenderung lebih mementingkan 
dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan kloter (DPR 
RI, 2016: 6 dan 83). 


Profesionaltas TPHD juga menjadi intens perhatian 
masyarakat yang dinilai dan dirasa belum maksimum. Jamak 
diketahui publik keberadaan TPHD dalam kloter jemaah 
haji, yang sebagian hanya diisi orang-orang yang dekat 
penyelenggara pemerintah daerah (https://kabar24.bisnis. 
com). Cara-cara rekrutmen petugas daerah ini ditengarai 
masih pada tataran formalitas, tidak seperti rekrutment petugas 
yang diselenggarakan di instansi pusat yang memprioritaskan 
kompetensi calon petugas itu. Hal itu terjadi karena penentuan 
calon petugas daerah itu menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah dengan parameter dan indikator yang dimiliki oleh 
masing-masing pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ 
kota (https://haji.kemenag.go.id). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, di 
Provinsi Jawa Tengah terdapat indikasi adanya tim petugas haji 
daerah (termasuk masalah rekrutmen maupun kinerja) yang 
lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Dari paparan di atas, 
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penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan penelitian 
sebagai berikut: pertama, bagaimana proses rekrutmen TPHD 
dalam penyelenggaraan pelayanan haji setiap tahun di Provinsi 
Jawa Tengah? Kedua, bagaimana efektivitas kerja Tim Petugas 
Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Tengah? Ketiga, bagaimana 
Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam penentuan 
TPHD? Keempat, bagaimana respon jemaah pada eksistensi 
TPHD di Jawa Tengah? Dan kelima, faktor-faktor apa saja yang 
menghambat pelaksanaan efektivitas kerja Tim Petugas Haji 
Daerah (TPHD). 


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
(gualitative approach) karena data yang dikumpulkan lebih 
banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan 
dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 
1996: 29) yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan 
realitas aslinya kemudian dianalisis dan diabstraksikan dalam 
bentuk teori. Data diperoleh bersifat kualitatif melalui wawancara 
secara mendalam. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus 
ini untuk mendalami, menjelaskan, dan mendeskripsikan 
tentang efektivitas kinerja petugas haji daerah di wilayah Jawa 
Tengah (Solo) dan Semarang. 


Dalam studi ini, peneliti menggunakan pendekatan teori 
untuk mendeskripsikan peran petugas haji daerah (TPHD) 
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Teori yang dikemukakan 
dalam kajian ini diantaranya adalah teori peran dan teori 
kompetensi. Teori peran menyatakan bahwa ketika perilaku 
yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka 
dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja 
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mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut 
tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik 
peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir 
seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan 
tingkat komitmen independensi seseorang (Ahmad dan Taylor, 
2009). 


Lindsay (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) mengungkapkan 
bahwa tidak adanya garis pedoman yang tepat bagi TPDH dapat 
mengakibatkan petugas daerah tersebut rentan berada dalam 
tekanan jemaah dan petugas haji yang lainnya. Selanjutnya 
pernyataan Knapp (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) juga 
menyebutkan bahwa tidak adanya standar teknis yang tepat bagi 
bagi petugas (TPHD) mengakibatkan manajemen cenderung 
belum dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan atau 
keinginan manajemen (pelayanan pelayanan haji). 

Selain teori peran, kajian ini juga menggunakan teori 
kompetensi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cohen 
(1980:173) mengatakan bahwa “competencies are the areas 
of knowledge, ability and skill that increase and individuals 
efifectiveness in dealing with the world”. Menurut Aisworth, Smith 
dan Millership (2007:73), kompetensi merupakan kombinasi 
pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. 
Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan 
atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. 
Boyatzis (dalam Hutapea dan Thoha, 2008:4) mengemukakan 
bahwa kompetensi sebagai kapasitas yang ada pada seseorang 
yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang 
disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga 
organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. 
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Woordrufte (1991) and Woodrufte (1990) mereka membe- 
dakan antara pengertian competence dan competency. Competence 
diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, 
yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat men- 
jadi kompeten atau unggul. Sedangkan competency merupakan 
konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menun- 
jukkan “demensi perilaku yang melandasi prestasi unggul” Dari 
berbagai pendapat tersebut, pada dasarnya menunjukkan bahwa 
kompetensi adalah suatu kemampuan atau keunggulan individu 
yang relevan dengan tuntutan pekerjaan atau mencapai suatu 
standar kinerja 


Dalam Islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah 
disebutkan dalam Al-Guran. Dari pedoman umat Islam 
tersebut jika benar-benar dipegang teguh, sudah pastinya tidak 
akan tergelincir. Dan seharusnya memang seperti itulah dalam 
hidup, apalagi menjalankan amanah mesti dilakukan dengan 
baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan pekerjaan 
dengan penuh ketulusan niat beribadah. Dalam kehidupan 
bermasyarakat harus saling membantu, sekalipun itu hanya 
sebatas saling menasehati. Untuk itu dalam pembahasan terkait 
dengan pelayanan ibadah oleh TPHD yang dilakukan sudah 
seharusnya dilakukan untuk kepentingan jemaah sebagai 
aktualisasi nilai-nilai moral dan sprit ajaran agama. 


B. PENGERTIAN HAJI 


Haji dan umrah wajib dilakukan sekali seumur hidup. Kata 
“haji” berasal dari bahasa Arab yang berarti ziarah/berkunjung 
(Munawir, 1984: 256) sedangkan menurut istilah syara, haji 
adalah berziarah/berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) Makkah 
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al-Mukaramah untuk beribadat kepada Allah SWT, dengan 
melakukan hal-hal sebagai berikut: ihram, tawaf, sai, wukuf di 
Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina dan tahallul. Adapun 
umrah, menurut bahasa berarti ziarah yang bertujuan untuk 
menyuburkan rasa cinta (Munawir, 1984: 1042). Sedangkan 
menurut istilah syara, umrah adalah berziarah atau berkunjung 
ke Baitullah (Ka bah) Makkah al-Mukarramah untuk beribadah 
kepada Allah SWT, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut 
:ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul (Departemen Agama RI, 2009: 
293). 


Ditinjau dari pelaksanaannya, ibadah haji dibedakan dalam 
tiga jenis berdasarkan tata cara atau urutan pelaksanaannya: 
pertama, Ifrad, yakni mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, 
baru kemudian umrah, untuk mengerjakan cara ini tidak 
dikenakan denda (dam). Kedua, Tamattu', yakni mengerjakan 
umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji, 
untuk ini dikenakan denda (dam). Ketiga, Oiran, yakni haji 
dan umrah dilakukan sekaligus (sejalan) dan tentunya dengan 
masing-masing satu niat. Untuk ini juga dikenakan denda (dam) 
(Daradjat, 2000: 85). 

Ibadah haji memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah 
ini hanya bisa dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah 
ditentukan. Kedua, jika syahadat merupakan ibadah lisan, puasa 
merupakan ibadah fisik, zakat merupakan ibadah harta, dan 
salat merupakan ibadah gerakan fisik dan lisan, tetapi ibadah 
haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah tersebut, yaitu 
mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga, ibadah 
haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap jama'ah haji 
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sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol tersebut sehingga 
ia mampu menangkap esensi pelaksanaan ibadah haji. Keempat, 
ibadah ini banyak mengandung unsurunsur pendidikan yang 
akan membawa seorang muslim ke arah kesempurnaan iman 
dalam rangka pembentukan pribadi muslim seutuhnya. Kelima, 
ibadah haji dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada 
Rasulullah saw, dan para sahabat beliau, karena tempat-tempat 
yang dikunjungi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah tempat- 
tempat yang menjadi awal pertumbuhan Islam. 


Kewajiban melaksanakan ibadah haji disyari'atkan pada 
tahun ke-VI Hijriyah. Adapun syarat wajib haji, pertama, 
Balig. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji, baik yang sudah 
mumayyiz atau belum. Para ulama mazhab sependapat bahwa 
haji yang dilakukan oleh mumayyiz merupakan sunnah dan 
tidak menggugurkan kewajibannya. Setelah ia balig wajib 
melaksanakan haji lagi. Kedua, Berakal. Ulama mazhab sepakat 
bahwa orang gila tidak wajib untuk melaksanakan haji. Jika dia 
melaksanakan haji dan dapat melaksanakan kewajiban yang 
dilakukan oleh orang yang berakal, maka hajinya itu tidak diberi 
pahala dari kewajiban haji, sekalipun pada waktu itu akal sehat 
sedang datang kepadanya (Mughniyah, 2010: 205). 


Ketiga, bisa atau mampu. Ulama sepakat jika bisa atau 
mampu itu sebagai syarat wajib haji namun ada perbedaan 
pendapat mengenai bisa atau mampu itu sendiri. Sebagian 
besar ulama berpendapat bahwa mampu itu meliputi mampu 
dari segi fisik dan finansial baik untuk dirinya ataupun keluarga 
yang ditinggalkan, tidak memiliki hutang dan aman dalam 
perjalanan. Sedangkan Imam Malik memberikan batasan bisa 
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atau mampu itu ialah orang yang bisa atau mampu berjalan. 
Keempat, bagi wanita. Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita 
yang melaksanakan ibadah haji disyaratkan untuk mendapatkan 
izin suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya. Namun, 
Maliki dan Syafri berpendapat bahwa seorang muhrim dan suami 
bukanlah syarat wajib haji, baik perempuan itu masih muda atau 
sudah tua, bersuami maupun tidak, karena muhrim atau suami 
itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya, 
bukan tujuan. Kewajiban melakukan haji itu adalah keamanan 
bagi dirinya dalam perjalanan. Kalau tidak aman, berarti dia 
tidak mampu, sekalipun bersama muhrim. 


Dalam tradisi masyrakat muslim, hikmah disyariatkan 
ibadah haji di antaranya adalah, 


1) Kewajiban ibadah haji mengandung banyak hikmah 
besar dalam kehidupan rohani seorang mukmin, serta 
mengandung kemaslahatan bagi seluruh umat Islam pada 
sisi agama dan dunianya. Diantara hikmah tersebut adalah: 

2) Ibadah haji merupakan jihat yang paling utama, sebagai- 
mana yang dijelaskan dalam hadis berikut: “Riwayat dari 
Aisyah Ummul Mukminin r.a., bahwa ia berkata: “Wahai 
Rasulullah, kami lihat jihat adalah amal paling utama, 
apakah kami (para wanita) tidak berjihad?” Beliau saw 
bersabda: “Tidak, seutama-utama jihad adalah haji mabrur” 
(Mughniyah, 2010: 222). 

3) Ibadah haji dapat menjadikan kita kembali kepada fitrah 
seperti bayi yang baru di lahirkan. Sabda Nabi saw: Artinya: 
“Riwayat dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa berhaji karena Allah 
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4) 


5) 


6) 
7) 


8) 


9) 


10 
11 


Sa 


Cc. 


yang mana ia tidak bersetubuh dan tidak berbuat fasig, ia 
pulang sebagaimana dilahirkan oleh ibunya” 


Haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah swt 
semata. 


Melaksanakan kewajiban haji merupakan ungkapan syukur 
atas nikmat harta dan kesehatan. 

Haji menempa jiwa agar memiliki semangat juang tinggi. 
Mampu membangkitkan semangat ibadah yang sempurna 
dan ketundukan tiada henti kepada perintah Allah swt. 


Merasakan keakraban dengan Allah. Seluruh rangkaian 
ibadah haji akan mengiring kita untuk lebih merasakan 
kedekatan dengan Allah. 


Menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, karena 
ketika seseorang yang melaksanakan rangkaian ibadah 
haji di Makkah dan Madinah, maka akan tergambar dalam 
fikirannya tentang perjuangan Rasulullah. 


Menumbuhkan semangat persaudaraan Islamiyah 


Mengingatkan manusia akan makna dan hakikat 
keberadaannya di dunia. 


PAYUNG REGULASI PETUGAS HAJI DAERAH 


Penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah diatur dalam 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Disebutkan 


dalam Pasal 3 bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 


bertujuan untuk: a) memberikan pembinaan, pelayanan, dan 


pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga 


dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, 
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dan b). mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu upaya 
pemberian pelayanan bagi jemaah adalah dengan cara merekrut 
petugas haji dari masing-masing daerah kabupaten/kota. 
Perekrutan dilakukan oleh pimpinan daerah (gubernur, bupati 
dan walikota) dengan mengajukan nama-nama calon petugas 
haji kemudian diseleksi oleh Menteri Agama. Para petugas haji 
daerah itu menggunakan kuota haji Indonesia. Dalam Pasal 
25 disebutkan bahwa petugas haji daerah Petugas Haji daerah 
bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan 
ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. 


D. TPHD DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH JAWA 
TENGAH 


Untuk memperlancar ibadah haji, pemerintah membentuk 
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Tim ini bertugas membantu 
memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum 
kepada jemaah haji Indonesia. Pada dasarnya TPHD merupakan 
bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan bahwa ibadah 
haji yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah tersebut bisa 
berjalan dengan lancar. TPHD dibentuk setiap tahun menjelang 
pelaksanaan musim haji, dengan mempertimbangkan jumlah 
calon jemaah haji atau jumlah kelompok terbang (kloter), 
kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan kuota petugas 
haji. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut TPHD 
bekerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh 
pemerintah daerah (Maksum, 2019). 


Struktur TPHD ini merupakan bagian dari PPIHD (Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji Daerah) yang dibentuk di setiap 
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Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. di Kabupaten/ 
Kota PPIH ini terdiri dari dewan pengarah terdiri dari, Bupati, 
Wakil Bupati, ketua DPRD, Sekretaris Daerah, asisten yang 
membidangi haji dan Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota. Dalam keanitiaan tersebut sebagai ketua adalah 
kepala bagian yang membidangi haji, dibantu unsur lain yang 
terkait. Struktur yang sama juga dibentuk di tingkat Provinsi 
dengan Gubernur sebagai dewan pengarahnya. Keberadaan 
PPIHD merupakan upaya pemerintah melakukan pembinaan, 
pelayanan, perlindungan jemaah haji, serta pengendalian dan 
koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji yang dimulai 
dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas (Maksum, 2019). 


Dengan demikian PPIHD berperan sebagai perpanjangan 
pemerintah daerah dalam memastikan warga masyarakatnya 
yang menunaikan ibadah haji bisa berjalan dengan baik dan 
berdasarkan standar pelayanan ibadah haji yang telah di 
tetapkan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut PPIHD dibantu oleh 
petugas yang menyertai jemaah secara langsung yaitu TPHD 
(Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah) dan TKHD (Tim Kesehatan 
Haji Daerah). TPHD terdiri dari bidang layanan umum pada 
jemaah haji dan pelayanan bimbingan ibadah. Sedangkan 
TKHD bertugas melayani jemaah sejak keberangkatan sampai 
dengan kepulangan. 

Untuk efektifitas pelaksanaan haji oleh pemerintah 
daerah, di Jawa Tengah Gubernur Ganjar Pranowo pada tahun 
2018 mengengeluarkan peraturan gubernur tantang TPHD. 
Peraturan tersebut bertujuan untuk, pertama, menjamin tertib 
administerasi, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam 


110 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


pelaksanaan perekrutan TPHD. Kedua, meningkatkan pelayanan, 
pembinaan dan perlindungan serta memberikan rasa nyaman 
kepada calon jemaah haji asal daerah yang melaksanakan ibadah 
ke tanah suci.” Pertimbangan utama PERGUB tersebut untuk 
meningkatkan pembinaan, peningkatan, dan perlindungan 
terhadap jemaah haji di Jawa Tengah. Gubernur melihat bahwa 
perlu mempersiapkan petugas haji daerah yang professional, 
berahlak mulia, memiliki komitmen tinggi dan tanggungjawab 
dalam memastikan kelancaran ibadah haji masyarakat. 


PERGUB tersebut menegaskan bahwa tugas utama TPHD 
adalah, pertama, memberikan pelayanan ibadah dan pelayanan 
umum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah/ informasi 
haji mulai dari persiapan, pemberangkatan sampai dengan 
pemulangan jemaah haji. Kedua, membantu kelancaran dan 
tertibnya perjalanan ibadah haji mulai berangkat dari tanah air, 
berada di tanah suci sampai dengan kembali ke tanah air. Ketiga, 
melaporkan secara berkala kondisi para jemaah haji berangkat 
dari tanah air, berada di tanah suci sampai dengan selesai 
menunaikan ibadah haji, kepada tim kerja penyelenggaraan 
haji kabupaten (Maksum, 2019). Untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal maka dalam pelaksanaannya TPHD bertanggung 
jawab pada Bupati/Walikota di masing-masing Kabupaten/ 
Kota. Hal tersebut juga disebabkan semua biaya yang timbul 
dari keberadaan TPHD dibebenkan pada APBD kabupaten. 


7 Dasar Hukum yang digunakan untuk menerbitkan PERGUB tersebut 
antara lain: UU No. 55 tahun 1970 tentang pembentukan Provinsi Jawa 
Tengah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan lokal, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, Pergub No. 84 tahun 1009, dan Peraturan Menteri 
Agama mengenai Haji. Lihat PERGUB Jawa Tengah No 84 Tahun 2018 
tentang perekrutan Petugas Haji Daerah Jawa Tengah. 
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Keberadaan pergub terbut kemudian diikuti oleh keputusan 
pemkab/kota dalam penentuan TPHD. 


E. REKRUTMEN TPHD 
a. Kuota TPHD Jawa Tengah 


Untuk menentukan jumlah TPHD, terlebih dahulu 
pemerintah Provinsi melihat kuota yang diberikan oleh 
Kementerian Agama yang didasarkan pada jumlah kloter se- 
Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019 kabupaten/ Kota se- 
Jawa Tengah mendapatkan kuota sebanyak 253 petugas. Jumlah 
tersebut di bagi menjadi dua, yaitu untuk TPHD Provinsi 12 
petugas, dan 241 orang untuk kabupaten Kota. Jika di rata-rata 
satu Kabupaten/Kota mendapatkan TPHD 3 petugas. Dalam 
pelaksanaan haji tahun 2019 ini, untuk memutuskan berapa 
kuota TPHD yang di peroleh oleh masing-masing Kabupaten/ 
Kota maka pemerintah provinsi mengundang bagian Kesra 
Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi. Hasilnya didapatkan 
kuota seperti berikut: 


Tabel 1. Kuota Petugas Haji Daerah 
Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2019 








1 (Kota Semarang 7 8 1 
- 
IkotaPekatongan 2 
4 Kotategal '—— | 1 | 1 | 1 
5 1 
6 1 
7 2 


Kota Magelang 
Kota Surakarta 3 
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NO| KABUPATEN/KOTA 





34 |Kab. Wonogiri 1 ' 1 











35 IKab. Grobogan 4 3 2 
b. Rekruitmen TPHD 


Setelah menentukan kuota tersebut Pemerintah Provinsi 





kemudian melakukan rekrutmen calon petugas. Alur seleksi 
calon TPHD digambarkan sebagai berikut, 


Diagram 1. Alur Seleksi TPHD 
aa 


2 3 ' 
Pelaksa 1. Kuota 


Kemenag 
( naan 


4. 2. 
Pembekalan se 


3. P4 
NX Pembayara 


n BPIH 


Dalam alur tersebut fase yang dilalui calon TPHD adalah 
pertama, pemerintah Provinsi memastikan kuota TPHD yang 
didapatkan dari Kementerian Agama RI. Dalam hal ini pada 
tahun 2019 Jawa Tengah mendapatkan 253 yang kemudian dibagi 
menjadi dua yaitu porsi untuk provinsi sebanyak 12 orang dan 
porsi untuk Kabupaten Kota sebanyak 241. Kedua, pelaksanaan 
seleksi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan nama- 
nama yang telah dikirimkan dari tiap Kabupaten/Kota melalui 
mekanisme seleksi yang telah di tetapkan. Ketiga, setelah lolos 
seleksi, calon TPHD melakukan pembayaran Biaya Perjalanan 
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Ibadah Haji (BPIH). Besaran biaya ini disesuaikan dengan 
biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Keempat, 
calon TPHD kemudian mendapatkan pembekalan baik dari 
pemerintah provinsi, maupun dari Kementrian Agama Wilayah 
Jawa Tengah. Kelima, pelaksanaan tugas pembinaan dan 
pelayanan pada jemaah haji. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka 
dalam perekrutan calon TPHD dilakukan ujian dengan 
persyaratan, sebagai berikut: 


1. ASN, TNI, Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat yang 
diusulkan Bupati/Walikota. 


2. Laki-laki dengan usia paling rendah 25 tahun dan paling 
tinggi 60 tahun. 


Khusus ASN, TNI, Kepolisian masa kerja minimal 10 tahun. 
Memiliki Kemampuan managerial. 


Diutamakan yang sudah menunaikan haji. 


NI »w 


Memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan haji, dan 
peraturan dalam ibadah haji. 


Pa 


Dapat membaca Al-Ouran. 
Berkemampuan bahasa Arab dan atau Inggris. 


Khusus untuk calon TPHD layanan ibadah syaratnya antara 
lain: (1) berasal dari ASN Kementerian Agama, KBIH, tokoh 
agama yang diusulkan oleh Bupati/Walikota, (2) laki-laki atau 
perempuan berusia paling rendah 30 tahun dan paing tinggi 70 
tahun, (3) bagi perempuan tidak sedang hamil dan mendapatkan 
izin suami, (4) sudah pernah menunaikan ibadah haji, (5) dapat 
membaca Al-Ouran dengan baik, (6) memiliki kemampuan 
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peribadatan dan ilmu manasik haji, (7) memiliki kemampuan 
membimbing haji dan umrah, dan (8) mampu berbahasa Arab 
dan Inggris dengan baik (Syamhudi, 2019). Alur seleksi calon 
TPHD sebagai berikut: 


Diagram 2. Alur Seleksi Calon TPHD 





Tahab II 





Tahap! Tahap III 


“seleksi “tes Komptensi “tes integritas 
administerasi (computer (Psycometri dan 
(Online based) assisted based) wawancara) 


dilaksanakan di dilaksanakan di dilaksanakan di 
setiap setiap propinsi. 
Kabupaten/Kota kabupaten/kota 


Dalam alur tersebut ada tiga tahapan seleksi yaitu: seleksi 
adminstrasi, kompetensi dan integritas. Pertama, seleksi 
administerasi berupa pengecekan kelengkapan administerasi 
calon TPHD. Kelengkapan tersebut meliputi: surat rekomen- 
dasi dari kepala institusi bersangkutan, foto copy KTP, surat 
keterangan sehat, ijazah terakhir, penilaian kinerja 2 tahun 
terakhir, sertifikat sudah haji, sertifikat dari lembaga bahasa 
Arab dan Inggris, dan pas foto terbaru. Kedua, kompetensi 
yang meliputi materi manasik haji, problematika haji, materi 
kesehatan, dan kemapuan bahasa Arab/Inggris. Ketiga, tes 
integritas, terdiri dari tes-psykometri dan wawancara. 


F. EFEKTIVITAS KERJA TPHD PROVINSI JAWA TENGAH 


Sebagai perpanjangan pemerintah daerah TPHD bekerja 
mendorong terselengaranya proses ibadah haji berjalan dengan 
maksimal. Sebagai gambaran umum dari aktifitas TPHD diawali 
dari sebelim keberangkatan jemaah sampai dengan kepulangan 
ke tanah air. Di awali dari aktifitas TaPHD di embarkasi antara 
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lain membantu petugas kloter membagikan paspor dan living 
cost kepada calon jemaah haji, melakukan pemeriksaan barang 
bawaan, mendampingi pelepasan calon jemaah haji oleh PPIH 
Embarkasi, dan ikut memastikan bahwa calon jemaah haji 
berangkat ke Bandara secara lancar. Ketika di pesawat TPHD 
bekerja membantu calon jemaah haji masuk ke dalam pesawat, 
mengarahkan jemaah menempati kursi sesuai nomor kursi, 
bersama ketua kloter memperkenalkan diri kepada awak 
pesawat, memberikan informasi kepada calon jemaah haji 
tentang penggunaan fasilitas di dalam pesawat, dan hal-hal yang 
tidak boleh dilakukan selama penerbangan (Khomsun Nur Arif, 
2019: Abdulloh Faishol, 2019). 


Setelah sampai di Madinah, TPHD bersama dengan petugas 
kloter menginformasikan kepada calon jemaah haji tentang 
fasilitas yang ada di bandara seperti toilet, Mini market, tempat 
Tunggu dan ATM center. Selain itu juga membantu kelancaran 
pemeriksaan paspor dan barang bawaan oleh petugas bandara, 
serta membantu kelancaran pemberangkatan calon jemaah haji 
ke hotel dengan armada yang sudah disiapkan oleh Muasassah 
(Lasimin, 2019). 

Sedangkan di Makkah gambaran kegiatan yang dilakukan 
oleh TPHD adalah melakukan koordinasi dengan petugas kloter 
selama tinggal di Makkah, memastikan layanan akomodasi dan 
konsumsi calon jemaah haji berjalan lancer, dan melakukan 
visitasi jemaah secara periodik (terintegrasi). Dalam beberapa 
kasus, TPHD juga ikut serta dalam melakukan cek lokasi 
pelaksanaan wukuf, bersama dengan ketua kloter, TPIHI, 
dan perwakilan Karom. TPHD juga melakukan koordinasi 


Badan Litbang dan Diklat | 117 


dengan petugas terkait teknis pemberangkatan ke Arafah untuk 
melaksanakan wukuf. Juga melakukan pemantapan persiapan 
spiritual untuk persiapan pelaksanaan wukuf, mabit dan lempar 
jumrah. 


Aktivitas pendampingan pada petugas kloter tersebut 
berjalan sampai dengan persiapan kepulang, TPHD bersama 
petugas kloter memberikan informasi kepada jemaah haji 
tentang fasilitas di ruang tunggu bandara antara lain, tempat 
tunggu, toilet, mushola, dan mengikuti penyuluhan/pengarahan 
dari petugas garuda terkait kelengkapan dokumen dan barang 
bawaan yang diperbolehkan untuk dibawa selama penerbangan. 
Bersama petugas kloter yang lain TPHD membantu kelancaran 
pemeriksaan paspor dan barang bawaan Jemaah. Sedangkan 
setelah kembali di tanah air TPHD memastikan jemaah haji 
kembali ke daerah masing-masing (Ichasudin, 2019). 


Dari gambaran kegiatan tersebut di atas terlihat bahwa 
aktifitas yang dilakukan oleh TPHD berpusat pada, pertama, 
upaya memastikan bahwa layanan terhadap jemaah haji yang 
diberikan oleh pemerintah, melalui petugas di tiap kloter bisa 
berjalan dengan lancar. Kedua, TPHD juga melakukan kerja 
kerja koordinatif dengan petugas haji lainnya untuk memastikan 
agenda, jadwal dan tahapan ibadah yang akan di jalankan oleh 
jemaah bisa berjalan dengan baik. Ketiga, TPHD juga memiliki 
fungsi layanan dan advokasi pada jemaah. Dalam beberapa 


8 Demikian juga ketika di Mina TPHD melakukan melakukan koordinasi 
dengan petugas kloter yang lain dan Karu/Karom untuk memantau 
kondisi kesehatan Calon Jemaah Haji, dan melakukan visitasi ke tenda- 
tenda dan selalu mengingatkan agar menjaga kondisi ihrom. 


118 | Dinamika Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia 


kasus TPHD menjadi tempat bertanya dan sentra informasi 
untuk jemaah haji Indonesia. 


Keseluruhan aktifitas tersebut kemudian di laporkan kepada 
Gubernur melalui bagian KESRA Provinsi.? Hal tersebut sebagai 
bentuk tanggungjawab dan profesionalitas TPHD selama 
menjadi petugas haji. Laporan TPHD secara umum berisi jurnal 
kegaiatan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari keberangkatan 
sampai dengan kepulangan. Jurnal tersebut berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas TPHD pra-embarkasi, di embarkasi, tugas 
di pesawat (Keberangkatan), di Madinah (Kedatangan) di 
Madinah (Pra-Makkah) di Makkah (pra-wukuf) di Armuzna 
(Arafah, Muzdalifah, Mina) di Makkah (pasca wukuf) di Jeddah 
(Kepulangan) tugas di pesawat (kepulangan). 

Dalam pelaksanaannya tugasnya TPHD memiliki dua 
kewajiban yaitu operasional dan integratif. Kewajiban operasional 
berkaitan dengan kesediaan untuk patuh terhadap standar 
kerja yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas dan fungsi 
PHD, dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Sedangkan 
persoaalan koordinatif meliputi upaya menjalankan tugas 
sebagai petugas, dan keharusan berkoordinasi dengan petugas 
kloter lainnya. Kewajiban tersebut disertai dengan pemberian 
hak bagi TPHD, meliputi, (1) biaya penyelenggaraan ibadah haji 
(BPIH), (2) honorarium/uang saku, dan (3) pakaian seragam 
dan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 


? TPHD memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pelaksanaan 
tugas kepada Gubernur melalui biro kesejahtearaan rakyat paling lambat 
30 hari setelah berkhirnya masa tugas. 
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Sementara itu, larangan bagi TPHD adalah pertama, selama 
melaksanakan tugas dilarang membawa suami, isteri, keluarga, 
dan barang yang dilarang oleh pemerintah Saudi Arabia. Kedua, 
meninggalkan Makkah dan Madinah sebelum berakhirnya masa 
tugas. Ketiga, pelanggaran ketentuan di atas akan dikenakan 
sanksi pencabutan kedudukan sebagai anggota atau petugas haji 
daerah, dan wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh 
daerah, serta sanksi admnisterasi sesuai aturan kepegawaian. 


G. RESPONS PADA KEBERADAAN TPHD 


Keberadaan dan peran TPHD bagi jemaah kloter 
keberangkatan haji di Jawa Tengah dirasa belum sepenuhnya 
dapat memberikan pelayanan maksimal. Hal itu disebabkan 
wewenang yang diberikan masih belum sepenuhnya jelas, 
sebagaimana dituturkan oleh jemaah dari KBIH Aisyiah 
Surakarta sebagai berikut, 


“Saya dari kloter 11 jemaah haji Kota Solo. Menurut kami, 
Keberadaan TPHD dari kota Solo selain dari layanan ibadah 
kebetulan belum pernah haji. TPHD seperti belum memiliki 
wewenang yang jelas. Bisa dikatakan apa sih tugasnya kalau 
sudah di tanah suci. Kalau tidak dilibatkan oleh ketua kloter, 
perannya hampir tidak terlihat. Untuk mengatur-atur jemaah itu 
lebih dominan dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu. 
TPHD ini seperti masih menjadi pelengkap dalam pelaksanaan 
pelayanan haji. Maka diperlukan kepandaian ketua Kloter untuk 
dapat melibatkan TPHD.” (Sb, 2019) 


Tugas dan fungsi keberadaan TPHD yang belum optimal 
juga diemukakan oleh oleh ketua rombongan (Karom) kloter 
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jemaah Sukoharjo sebagaimana tergambar dalam pernyataan- 
nya berikut ini: 

TPHD memiliki peran yang belum optimal. Saya melihat 
kemarin TPHD justru seperti jemaah biasa sehingg cukup 
membingungkan. Dalam kondisi demikian peran petugas 
sepertinya cukup dicover TPIH. Seperti adanya jemaah yang 
tersesat, atau terjebak di lift, banyak dicukupi oleh TPIH. 
Kalau TPHD itu berasal dari para pejabat tinggi, sepertinya 
percuma saja, karena dengan jemaah biasa mereka tidak mau. 
Penghargaan pemerintah daerah yang diberikan padanya 
seperti sia-sia. Padahal TPHD itu adalah representasi dari 
pemerintah daerah. Kecuali petugas itu yang pangkatnya tidak 
terlalu tinggi, lebih dapat terlihat perannya bagi jemaah. Dengan 
kondisi begitu, jadinya kasihan juga, karena ini kan (TPHD) 
menghalangi kesempatan orang lain yang benar-benar mau 
menggunakan haknya sesuai perannya (menjadi TPHD). TPHD 
yang berasal dari TIM SAR memberi peran yang signifikan. 
Karom dan karu kerja setengah mati membantu jemaah yang 
sudah sepuh. TPHD lebih baik direkrut dari rakyat biasa yang 
memiliki kemampuan yang mumpuni. Tetapi kalau pejabat, 
seperti hanya nunut tidur dan memerintah-memerintah saja. Itu 
bahasa teman-teman di lapangan. Kan kita tidak tahu kalau dia 
itu petugas yang berkewajiban melayani. Ada juga kasus, jemaah 
melakukan thawaf ifadhah tapi belum genap 7 kali putaran, terus 
balik ke hotel. Dari TPHD tidak berperan. Saya mengapresiasi 
penyelenggara haji yang di Makkah, memberikan pelayanan 
yang sangat bagus sekali, bahkan super bagus. Sebaliknya 
pelayanan TPHD itu justru tidak melengkapi kesempurnaan. 
Perannya diambil oleh TPIHI (Nz, 2019). 
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Namun, tidak semua memberikan penilaian yang serupa. 
Bagi jemaah kloter 1 Solo dengan jumlah 358 jemaah, peran 
TPHD sangat dirasakan. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh 
Ketua Kloter 1 sebagai berikut: 


“TPHD membantu kami khususnya saya sendiri sebagai 
ketua kloter. Apalagi kemarin kloter kami 2 hotel sehingga peran 
mereka cukup membantu. Petugas layanan umum dan layanan 
ibadah dapat memberikan kontribusi dan pelayanan yang baik. 
Dua (2) orang TPHD dari layanan umum dan layanan ibadah 
dapat bersinergi dengan TPIHI, Ketua Kloter, Karu dan Karom. 
Kami bagi-bagi tugas (dengan TPHD) ketika kami agak repot 
dan kewalahan melayani jemaah. Ketika di Arafah peran TPHD 
cukup membantu. 


Kalau pun ada persoalan dengan TPHD, penyebabnya 
diantaranya ketika pembekalan tidak jadi satu (dengan 
tim TPHI). Itulah menurut saya kelemahannya, karena 
komunikasinya (TPHI dan TPHD) baru terjadi di tanah suci. 
Selama di Indonesia, komunikasiya belum efektif. Yang belum 
ketemu ya bertemu di tanah suci. Nah, tahu siapa-siap TPHD 
itu setelah sama-sama masuk di embarkasi. 

Sarannya perlu diikutkan dalam pelatihan yang dilakukan 
oleh kementerian agama dan supaya dapat berkomunikasi dengan 
para petugas kloter. Kloter Boyolali dan solo jemaah 358 jemaah. 
(Wawancara dengan Sr, Ketua Kloter 1 Embarkasi Solo). 


H. KESIMPULAN 


Sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan 
layanan pada jemaah haji Indonesia, keberadaan TPHD menjadi 
cukup penting. Selain berbagai kegiatan TPHD yang telah sesuai 
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dengan tupoksinya sebagai pihak yang memastikan perjalanan 
jemaah haji dalam beribadah lancar, TPHD juga tidak luput 
dari berbagai kritik dan catatan selama melaksanakan tugasnya. 
Pertama, keberadaan TPHD selama ini masih menggunakan 
kuota yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan jumlah 
yang cukup besar, sebagai contoh di Jawa Tangah saja ada 253 kuota 
untuk TPHD. Jumlah yang besar tersebut belum di ikuti dengan 
kinerja yang cukup baik dari sebagaian TPHD. Masih banyak 
di antara petugas TPHD yang belum memahami dengan baik 
tugas dan kewajibannya, sehingga banyak diantaranya kemudian 
memerankan diri sebagai bagian dari jemaah secara umum 
yang dilayani oleh petugas lainnya. Kedua, dalam banyak kasus 
petugas TPHD terutama pembimbing ibadah belum memiliki 
kemampuan yang cukup mumpuni untuk membimbing jemaah. 
Akibatnya keberadaan TPHD justru membebani petugas kloter 
yang berasal dari Kementerian Agama. 


I. REKOMENDASI 


Studi ini merekomendasikan agar rekrutmen TPHD yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama dapat lebih selektif sehingga 
petugas daerah yang menjadi bagian tim petugas daerah dapat 
melaksanakan tugasnya dengan solid dan berkompeten. Dengan 
harapan dapat melayani jemaah dengan maksimal. 
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SISKOPATUR:RESPONS DAN 
URGENITASNYA DI KOTA 
DEPOK TAHUN 2019 


Agus Mulyono, Mary Silvita 


A. PENDAHULUAN 


Penerapan aplikasi terkait ibadah Umrah secara online atau 
berbasis gadget bukanlah hal yang sama sekali baru. Seiring 
dengan perkembangan teknologi internet, banyak website dibuat 
dan informasi terkait ibadah Haji dan Umrah disampaikan ke 
publik secara online. Bahkan, sejak dikembangkannya teknologi 
“smart phone” banyak aplikasi digital diterapkan guna membantu 
dan memudahkan masyarakat luas dalam mempelajari berbagai 
aspek Haji dan Umrah. 


Pada tahun 2012, misalnya, telah dibuat sebuah aplikasi 
sistem panduan dan kamus untuk Haji dan Umrah. Alasan utama 
pengembangan aplikasi ini dalam rangka mendukung akses 
informasi Haji dan Umrah. Pembuat aplikasi ini berharap bahwa 
para calon jemaah dapat mempelajari ibadah Haji dan Umrah 
lewat media handphone, menjadikan membuat persiapan Haji 
dan Umrah lebih efisien dan praktis (Mulya dan Kusnan, 2012). 


Perkembangan teknologi GPS pada smartphone mem- 
buat seorang pengguna dapat mengecek dan mendeteksi 
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keberadaannya. Dengan manfaat seperti itu, teknologi GPS 
juga dimanfaatkan untuk aplikasi mengetahui posisi seorang 
jemaah sehingga dapat digunakan dalam membantu agar dia 
tidak tersesat saat melaksanakan ibadah Haji dan Umrah di Arab 
Saudi (Rustandi, Dirgantara, dan Ahmad, 2015). 


Namun demikian, sejumlah kebijakan baru pemerintah 
dalam hal ini Kemenag RI tidak selalu berjalan mulus. Baru- 
baru ini, sejumlah Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) 
menggugat Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Penyeleng- 
garaan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama nomor 
323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftar Jemaah Umrah ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam SK No 323 Tahun 
2019 yang dikeluarkan Dirjen PHU, memuat aturan tentang 
biaya dengan membatasi minimal jumlah setoran awal calon 
jemaah sebesar 10 juta rupiah, serta jumlah cicilan sebanyak 
tiga kali hingga lunas (Oebaidillah, 2019). 


Organisasi Kesthuri mengeluhkan masalah biaya ini. 
Lewat gugatannya ke PTUN, organisasi ini menyebut SK 
tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang ada 
juga dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Salah satunya 
dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.8 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Dimana, dalam PMA 
ini, hanya memandatkan Dirjen PHU untuk menetapkan 
ketentuan mengenai pendaftaran calon jemaah umrah, bukan 
menentukan biaya, cicilan, serta teknis penarikan dana jemaah. 
Peraturan ini dianggap merugikan pihak PPIU yang dalam hal 
ini sebagai penggugat. Karena dalam SK tersebut menyatakan, 
jemaah sudah dinyatakan lunas jika sudah membayarkan hingga 
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20 juta rupiah. Sementara, harga paket PPIU sendiri lebih dari 
20 juta rupiah. Padahal, ada juga PPIU yang mematok biaya 
paket Umrah di sekitar harga 30 juta rupiah. Pertanyaannya 
adalah, bagi PPIU, siapa pihak yang harus menanggung sisanya 
(Oebaidillah, 2019). 


Di antara masalah yang mengemuka terkait pelaksanaan 
dan penerapan dari aplikasi SISKOPATUH yang memang baru 
disosialisasikan Kemenag RI pada September 2019 adalah 
kurangnya pemantauan dan penguatan dalam hal melindungi 
jemaah dan penyelesaian izin usaha PPIU. Oleh karena itu, perlu 
upaya yang lebih komprehensif memahami dan mendalami 
bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan PPIU dalam 
masalah ini. 


Berdasarkan hal tersebut permasalahan penelitian ini adalah 
bagaimana sejauh mana respons Penyelenggara Perjalanan 
Ibadah Umrah (PPIU) terhadap pemberlakuan aplikasi Sistem 
Komputerisasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus 
(SISKOPATUH) oleh Kemenag RI, khususnya di Kota Depok. 
Seperti diketahui, sejak Juli 2019, melalui SISKOPATUH ini 
pemerintah (dalam hal ini Kemenag RI) ingin meningkatkan 
pengawasan dan pelayanan Umrah dan kualitas penyelenggaraan 
Umrah sebagai respons pemerintah terkait masih banyaknya 
keluhan dan laporan calon dan jemaah Umrah yang dirugikan 
atau bahkan gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. 

Namun, karena masih relatif baru, belum banyak 
diketahui bagaimana program SISKOPATUH dari Kemenag 
RI diperkenalkan, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh 
pihak PPIU. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan informasi yang valid dan masukan yang akurat 
kepada Kemenag RI bagaimana pengenalan dan pemberlakuan 
aplikasi SISKOPATUH ini dapat berjalan dengan baik dan 
maksimal. 


Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat, 
mengidentifikasi, memetakan apa dan mengetahui bagaimana 
respons PPIU terhadap pengenalan dan pemberlakuan 
aplikasi SISKOPATUH yang baru-baru ini diberlakukan oleh 
Kementerian Agama RI (2019). Secara khusus, penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana 
aplikasi SISKOPATUH sudah dikenalkan, dipahami, dan 
dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari PPIU dalam rangka 
meningkatkan pengawasan dan pelayanan penyelenggaraan 
Umrah di Indonesia. 


Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kuali- 
tatif atau jenis studi kasus yaitu jenis penelitian yang melukis- 
kan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 
mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 
(Singarimbun, 1989: 192) Penelitian kualitatif sebagai metode 
ilmiah sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang 
sosial, seperti: sosiologi, anthropologi dan sejumlah penelitian 
perilaku lainnya, termasuk ilmu pendidikan. (Moleong, 2005: 4) 


Untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan di 
atas, penelitian ini menggunakan teknik wawancara menda- 
lam melalui teknik pengambilan sample secara “snowballing” 
Teknik snowball sampling (bola salju) adalah metode sampling 
di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu 
responsden ke responsden yang lain nya, biasanya metode ini 
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digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi 
(sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Metode ini digunakan 
karena penelitian ini bertujuan mendalami dan mengeksplorasi 
sikap dan pandangan PPIU terhadap pemberlakuan aplikasi 
SISKOPATUH dalam praktek sehari-hari pelayanan mereka 
terhadap calon jemaah Umrah. 


Adapun kerangka berpikir yang dgunakan adalah: 1) 
Respons. Respons berasal dari kata reponse yang berarti jawaban, 
menjawab, balasan atau tanggapan (reaction) (Sulistyo, Anggoro 
dan Chandra A.P, 1998). Hoeta memberikan definisi respons 
sebagai reaksi, jawaban, pengaruh atau akibat dari sebuah proses 
komunikasi. (Susanta, 2008). Respons adalah pemindahan 
atau pertukaran informasi timbal balik dan mempunyai efek. 
Respons merupakan reaksi penolakan atau persetujuan dari 
diri seseorang setelah menerima pesan. Respons yang timbul 
dapat berupa reaksi positif atau negatif yang selalu diberikan 
seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa atau interaksi dengan 
orang lain. Respons merupakan tanggapan atau umpan balik 
komunikan dari menafsirkan respons atau tanggapan dari suatu 
pesan yang telah disampaikan, baik dari media cetak surat kabar 
maupun elektonik. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa respons merupakan kecenderungan seseorang untuk 
memberikan pemusatan perhatian pada sesuatu diluar dirinya 
karena ada stimuli yang mendorong. 

Timbulnya respons disebabkan oleh adanya subjek yang 
menarik perhatian komunikan. Hasil dari respons ini ada dua 
bentuk yaitu rasa senang atau rasa benci. Biasanya respons bisa 
berbentuk kritikan atau saran. Dalam merespons sesuatu sangat 
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dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman orang merespons. 
(Sarwono, 1991). Dari berbagai perspektif tentang respons, 
tulisan ini hanya memfokuskan membahas respons penerapan 
aplikasi SISKOPATUH yang diberlakukan pemerintah atau 
umpan balik yang diberikan oleh PPIU kepada pemerintah 
setelah menerima sosialisasi. 


2) Kota Depok. Kota Depok selain merupakan Pusat 
Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah 
Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga 
Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, 
Kota Pendidikan, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, Kota 
Pariwisata, dan sebagai Kota Resapan Air. 


Pada tahun 1999, wilayah Kota Depok mencakup 63 
kelurahan. Kecamatan Tapos merupakan Kecamatan terluas 
wilayahnya yaitu 32,33 km Kecamatan Cinere yang terkecil luas 
wilayah yaitu 10,47 km? dari enam kecamatan. Enam kecamatan 
tersebut adalah: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran 
Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan 
Beji, dan Kecamatan Limo. 


Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi 
penduduk tahun 2017 sebanyak 2.254.513 jiwa, yaitu penduduk 
laki-laki sebanyak 1.135.539 jiwa dan perempuan 1.118.974 
jiwa. Dibandingkan Tahun 2016, penduduk Kota Depok Tahun 
2017 bertambah sekitar 74.700 jiwa atau dengan pertumbuhan 
penduduk sebesar 348 persen. Jumlah penduduk laki-laki lebih 
banyak perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin 
tahun 2017 sebesar 101,48. 
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Kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2017 meningkat 
dibandingkan tahun 2016 yaitu 11 256 jiwa/km? dibandingkan 
sebelumnya yaitu 10.883 jiwa/km”. Kepadatan Penduduk di 11 
kecamatan bervariasi dengan kepadatan tertinggi Sukmajaya 
yaitu sebesar 17 448 jiwa/km? dan terendah di Kecamatan 
Sawangan sebesar 6 094 jiwa/km? kecamatan terletak di 
kecamatan Sukmajaya yaitu sebesar 17.448 jiwa/km”? dan 
terendah di Kecamatan sawangan sebesar 6.094 jiwa/km” (BPS 
Kota Depok, 2018: 38). 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk 
Agama Kota Depok Tahun 2017 
Agama | Jumlah Pemeluk 
Islam 1.681.650 
Kristen 90.298 
Katolik 29.268 
Hindu 3.132 
Buddha 5.474 
Lainnya 2.102 





























Tabel 2. Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji 
Umrah (PPIU) Kota Depok Tahun 2018 





Nama 





No. Alamat 
Penyelenggara 
1 (PT. Ayu Cipta Jl. Tenggiri Raya Blok. AB No. 28, 
Internusa RT.1/13, Kel. Sukatani Kec. Tapos 


Jl. Bungur Raya No.34 Kel. Tanah Baru 

Kec. Beji 

3 IPT. Prima Mulia Jl. Meruyung Raya No. 2 Rt.02/10 Kel. 
Wisata Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran 

Mas 
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Nama 





No. Alamat 
Penyelenggara 
4 |PT. Inti Ummul Jl. KH, Usman No.96 RT.6/4 
Guro Kel. Kukusan Kec. Beji 






PT. Astri Duta Jl. Siliwangi RT.2/10 Kel. Depok, 

Kec. Pancoran Mas 

PT. Solution Jl. Cinere Raya Blok M RT.5/2 
Indonesia Kel. Cinere Kec. Cinere 

PT Risalah Madina |Jl. Arief Rahman Hakim B/3, RT.4/12 
Bunga Tiara Kel. Depok Jaya 

PT. Hana Asia Jl. Raya Pondok Duta No.17C, 

Wisata Kp. Sugutamu RT.2/8 Kel. Baktijaya 
Kec. Sukmajaya 

PT. Azzam Kp. Parung Serab Gg Kembang RT.2/5 


Albaesuni Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya 
Sumber: Profil Kemenag Kota Depok Tahun 2018 


PT. Jannah Firdaus |Jl. Cinere Raya, Kel. Cinere Kec. Cinere 
Tour & Travel 








Tabel 3 Kasus-Kasus Travel Umrah di Kota Depok 





No Keterangan 





1 (First Travel (First Travel (FT) yang beralamat di Blok A No.1, 
Jl. Radar Auri, Cisalak Ps., Kec. Cimanggis, Kota 
Depok, Jawa Barat telah melakukan penipuan 
terhadap calon jemaah haji dan umrah dengan 
menunda-nunda waktu keberangkatan jemaah 


dalam kurun waktu yang sangat lama serta gagal 
memberangkatkan jemaah haji pada 28 Maret 
2017. 
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Keterangan 











FT telah memberikan promo yang tidak sesuai 
dengan arahan pemerintah seperti paket umrah 
14 juta. FT telah menggunakan uang calon 
jemaah haji yang satu untuk memberangkatkan 
calon jemaah haji yang lain, sehingga pada bulan 
agustus diketahui 58.000 calon jemaah gagal 
berangkat. 


FT telah memberikan janji palsu dengan men- 
janjikan calon jemaah untuk berangkat umrah 
dengan target waktu yang ditentukan, tetapi tidak 
pernah terrealisasi. Agen travel umrah memiliki 
izin, tetapi kegiatan pemasarannya tidak sesuai 
tujuan dan lebih cenderung menggunakan 
mekanisme MLM. 


https://www.cnnindonesia.com/nasional 
/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh- 
penipuan-umrah-first-travel 

Travel ini beralamat di Jl. Raya Bogor KM.31 
No.19, Cisalak, Kec. Cimanggis, Kota Depok, 
Jawa Barat 16416. Abu Hamzah bersama 
Nursyariah berikut dua bawahannya menjadi 
terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana 
96 ribu jemaah kurang lebih Rp ,2 triliun. 
Transaksi yang dilakukan di Abu Tours adalah 
melakukan penarikan secara tunai dalam jumlah 
besar. Dengan tujuan agar memutus mata rantai 
transaksi. 
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No Keterangan 





Menurut ketua Kelompok Advokasi pada 
Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad 
Novian, modus penipuan kasus Abu Tours mirip 
dengan PT First Travel. 


Kasus ini berawal dari sejumlah jemaah mulai 
melaporkan ABU Tour ke Kepolisian RI pada 
Januari 2018, setelah gagal berangkat umrah 
sesuai jadwal kesepakatan. Seiring waktu jumlah 
pelapor terus bertambah dan tersebar di 15 
provinsi. 
https://www.merdeka.com/peristiwa/saksi-ahli- 
sebut-modus-penipuan-abu-tours-mirip-first- 
travel.htmi 





3 IPT Damtour|(PT Damtour yang berada di Jl. Tole Iskandar 
No. 6, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, 
Jawa Barat telah mengakibatkan 200 jemaah 
umrah dari 15 daerah tertipu. Ratusan jemaah 
yang tertipu berasal dari 15 daerah yaitu Jakarta, 
Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Padang, 
Palembang, Indramayu, Kuningan, Kebumen, 


Ciamis, Brebes, Surabaya, Lampung dan Madura. 
Menurut Kepala Sub Bagian Humas Polresta 
Depok AKP Firdaus di Mapolresta Depok, 
perkirakan kerugian jemaah umrah yang tertipu 
travel umrah PT Damtour sebesar Rp 4 miliar. 
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No Keterangan 








Cara mereka menarik konsumen jemaah umrah 
yakni mempresentasikan jasa perjalanan ibadah 
umrah dengan cara tunai atau mencicil dan juga 
promo dengan kisaran harga antara Rp 11 juta 
sampai dengan Rp 25 juta. 

Setelah uang ditransfer untuk pembayaran 
umrah, ternyata korban dan teman-temanya 
tidak diberangkatkan hingga tahun 2018 dan 
diketahui pada Februari 2018, pelaku melarikan 
diri dan menutup kantor PT Damatour. Pelaku 
akan dikenakan tindak pidana penipuan dan 
atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP. 


https://nasional.republika.co.id/berita/px 
xd3w282/tipu-200-jemaah-bos-travel-umrah- 
diciduk-polisi 
4 ISSI Group (Travel umrah SSI Group (Konsorsium Simply 
(Konsorsium Umrah) di Jalan Kartini Nomor 51 Depok 
Pancoranmas. Menurut Batara Aryo, yang tinggal 
berdekatan dengan SSI Group mengatakan, 
banyak sekali masyarakat yang datang. Uangnya 
saja, ada yang bilang di atas 1 milyar rupiah. 
Terakhir ada yang bilang sampai 35 orang, itu 
belum semua, ada yang baru datang juga. Kasus 
ini berawal dari salah seorang jemaah umrah 
yang menyetor dengan biaya umrah namun 
tidak kunjung diberangkatkan hingga januari 
2016 lalu. 
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Travel 


Oo Keterangan 
Umrah 8 





Namun hingga kini, jemaah mengklaim tak juga 
mendapatkan titik terang serta itikad baik dari 
pihak travel. 


Menurut Kasat Reskrim Polresta Depok 
Komisaris Teguh Nugroho menuturkan, pihaknya 
menerjunkan unit Reskrim berdasarkan aduan 
masyarakat yang melaporkan bahwa penyedia 
travel umrah itu diduga melakukan penipuan 
dan penggelapan uang calon jemaah umrah. 


http://www.iphi.web.id/2016/02/19/satu-lagi- 

kantor-travel-abal-abal-diamankan-polisi- 

depok/ 
Dengan adanya beberapa kasus besar seperti di atas, supaya 
tidak ada kasus yang serupa lagi di Kota Depok dan kota-kota 
lainnya, pemerintah sudah peraturan mengenai batas biaya 
wajar/minimal yang rasional mulai dari biaya hotel, pesawat dan 
lainnya, sehingga masyarakat bisa mencurigai dan tidak memilih 
travel haji dan umrah dengan harga yang terlampau extream 
atau murah. (SK) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Nomor 323 Tahun 2019 tentang pedoman pendaftaran 
jemaah umrah untuk melindungi jemaah. SK ini bertujuan 
untuk memberikan pelindungan kepada jemaah umrah agar 
terjamin kepastian keberangkatannya. Karena dalam klausul 
SK Dirjen 323 memang ada ketentuan bahwa ada pembatasan 
setoran dianggap lunas ketika jemaah telah menyetor sebesar Rp 
20 juta. Ketentuan itu juga sesuai dengan PMA No 221 Tahun 
2018 tentang Biaya Penyelenggaran Ibadah Umrah Referensi. 
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Selain itu juga perlu ada sangsi bagi yang tidak mengikutinya, 
karena beberapa Travel Umrah menyebutkan, peraturan sudah 
banyak namun, tidak ada tindal lanjutnya, sehingga beberapa 
Travel Umrah yang tidak berizin masih dengan mudahnya 
merekrut jemaah dan memberangkatkannya sehingga masih 
sering terjadi kasus penelantaran jemaah. 


B. RESPONS PPIU 
1. Kesadaran 


Dari sejumlah data yang dapat ditelusuri, banyak PPIU 
di Kota Depok mengaku sudah mengetahui dan menyadari 
pentingnya aplikasi SISKOPATUH. Misalnya, Hana Tour, PPIU 
di Depok yang tiap bulannya memberangkatkan jemaah Umrah 
rata-rata 600-an orang, khususnya pada bulan Ramadhan, 
sudah memakai SISKOPATUH sejak September 2019, sesuai 
ketentuan (Rizka dan Yudi, 2019). Bahkan, ada PPIU yang sudah 
mengetahui SISKOPATUH dari sosialisasi sebelum adanya 
aplikasi ini, yang dulu bernama SIPATUH (Sartika Indriyani 
dan Yogi Gustian, 2019). 


Sementara itu, terkadang PPIU juga melihat SISKOPATUH 
sebagai aplikasi yang memberikan pekerjaan yang membebani 
(pekerjaan ekstra) bagi mereka dalam memproses keberangkatan 
calon jemaah untuk pergi Umrah. Hal ini diakui oleh 
Zaadul Maad, sebuah PPIU yang dalam satu bulan rata-rata 
memberangkatkan 100 orang jemaah. Namun demikian, di 
sisi lain, aplikasi tersebut merupakan media yg dapat membuat 
jemaah menjadi yakin kepada PPIU yang telah membantu 
untuk proses keberangkatan Umrah (Sartika Indriyani dan Yogi 
Gustian, 2019). 
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Sementara itu, sejumlah PPIU mengakui bahwa mereka 
sudah mengetahui dan menganggapnya cukup mudah diikuti, 
seperti penjelasan mereka di bawah ini: 

“..Saya sudah cukup memahami siskopatuh, bahkan aplikasi 

sebelumnya juga saya sudah pahami, seperti SIPATUH..” 
dan “.. Siskopatuh lebih mudah dari generasi sebelumnya, 
sipatuh. Di mana sipatuh lebih ribet di NIK, karena harus 
presisi. Di Siskopatuh data yang diisi sudah tidak terlalu 
banyak.” 


2. Akses 


Pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah melakukan 
sosialisasi program SISKOPATUH, meskipun jumlahnya masih 
terbatas. Oleh karena itu sebenarnya dari segi akses, aplikasi ini 
sudah banyak digunakan. Namun demikian, sepertinya masih 
ada kendala akses di lapangan, seperti pengakuan PPIU di 
bawah ini: 


“Sosialisasi yang diadakan oleh kemenag itu setau saya hanya 
Ix, yaitu pada tanggal 28 Juli 2019 di Hotel Merlynn Park 
Hotel Jakarta. dan dari instansi lain yg mengandakan juga 
seperti dari pihak BSM cab. Depok, pada tanggal 9 Agustus di 
Restoran Bumbu Desa Margonda, Dari Asosiasi SAPUHI di 
tanggal 20 Agustus 2019 di Aula Bank Mandiri Pusat. Semua 
Sosialisasi tersebut saya sendiri yang hadir untuk mengikuti 
pelatihan tersebut”. 

Yang dapat mengakses biasanya staf khusus di PPIU, 
atau admin yang dipilih dan ditentukan secara sengaja dalam 
mempermudah pelayanan. Seperti penjelasan PPIU di bawah 
INI: 
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“..Saya memahami siskopatuh sejak disosialisikan oleh 
Kemenag Pusat, Kemenag Provinsi, Asosiasi dan Bank juga 
mengadakan. Sosialisasi penggunaan siskopatuh sudah saya 
terima sebanyak 3 sampai 4 kali. Kita menginduk ke asosiasi 
Himpuh? 
Juga pengakuan Bapak Ahmad, selaku admin di sebuah 
PPIU, berikut ini: 


“Saya (Ahmad) bagian admin dan ticketing yang mengikuti 
sosialisasi siskopatuh. Selama saya menggunakan siskopatuh 
tidak ada kendala dalam hal kecepatan dan internet, sampai 
saat ini lancar-lancar saja. Di sini, saya (Ahmad) yang dapat 
mengakses siksopatuh.” 


3. Penggunaan 


Siskopatuh ini diberlakukan untuk travel yang sudah 
mempunyai izin PPIU yang terdaftar di Kemenag RI. Untuk 
melihat Travel Umrah Berizin di Kemenag bisa langsung 
konfirmasi ke Kantor Kemenag Kab./Kota setempat atau 
bisa cek website Kemenag kemudian di cek umrah berizin 
Kemenag. Dengan adanya pendaftaran jemaah melalui Sistem 
Komputerisasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus, para 
PPIU di Kota Depok umumnya sudah menggunakannya, namun 
ada yang menganggap lebih ribet daripada aplikasi sebelumnya, 
yaitu sipatuh seperti penuturan Agus dari PT. Prima Mulia 
dengan mengatakan sebagai bahwa: 


“Dari mulai awal peluncuran kami sepenuhnya sudah 
menggunakan siskopatuh. Di sikopatuh, input datanya 
lebih ribet daripada sipatuh, karena harus satu-satu Jemaah 
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dimasukan, tidak bisa di-up-load data pra manifest yang 
sudah kami buat” 


4. Kemampuan 


Menurut pengakuan beberapa PPIU, aplikasi SISKOPATUH 


cukup mudah diikuti dan mereka mampu menerapkannya. 
Seperti pengakuan PPIU di bawah ini: 


“Aplikasi sebenarnya cukup mudah dijalankan, untuk saat 
ini tidak ada yang sulit digunakan... Siskopatuh mudah 
digunakan, data yang diunggah tidak terlalu banyak 
daripada aplikasi sebelumnya, SIPATUH. 


Meskipun demikian, di lapangan juga ditemukan beberapa 


masalah yang terjadi terkait tahap Desain ID Card calon jemaah, 
seperti yang disampaikan PPIU di bawah ini: 


a. 


Tampilan Logo Perusahaan terlalu kecil dan formatnya jpeg, 
seharusnya bisa pakai format PNG. 

File PDF kartu jemaah/Petugas yg sudah di unduh dari 
SISKOPATUH banyak mengalami Crash/kecacatan, 
diantaranya: ukuran ID Card nya banyak yg tidak sesuai 
dengan aturan cetak, Font yg terlalu kecil dan tata letak foto, 
kalimat dll tidak center. 

Masalah yg menjadi kendala di sistim SISKOPATUH adalah 
SERINGNYA eror/tidak bisa di akses di waktu tertentu. 


Kesediaan 


Banyak PPIU bersedia dan dengan penuh kesadaran 


menggunakan aplikasi SISKOPATUH. Misalnya, sedari awal 
PPIU Zaadul Maad sudah menggunakannya untuk input jemaah 


Umrahnya. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 
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“Karena PT. Zadul Maad Mandiri sudah memiliki izin 
dari KEMENAG RI, maka DIHARUSKAN menggunakan 
Aplikasi SISKOPATUH yang telah ditentukan oleh Kemenag.” 


Atau pengakuan kesediaan PPIU lainnya, seperti ini: 
“.. Kami sudah menggunakan siskopatuh sejak awal di- 


luncurkan tanggal 1 agustus 2019 dan sampai sekarang kami 
menggunakannya.” 


Namun demikian, masih ada anggapan bahwa sebagai 


sistem, aplikasi SISKOPATUH masih bermasalah dalam 
beberapa hal, seperti: 


a. 


Kekurangan dari siskopatuh sebelum mencetak id card 
barcode harus masuk e-tiket number, nomor visa, juga 
nomor polis (asuransi). Ketika proses percetakan -kita oper 
ke percetakan- ketika misalnya ada 45 jemaah yang akan 
diberangkatkan ada 1 atau 2 orang ada no visanya belum 
keluar, dengan kondisi siskopatuh yang sekarang maka tidak 
bisa cetak id card. Karena mustahil travel bisa mencetak 
dengan barang sama seperti id card ini. 


Ketika dana dari jemaah yang daftar masuk rekening giro 
siskopatuh 10 juta, dari travel belum bisa mengambil untuk 
operasional, baru setelah dana 15 juta rupiah belum bisa 
ditarik oleh travel. 

Partisipasi 


Secara umum, tingkat partisipasi PPIU cukup besar dalam 


menerapkan sistem aplikasi SISKOPATUH. Hal ini terlihat dari 
sudah banyaknya PPIU yang menginput data calon jemaah 


dengan aplikasi ini di kantor mereka masing-masing. Namun 
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demikian, ditemukan sejumlah masalah, misalnya yang terjadi 

di tahap penginputan, seperti di bawah ini: 

a. Metode penginputan data jemaah tidak ada opsi Import dari 
Ms. Exsel 

b. Ada beberapa nama daerah yg belum ada pada saat input 
alamat calon jemaah 

c. Tidak ada opsi Rename/perubahan data nama jemaah yg 
sudah di input ke sistem 

d. Seharusnya ada Pilihan Paket kamar seperti sistem SIPATUH 
tanpa harus buat paket baru dengan beda kamar dan harga. 

e. Seharusnya data paket dapat diubah informasinya ketika 
ada jemaah yang sudah bayar tanpa harus memakai fitur 
Realisasi. 

f. Ketika mencetak manifest SISKOPATUH, sering terjadi 
tidak tampilnya data jemaah yg ada di dalam paket. 


7. Dukungan 


Sebenarnya, cukup banyak PPIU yang mendukung 
penerapan aplikasi SISKOPATUH oleh pemerintah ini. Banyak 
nilai positif dari hal ini bagi mereka, seperti yang disampaikan 
oleh salah satu PPIU ini: 

“.. Mungkin sistem SISKOPATUH akan lebih bagus jika 
disamakan lagi struktur sistemnya dengan aplikasi SIPATUH 
dan (sehingga) untuk ke depannya akan lebih bagus lagi.” 

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan dalam 
hal dukungan ini, karena PPIU masih menemukan masalah dan 
hambatan seperti dalam hal efektifitas dan efeisiensi struktur, 
dan sistem aplikasi. Misalnya, untuk sekarang sebelum cetak 
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id card harus jelas e-ticket number, nomor visa, dan nomor 
polis, kalau komponen itu belum terpenuhi maka belum bisa 
mencetak id card. 


Juga, bagi jemaah yang belum familiar dengan pembayaran 
ke bank, mereka lebih suka menitipkan uang muka ke PPIU 
sehingga menambah pekerjaan harus membayar atau transfer 
ke bank. Sebenarnya PPIU menganggap aplikasi SISKOPATUH 
ini bagus, namun jemaah belum sepenuhnya siap, terutama yang 
belum paham dan familiar dengan sistem dan aplikasi yang serba 
online. 


8. Kesimpulan 


Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 


a. Secara umum, respons sebagian besar PPIU terhadap 
penerapan aplikasi SISKOPATUH ini cukup baik. Tingkat 
kesadaran (awareness) mereka terhadap aplikasi baru ini 
juga cukup besar. Mereka memberikan dukungan dan 
turut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan baru 
ini, bahkan sejak di awal berlakunya kebijakan ini di bulan 
September 2019. 

b. Meskipun terdapat hal-hal yang positif di atas, terdapat 
beberapa catatan penting yang harus diperhatikan terkait 
penerapan aplikasi SISKOPATUH ini. Di antara masalah 
yang ditemukan di lapangan adalah: 

1) Akses: aplikasi SISKOPATUH tidak selalu mudah 
diakses oleh PPIU sebagai pengguna. 

2) Penggunaan: meskipun banyak perbaikan di sana-sini, 
namun aplikasi SISKOPATUH tidak selalu lebih mudah 
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3) 


4) 


5) 


diikuti dan “user-friendly” Namun ada anggapan bahwa 
aplikasi SIPATUH sebelumnya lebih sederhana dan 
lebih efisien dari segi penggunaan dan kegunaannya. 


Kemampuan: banyak PPIU sudah memiliki kemam- 
puan menggunakan aplikasi SISKOPATUH, namun hal 
ini memerlukan usaha ekstra dan pekerjaan tambahan 
bagi mereka karena beberapa hal seperti ketergan- 
tungan sistem SISKOPATUH terhadap aplikasi lain di 
luar PPIU (seperti bank, asuransi dan sebagainya). 


Partisipasi: banyak PPIU sudah mengetahui dan 
menjalankan SISKOPATUH, namun masih banyak 
juga yang belum maksimal partisipasinya. Hal ini 
disebabkan oleh sosialisasi dan komunikasi Kemenag 
yang masih terbatas, dan masih adanya “keengganan” 
dan “kecurigaan” sejumlah PPIU terhadap perubahan 
kebijakan pemerintah yang sering mereka anggap 
“merugikan.” Hal ini juga terlihat dari tingkat partisipasi 
mereka pada penelitian ini. 

Dukungan: melihat data dari lapangan, sebenarnya 
dukungan PPIU terhadap kebijakan SISKOPATUH 
cukup besar. Hanya saja dukungan ini perlu 
ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi dan respons 
pemerintah terhadap berbagai usulan dan masukan dari 
publik (PPIU dan calon jemaah) sehingga maksud dan 
tujuan pemerintah dalam memberikan perlindungan 
terhadap calon jemaah Umrah dapat dipahami dan 
dirasakan manfaatnya. 
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9. Rekomendasi 


Terkait respons PPIU terhadap aplikasi SISKOPATUH, 


penelitian ini merekomendasikan beberapa poin penting, yaitu: 


a. 


Dari segi regulasi, hendaknya Kemenag RI melihat kembali 
berbagai kebijakan terkait Umrah. Maksud dan tujuan 
kebijakan baru ini dipahami sebagai upaya perlindungan 
pemerintah terhadap calon jemaah Umrah, namun masih 
ditemukan berbagai hambatan khususnya bagi PPIU dalam 
melaksanakannya seperti dalam kasus SK biaya Umrah yang 
dianggap berpotensi merugikan sejumlah PPIU. Sebaiknya 
dibuat range harga, misalnya 20-30 juta kalau memang 
harus diatur angkanya. 


Dari segi sistem aplikasi, Kemenag RI perlu melihat kembali 
aplikasi SISKOPATUH, misalnya, dalam hal tampilan, 
struktur dan sistemnya menyusul masih banyaknya keluhan 
dari PPIU sebagai pengguna. 


Dari aspek sosialisasi dan komunikasi, diharapkan agar 
Kemenag RI dapat menyiapkan kebijakan dan program 
sebaik-baiknya dan menyampaikan informasi ini ke publik 
dengan seluas-luasnya, sehingga aplikasi SISKOPATUH 
dapat diakses dan digunakan dengan lebih baik lagi. Hal 
ini penting agar PPIU dan para calon jemaah Umrah 
dapat mengetahui upaya positif pemerintah dalam rangka 
memberikan kepastian dan melindungi mereka dari praktek 
penipuan. 

Dalam hal pengawasan, sebaiknya pemerintah dalam hal 
ini Kemenag RI melaksanakan pengawasan kebijakan 
baru ini dari hulu hingga hilir, misalnya sejak penerapan 


Badan Litbang dan Diklat | 145 


aplikasi SISKOPATUH di masing-masing PPIU hingga 
pengawasan proses keberangkatan jemaah Umrah mereka di 
Bandara. PPIU meminta pemerintah untuk konsekuen dan 
komprehensif melaksanakan kebijakan baru ini sehingga 
jelas siapa PPIU yang punya izin dan sah dan tidak dalam 
hal memberangkatkan jemaah Umrah. 
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